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ABSTRAK 

Henny 
Magister Kenotariatan 

Anali~ Kasus Pembayaran Fasilitas Antara Perhimpunan 

Penglluni Rumah Susun Terkait Dengan Pengikatan Jual Beli 

Anlarn Developer dengan Pihak Ketiga. 

Peraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang NoJ6 

tahun 1985 tentang Rumab Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk 

Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama 

penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.I6 

tahun 198.5 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan romah susun 

dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus 

dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan letapi, dewasa ini 

dalam kegiatan pemasaran propertl khususnya mmah susun di Indonesia 

seringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Peijanjian Pengikatan Jual beli 

yang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang tnenjadi 

pertanyaan dan akan dibahas dalam penu!isan ini adalah bagaimana penyelesaian 

perkara yang tcrjadi antara Perbimpunan Penghuni Rumas Susun terk:ait dengan 

persoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unit

unit rumah susun yang dijual banya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual BelL 

Apakah dengan Peijanjfan Pengikatan Jual Beli telah teJjadi peralihan hak antara 

Developer dengan pihak ketiga? Apa saja tugas:, kewajiban dan kewenangan 

Perhimpunan Penghuni Rumah Sus:un dalam mengatur kehidupan di rurnah 

susun? 

Kata kunci: 

Rumah susun, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perhimpunan Penghuni 
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Henny 

Notary Magister. 

Judicial Review On Claim Of f<1cility Between The Relevant 

Residents Association And The Preelimlnary Sale And 

Purchase Agreement Entered Into By And Between The 

DeveEoper And Any Third Party. 

Development of housing flats is one of the alternative probtem~solving of 

the housing and settlement ne-eds, especially in urban areas, the number continues 

to increase because the construction of housing flats could reduce the use of land. 

Regulations regarding the housing flat this time are set lrt the Law Number 16 

year 1985 regarding the Housing Flat In the regulation jo. The Government 

regulations are governed that the residents of Housing F1at must establish an 

Association of Resident whk:h has a duty to set up the life of a fellow in the 

housing flat Basically, based on Article 10 of Law number l6 of 1985 regarding 

the Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the development 

management to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed of 

the Land Deed Official (PPA T), however, currently in the property marketing 

activities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flat 

that has not been completed which has a lot of devotees Is sold with the Sale and 

Purchase Binding Agreement which is not continued until the making level of the 

Sale and Purchase Deed. The Question and the one wJU be discussed by the author 

ln this writing is how the settlement of cases occurred between Association of 

Housing Flat Resident related to problem of living together in the housing flat 

when it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale and 

Purch!!.se Binding Agreement Has the right's transition occurred through the Sate 

and Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties? 

Wh3t's duties, responsibilities and authority of the Association of Housing Flat 

Resident in managing life at housing flat'~ 

Keywords ; housing flats, Sale and Purchase Binding Agreement, Association of 
Housing Flat Resident 
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1.1. Latar Belakang. 

BABI 

PENilAHULUAN 

Perumahan adalah suatu kebutuhan primer bagi setiap orang, akan tetapi 

dewasa ini seiring dengan perkembangan umnt manusia yang terus bertambah 

sctiap harinya sedangkan lahatl untuk perumahan semakin berkura.ng 

mcnyebabkan masalah perumahan menjadi suatu masalah yang dihadapi baik oleh 

pemerintah maupun bagi masyarakatnya. Hal lain yang ikut menyebabkan 

masalah peru mahan menjadi masalah lalah kebutuhart perumahan dan pe.mukiman 

yang sangat terbatas pada satu sisi dan pada sisi lain konsentrasi penduduk yang 

setiap hari bertambah ke kota, akibatnya teijadi penumpukan tanah-tanah pada 

orang-orang tertentu sehlngga masyarakal lain tidak memiliki tanah yang 

memadai untuk memba:ngun perumahan dan pemukiman, Untuk mengatasl hal 

tersebut pemerintah terpaksa mendlrikan perumahan yang bersifat vertikal atau 

bersusun. 

Pembangunan rumab susun merupakan salah satu altematif pemecahan 

masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama didaerah perkotaan yang 

jumlahnya terns meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi 

pcnggunaan tanah dan membuat ruangMruang terbuka kota yang Iebih lega. 1 

Bila dipandang dari sudut riwayat rumah susun dari awal mulanya. maka 

kenyaiaan membuktikan bahwa sistem rumah susun sudah lama sekali dikenal 

orang, namun pengaturannya secara yuridis~formal pada waktu itu sangatlah 

sederhana atau bahkan mungk:in sama sekali tidak ada. Sebagai contoh misa!nya 

saja sistern rumah susun yang sudah ditcrapkan oleh bangsa dravida yang 

berwllayah didaerah dataran tinggl dekhan dan sekitamya, dari reruntuhan kota 

1 Aric S. Hutagalung, C011dvminium dan Permasalallarmya edisi Rt!t.•isi,cet .r, (Jakarta: 
Badan Penerbit fakultas Hukum Unlversiras Indonesia, 2007), hal 2. 
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sert.a fosil-fosil mereka yang diketemukan kemudian para a.hli sejarah dan 

budayawan berpendapat bahwa bangsa Dravida ini sudah memiliki tingkat 

peradaban yang tinggi. Salah satu buktinya ada1ah kota Mohenjo Daro dan 

Harapa. kcdua kota ini benar~benar dibangun dengan sistern pembangunan yang 

teratur. Salah satu wujud dari sistern pemukiman penduduknya yang tertata 

dengan balk itu adalah pembangunan gedung-gedung bertingkat yang menjadi 

tempat tinggal bcrsama warga di Mohenjo Daro dan Harapa tersebut, meskipun 

tingkal yang dimiliki oleh gedung tersebut paling-paling hanya dua. buah dan 

hentuknyapun rnas:ih sangat sederhana. Selanjutnya sejatah memhuktikan bahwa 

rumah susun klan berkemhang seiring dengan kian majunya pembangunan 

gedung-gedung bertingkat di kelima benua di benua ini, terutama Eropa dan 

Amerika yang sudah mengalaminya sejak. dini atau jauh Iebih dahulu daripada 

ketiga benua lainnya yang baru kemudian dan menyusul pula termasuk Negara 

kita didalamnya 

Di Indonesia permasalahao mengenai perurnahan rliatur oleh pemerintah. 

sebagaimana. temyata dalam Alinea ke-4 Undang~Undang Dasar 1945 dimana 

salah satu tujuan Negara adalah rnemajukan kesejahteraan umum, yang termasuk 

juga memberikan kehidupan yang layak bagi w&rga negaranya dimulai dengan 

memberikan perumahan yang layak. Sampai saat ini banyak upaya yang te1ah 

dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebntuhan perurnaMn yang layak bagi 

masyarakatnya, yaitu melalui kredlt pemilibln kapl1ng siap bangun dan la:edit 

pemilikan rumah Salah satu kebijakan pemerintah lalrmya dalam mengatasi 

masalah perumahau dan pemukiman terntama didaerah daerah yang berpenduduk 

padat dan tersedianya Iahan tanah yang sangat terbatas adalah aQalah dengan ja1an 

melaksanakan pembangunan perumahan menurut sistem rumah susun. Landasan 

yang dijadikan das.:ir pembangunan perumahan system rumah susun tersebut 

ndalah Un<lang~Undang No 16 tabun 1985, lembaran Negara republik Indonesia 

tahun 19&5 Nomor 75 yang lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Rumah 

susun atau disingkat UURSj serta Peraturan Pelaksanaarmya yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 tahun 19&&. Lembaran Negara Republik Indonesia tabun 

1988 Nomor.7. 
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Menurut Pasal 1 .angka 1 Undang~Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang 

rumah susun, Rumah susun arlalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam hagian~bagian yang distrukturkan 

secara fungsional dalam arab horizontal maupun vertica[ dan merupakan satuan 

yang masing~masing dapat dimiliki dan digunakan secara terplsah terutama unluk 

tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama. 

Dalam peraturan perundang-undangan ini diatur mengenai aspek hukurn 

dari pembangunan rumah SUS!Jn seperti syarat~syarat yang harus dipenuhi dalam 

pembangunan rumah susun, prosedur pemisahan hak atas satuan-satuan rumah 

susun, cara pemilikan, peralihan dan pembebanan hak milik <Has satuan rumah 

susun sampai dengan penghunian dan penge!olaan rumah susun dan bapusnya 

hak milik alas saluan rumah susun .. seperti misalnya bahwa Undang~Undang 

tetsebut menyatakan buhwa pembangunan rumah susun harus memenuhi 

persyaratan teknis dan administratif yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No.4 tabun 1988 tentang rumah susun, yaitu sebagai berikut 

I. Persyaratan Teknis. 

a. Persyaratan tekuis untuk iuangan. 

b. Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan bangunan. 

c. Kelengkapan rumah susun. 

d. Syarat untuk satuan rumah susun 

e. Bagian bersama dan benda bersama. 

f. Lokasi rumah susun 

g. Kepadatan dan tata letak bangunan 

h. Prasarana lingkungan. 

1. Fasilltas lingkungan. 

2. Persyaratan Administratif 

yang mana mengenai penjelasan tentang persyaratan tersebut balk persyaratan 

teknis maupun persyaratan adminislTatif tersebut akan diuraikan lebih Janjut di 

bab kedua. 

Dcwasa ini rurnah susun te1ah diminati oleh semua golongan masyarakat, 

baik masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun masyarakat yang 
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berpendapa.tan menengah keatas. Terlepas dari tujuan pembangunan rumah susun 

untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang berpenghasilan 

menengah kea!as, pembangunan rumah susun juga merupakan su<:<tu strategi 

pemanfaatan lanah terutama Oaerah perkotaan, 

Sesuai dengan peruntukannya yaitu rumah susun dibangun sesual dengan 

tingkat keperluan untuk masyarakat banyak dan sesuai dengan bentuk:nya yaitu 

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersarna dan tanah bcrsama, hal 

tersebut menyebabkan mungkinnya timbul permasalahan antara sesama penghuni 

rumah susun, Masing~masing perpilik atau penghuni satuan rumah susun tidak 

mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan hak-hak nya dalam tinggal hersama 

da!am rumah susun tersebut 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tahun 

1985, maka rumah susun sebagni tempat hunian yang bersifat heterogen, baik dari 

segi agama, suku dan ras, sehingga wajar kalau penghuni mcmbentuk wadah 

sebagai organisasi orang-orang yang tinggal di rumah susun tersebut. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 yang menyatakan bahwa penghuni rumah susun 

wajib membentuk perhimpunan penghuni. Pembentukan perhimpunan pengbuni 

ini harus disesuaikan dengan luas lingkup rumah susun, yang masih terikat dengan 

adanya hak bersama atas benda bersama dan tanah bersama. Jika dalam suatu 

lingkungan tanah bersama _lerdapat beberapa rumah susun, maka pada masing~ 

masing rumah _susun dapat dimungkinkan dibentuk perhimpunan penghuni yang 

bcrstatus badan hukum. 

Perhimpunan penghuni diberi kedudukan scbagai · wadah hukum 

berdasarkan undang-undang. Perhimpunan penghuni berkewajiban untuk 

mengurus kepentingan bersama para pernilik dan penghuni yang bersangkutan 

dengan pernilikan dan penghuniannya. Perhimpunan penghuni dapat membentuk 

atau rnenunjuk badan pengelola yang bertugas untuk menyelenggarakan 

pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap penggunaan bagi bersama, benda 

bersama, tanah bersama dan pemeliharaan serta perbaikannya. 

Atas dasar hal tcrsebut. tidak lerkecuali bagi pam penghuni satuan rumah 

SU!-'lun hun-ian taman Kemayoran condominium yang berdasarkan Undang-Undang 

Rumah susun tersebut membentuk Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun 
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Hunian. Namun didalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan

pennasalahan berkattan dengan penghunian dan pengelolaan rumah susun 

lersebuL Hubungan-hubungan hukum tersebut meliputl :1 

a. hubungan hukum antara pcngembang dengan para penghuni ~ 

b. Hubungan hukum antara penghuni I anggota perhimpunan ~ 

c. Hubungan antara penghuni I anggota perhimpunan dengan pengurus 

perhimpunan ; 

d. Hubungan antara pengurus perhimpunan dengan badan pengelola; 

e. Hubungan antara badan pengelola dengan penghuni. 

Sekarang inl banyak sekaH rumah susun yang sudah dibangun yang 

penjualan spacenya cukup laris. Bahkan sampai begitu banyak peminatnya, eaton 

pembeli sudah antri mcskipun rurnah susun yang akan mereka beli tersebut masih 

belum dibangun. Dalam rangka pemasarannya developer telab berhasil dcngan 

memanfaatkan berbagai media periklanan dengan iklan-iklannya yang menawan 

dan hasilnya cukup memuaskan developer, sellingga ada rumah susun yang sudah 

"sold out" meskipun lokasinya masih kosong dan belum dibangun, bahkan ada 

lokasi yang belum dllakukan pembebasan tanahnya? 

Praktek jual beii tersebut seringkali disebut atau dikenal dengan lstilah 

pre-project selling dan seringkali menjmbulkan permasa!ahan hukum dalam 

hubungan antara pengembang dengan pemilik satuan rumah. s:usun adalah da1am 

hal berpindahnya kepemiiikan. Setingkali praktek jual teli satuan rumah susun 

yang masih dalam tahap pembangunan atau bahkan yang telah jadi sekalipun 

di1ak:ukan denga:njalan perjanjian pengikatan jual beli antam pengembang dengan 

calon pembeli, yang biasanya lidak dilanjutkan keproses pembuatan akta jual beJi 

dihadapan pejabat yang berwenang. Pada dasarnya pembuatan perjanjian 

pengikaum jual bell yang tidak diianjutkan keproses pernbuatan akrn jual beli 

dapat menimbulkan masalall apabila terjadi persengketaan dikemudian hari, 

dikarenakan petjanjian pengikatanjual beli bukan dasar berpindahnya suatu hak, 

1 Sujipto, Potensi Kmiflik dan Penyelesaian Perselisihan dalam pengelolaan Apanemen I 
perktmtonm J Rirel, (Media notarial 43 , april 1999), bal 55-57, 

l Prof Arfe S Hutagalung, Serba Aueka Masolah Ta11ah Dafam Kegio.lan EkorJomi, ( 
Dcpok: Penel'hil FHUI, 1999), hall@. 
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akan tetapi dewasa ini kekuatan hukum petjanjian pengikatan jual beli seringkali 

disamakan dengan kekuatan hukurn akta jual beli 

Hal tersebut dapat di1ihat dalam kasus Pcrdata No 

377/PDT.G/2007/PN.JKT.PST antara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

Hunian Taman Kemayomn Condominium ( PPRS TKC ) dengan PT Adhiphutra 

sebagai developer Rumah Susun Hunian Taman Kemayoran Condominium, 

dimana PPRS TKC seiaku pengurus merasa berwenang mengelola segala sesualu 

menyangkut rumah .susun taman kemayoran tem1asuk pembayaran fasiiilas 

Rumah susun tersebut rnenggugat PT. Adhiputra selaku developer yang dianggap 

sebagai pemilik 33 satuan rumah susun untuk melakukan pembayaran fasilitas 

yang tertunggak selama beberapa tahun. Bantahan yang dilakukan PT. Adhiputra 

untuk gugatan tersebut adalah bahwa didalam anggaran dasar PPRS TKC, yang 

berwenanc; melakukan pemungutan adatah pengelola yang harus dibentuk sebagai 

badan hukurn, dimana hal pembentukan pengelola beJum dilakukan, sehingga 

PPRS TKC berdasarkan angganm dasarnya tidak berwenang melakukan 

pemungutan lerscbut. selain itu PT,Adhiputra bukanlah pemilik dari 33 satuan 

rumah susun tersebut, dikarenakan ke-33 satuan rumah susun tersebut telah 

berpindah kepemilikannya ke pihak ketiga dengan Akta pengikatan jual beli, 

dengan demikian seharusnya gugatan PPRS TKC ditujukan kepada pihak ketiga. 

Berdasarkan hal~hal yang telah penulis uraika:n diatas rnaka penu1is 

bemtinat mengangkat judui ANAUSA KASUS PEMBAYARAN FASILITAS 

ANTARA PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN TERKAIT 

DENGAN Ph'NGIKATAN JUAL BELl ANTARA DEVELOPER DENGAN 

PIHAK KET!GA. · 

1.2. Rumusan Permasalaban 

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai 

berikut: 

I. Bagaimanakah mekan.isme dan proses pembentukan perhimpunan 

penghuni rumah susun? 

2. Apa saja Fungsi, Tugas dan wewenang Perhimpunan Penghuni Rurnah 

susun ditinjau dari peraturan per Undang-Undangan yang terkalt'1 
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3. Bagaimanakah Kekuatnn Hukom Akta Pengikatan Jual beli anta.ra PT 

Adhiputra dengan pihak ketiga dihubungkan dengan Gugatan antara PPRS 

TKC dengan PT Adhiputra? 

1.3. 'fujuan Penclitian. 

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah : 

I, Unluk mcngetahui proses pembentukan Perhimpunan Pcnghuni Rumah 

Susun Hunian hingga mendapat status hukum yang sah, 

2. Untuk mengetahui sa,mpai sejanh mana fungsi, Tugas dan wewenang 

Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian. 

3. Untuk mengelahui sejauh mana kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli antara PT. Adhiputra dengan pihak ketiga dihubungkan dengan 

gugatan antara Perblmpunan Penghuni Satuan Rumah Susun dengan PT. 

Adh!putra. 

1 .4. Met ode Penelitian. 

Metodologi rnerupak.an suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu 

penelitian. yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengctahuan. Fungsi 

metodologi dalam suatu penelitian merupakan suatu pedoman bagi ilmuwau 

dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang 

ditulis. 

Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode 

atau tata cara tertentu; sedangkan sistematis artinya dalam me!akukan penelitian 

ada langkah-langkah alau tahapan yang diikuti ; dan konsisten berarti penelitian 

dilakukan secara taat asas.3 

Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta 

mengadakan konstruksi secara metodologis. sistematis dan konsisten. Pene1itian 

l Sri Mamudji, eta!., Metode Pe11eliiicm rfan Penulist111 Hukum, ( Dcpok: Penerbit FHUl, 
2005), bal 2. 
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dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.4 

Dalam rnelakukan penulisan tesis ini, metode yang digunakan oleh penn lis 

adnlah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis nonnatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan bahan~bahan pustaka yang merupakan dasar yang 

dalam ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang dipcroleh dati bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tertier, maka datam mcngolah dan menganalisis bahan hukum 

tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal da!am 

ilmu hukum. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka adalat 

pengumpu}an data yang dilaknkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini ada.lah : 

1. Bahan hukum primec 

Adalah dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui 

ataupun tentang ide lainnya, yang tcrdiri dari Kitab Undang-Unrlang 

Hukum Perdata, Undang-Undang NoJ6 tahun 1985 tentang rumah susun 

dan peraturan perondang-undangan lait111ya yang terk:ait. 

2. Bahan hukum sekunder. 

Adalah dokumen yang berisi informasi yang mendukung bahan hukum 

primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, maka!ah~makalah dan 

pendaput-pendapat para ahli yang dapat mendukung penelitlan 

kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini, 

3. Bahan hukum tertier. 

Yang termasuk dalam bahan hukum tertier adalah berupa kamus besar 

bahasa Indonesia, abstrak, dan lain-lain, 

Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

yang bersitilt deskriptif analisis. Sifat penelitian yang bersifat deskriptif ana!isis 

ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau 

gejala-gejala lainnya yang juga memberikan solusi dari suatu pennasa1ahan.5 

~ Soerjono So<:kanto, Penganrar Penelirian Hukum, cct•3, ( Jakarta : UT Press, 1986 ), hal 
3. 

sINd., ha!.JO. 
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Untuk dapat memperoleh data yang sctcliti mungkln maka dipcrlukan data-data 

yang seakurat mungkin. 

Unluk mendapatkan data deskriptif yang juga memberikan sotusi 

pemmsalahan. maka penulis mcnggunakan pendckatan kualitatif. Pendekatan 

kualilatifpada dasamya mempunyai arti suatu penyorotan terhadap suatu masalah 

serta pemecahannya. yang banyak didasarkan pada pemahaman suatu gejala untuk 

mcnemukan pemecahan dari suatu pennas.alahan. 

Berdasarkan pendekatan yang dipakai peoulis, yaftu dnta kualitatif, maka 

pengolahan dan analisis data akan diolah berdasarkan pendekatan kuaiitatif 

tersebut, yaitu dengan cara mene!aah sisternatis peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Kenmdian data akan 

dianalisis dengan menggunakan metode induktlf, yaitu data tersebut akan 

dianalisis dari preposisi-preposisi umum yang kebenarannya telah diyakini dan 

berakhir pada konkiusi~konklusi yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk 

menemukan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu menemukanja,Yaban. 

Dalam pendekatan kualitatif, instrument penelitiannya ada1ah peneliti 

sendiri. Gejala-gejala yang ditelili dipahami dan dijelaskan maknanya, makna 

yang ingin diperoleh dan dikaji dalam pendekatan kcalitatif dilihat sebagai sebuah 

system, artinya suatu geja.la yang ingiu dipahami didaiam penelitlan kualitatif 

selalu dilihat sebagai &-uatu hal yang mempunyai kompon~-komponen yang lebih 

kecil, kornponen yang satu dengan yang lainnya saling terkait satu dengan yang 

JaitiDya secara fungsional ( sahng mempengaruhi ). b 

Se1ain menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis juga 

menggunakan penelitian hukum empiris, yang mana penelitian hukum empiris 

tersebut hanyalah sebagai data penunjang dari penelitian hukurn nonnatif. 

Penelitian bukum empiris sering disebut sebagai pene!ltian lapangan yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang dHakukan dengan 

cara mcncari kebenaran melatui pencarian dan pengumpuJan data primer. Dala.m 

rnencari data ini, penults menggunak:an alat pengumpulan data dengan jalan 

wawancara tidak terstruktur, 

6 Burhan A$hshofd, Mel ode Pe11cfilian Hukum, { Jakarta : PT Rineka Cip<n, 200 I ), hal 
20-21. 
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1.5. Sistematili.a Penulisan. 

Guna mempcnnudah pembaca dalam mendapatkan gambaran mengenai 

tesis ini, maka dibawnb ini disusun sistematlka penullsan tesis sebagal berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Dalam OOb ini penulis menguraikan latar belakang penulisan judul, ruang 

lingkup, pemhahasan masalah, metode penelitian dan 

penulisan.sistematika 

Bab II :ANALISA GUGATAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN 

RUMAH SUSUN KEPADA DEVELOPER TERKAIT DENGAN 

PERJANTIAN PENGIKATAN JUAL BELl KEPADA P!HAK 

KETIGA, 

Dalam bab inl penulis akan menguraikan secara singkat mengenai 

kedudukan rumah susun di Indonesia sampai proses terbentuknya 

Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian serta fungsi, tugas 

dan wewenangnya, Iandasan teori dan pendapat dari berbagai ahli 

hukum. 

Selanjutnya akan diuraikan mengenat tinjauan yuridis mengenat 

Perjanjian Pengik.atan Jual bell baik dari segi kekuatan hukum dan 

pembuktiannya, selain itu juga akan membahas mer:g:::nai kaHannya 

dengan kasus yang akan diangkat oleh penulis. 

Selanjutnya penulis akan menganalisis kasus yang diangkat penulis baik 

dari segi keabsahan Perhimpunan Penghuni Rumall Susun dikaitkan 

dengan Perjanjlan Pengikatan Jual Bell antara developer dengan pihak 

Ketiga. 

Bab Ill: PENUTUP, 

Dal.am bab ini, sebagai penutup1 penulis akan memberikan kesimpulan 

dan saran-saran yang didapat dari penelitian dan penulisan ini. 
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BABIJ 

ANALISA G~GATAN PERJUMPUNAN PENGHUN! SATUAN RUMAH 

SUSUN KEPADA DEVELOPER TERKAIT DENGAN PERJANJIAN 

PENGIKATAN JUAL BELl KEPADA PIHAK Ki!:TIGA. 

2.1. Pengertian dan Prosedur Pembangunan Rumah Susun. 

Apabila kita memba.has mengenai rumah susun, maka tidak teriepas dari 

pembahasan mengenai condominium, Condominium menurui arti kata berasal 

dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu "con" berarti bersama.-sama dan 

"dominium" yang bcrarti pemliikan. Dalam perkernbangan selanjutnya, 

Condominium mempunyai arti sebagai suatu pemilikan bangunan yang terdiri alas 

bagian-bagian yang masing-masing rnerupakan suatu kesatuan yang dapat 

digunakan dan dihutli secara terpisah, serta dimHiki secara individual berikut 

bagian-bagian lain dari bangunan itu dan tanah diatas mana bangumm itu berdiri 

yang karena fungsinya dig:.makan bersama, dimiliki secara bersama-sama oleh 

pemifik bagian yang dimiliki secara individual tersebut diatns.8 

Di Indonesia, penggunaan rumah susun digunakan dalam banyak istilah 

seperti apartemen, flat, condominium dan lain-lain, namum dalam bahasa hukum 

semuanya disebut rumah susun, karena kesemuanya mengacu kepada Undang

Undang No.l6 tahun 1985 mengenai rumah susun 

Sebelum dengan munculnya Undang-Undang No.l6 tahun 19&5 tentang 

rumah susun {UURS), sebenamya telah terbit tiga peraturan yang menyatakan 

memungkinkan diterbitkannya surat tanda bukti pemilikan atas bagian-bagian dari 

batlgunan atau gcdung yang dipakainya, yaitu : 

~ Arie S, Hu!agalung, sisrem O>ndoml11ium lndonesitt : lmplikasi dan Morifaatllya Bagf 
Developer I Praperl)' O!l!tter, (Maka!ah J>rogram Pendidikan !anjutan Umu Hokum Bidang 
Konsu!tan Hukum dan Kepengeearnan, Jakarta), hat!. 
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1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tabun 1975 tentang 

Pendaftaran Hak atas Tanah Kcpunyaan Bersama dan pemilikan Bagian~ 

Bagian Bangunan yang ada diatasnya serta penerbitan sertifikatnya. 

2. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1977 tentang 

Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran tanah mengenai Hak atas Tanah 

yang Dipunyai Bersama dan Pemi!ikan Bagian-Bagian Bangunan Yang 

Ada Diatasnya. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1983 tentang Tala Cara 

Pem1ohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Kepunyaan Bersama yang disertai dengan Pemilikan secara Terpisah 

Bagian-Bagian pada Gedung Bertingkat. 

Dari penHuran-peratumn Menteri Da1am Negeri tersebut diatas~ dapat 

disimpulkan bahwa Negara kita memberikan landasan hukum bagi masyarakatnya 

yang memungkinkan untuk memiliki secara individual bagian~bagian dari 

bagunan diatas tanah yang dimi!iki bersama, bahkan sebclum terbitnya Undang

Undang No.l6 tahun 1988 tentang Rumah Susun ( UURS )_ 

Dengan diterbhkannya Ut:dang-Undang Nomor.l6 tahun 1985 tentang 

Rumah susun, maka penafsiran asas pemisahan horizontal oleh Menteri Dalam 

negeri tersebut memperoleh kepastian hukum. Dalam Undang-Undang No.l6 

tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS) secara·tegas dimungkinka.n pemilikan 

bagian-bagian gedung yang dimaksudkan sccara individual dalam benhJk Hak 

Milik atas Satuan Rur11ah Susun (HM-SRS). Sedangkan bagian~bagian lainnya 

yang digunakan bersama, demikian juga tanahnya, menjadi miHk bersama yang 

tidak terpisah dari semua pemilik satuan rumah susun { SRS ), yang maslng

rnasing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemilikan SRS yang 

bersangkutan.8 

Landasan hukum pembangunan Rumah Susun di Indonesia adaJah sebagai 

berikut 

1. Undang-Undang Nornor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

3 Boedi Harsono-, Hulatm Agraria lndtmes.ta - Sejurah Pcmbemukan Uudang~Undang 
Pokok Agraria- lsi dan Peluksonaannya Hukum Tanalr No:riona! jilid I, (Jakarta : Djambatan, 
1994), haL 272-273. 
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1988 tentang 

Rumah Susun. 

3. Peraturan Badan pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Bentuk 

dan Tala Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun. 

4. Peraturan Badan Pertanahan Na.sional Nomor 4 tahun 1989 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat llak 

Milik ata Satuan Rumab Susun. 

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 1992 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. 

6. Peraturan Menteri Peketjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang 

Persyaratan Teknis Pemhangunan Ruman Susun. 

7. Surat Keputusan Mcnteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

ll/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beti Saluan Rumah Sosun. 

8. Keputusan Menteri Ncgara Perumahan Rakyat Nomor 

06/KPTSIBKI'UN/1995 tcntang Pedoman Pernbuatan Akta Pendirian, 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun. 

Sedangkan peratman yang mengatur mcngenai Rumah Suson di DKl Jakarta 

adalah scbagai berikut : 

L Keputusan Gubemur DY..l Jakarta Nomor.540 tahun 1990 tentang 

l:erunjuk Pelaksanaa:n Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan 

Lokasi at<m laban Atas BJdang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di 

DKI Jakarta. 

2. Peraturan Daerah K.husus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun l991 tentang 

Rurnah Susun di DKI Jakarta. 

3. Keputusan Gubemur DKI Jakarta Nom or 924 tahun 1991 tentang 

Peraturan Pe1aksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

4. Keputusan Gubemur DKl Jakarta Nomor 354 tahun 1992 tentang 

Petunjuk Teknis pe1aksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana I 

murah bagi pemegang Surat persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi I 

Lahan ( SP3L) 
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5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 640 tahun 1992 tentang 

Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi I Laban Tanpa Izin dari 

Gubcmur Kepala DKl Jakarta. 

Di datam Undang~Undang Nomor 16 tahun i 985 ten lang Rumah Susun 

(UURS), yang dimaksud rurnah susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan, yang terbagi-bagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupaknn satoan-satuan yang masing-masing dapat dimillki dan digunakan 

secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengon bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

Dengan diciptakannya undang-undang No.l6 tahun 1985 tentang Rumah 

Susun maka terbentuk pula dasar hukum Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, 

yang meliputi ;9 

1, Hak pem-i1ikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang 
0 

digunakan secara terpisah. 

2. Hak bersama atas bagian-hagian dari bagunan rumah susun, 

3. Hak bersarna atas benda-benda. 

4. Hak bersarna atas tanah. 

Yang kesemuanya merupakan satu kesatuan hnk yang secara fungsional lidak 

terpisahkan. 

Sebeium membahas Jebih lanjut, kita harus rnengetahui terlebih dabulu 

maksud daripada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.Yang 

dimaksud dengan bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dirniliki secara 

tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan

satuan rumah susun. Sebagai contoh bagian bersama adatah kolom, ba!ok, 

pondasi, dinding, lantai, atap,alr, tangga ,lift, selasar, salura.n~salurnn, pipa-pipa, 

jaringan-jaringan listrik, gas dan telekornunikasi serta ruang untuk umurn. 

Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, 

tetapi yang dimiliki ber.sama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, 

sebagai contoh benda bersama adalah tanaman, bangunan,pertanaman, bangunan 

' Indonesia, Penjelasm1 Undtmg-UudaJtg Nomor 16 tahw1 1985. 

UNIVERSITAS L'IDONESJA 

Analisa Kasus..., Henny, FH UI, 2009



15 

sarana social, ternpat ibadah, tempat bermain, tcmpat parker, yang stfatnya 

terpisah dari struktur bangunan rumah susun. 

Scdangkan yang dimaksud dengan tanah bersama adalah sebidang tanah 

yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya 

berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan. 

Besamya hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama 

terscbut masing~masing didasarkan atas luas atau nilai satuan rumah susun yang 

bersangkutan, pada waktu dlperoleh pemiliknya untuk pertama kali, yaitu yang 

disebut nilai perbandingan proposional. Nilai perbandingan proposional tersebut 

menentukan juga besamya imbangan kewajiban masingMmasing pemilik satuan 

rumah susun dalam rnembiayai pengelolaan dan pengopcrasian apa yang 

mcrupakan milik bersama diatas. Biaya pengelolaan dan pengoperas1annya 

merupakan beban bersama semua pemilik satuan rumah susun. 

oleh; 

Pemb:angunan rumah susun di Indonesia hanya dapat diselenggarakan 

J. Badan Usaha Milik Negara. 

2. Badan Usaha Milik Daerah. 

3. Koperasi. 

4. Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dibidang pembangunan 

perurnahan dan Swadaya Masyarakat 

Badan usaha milik swasta tersebut harus mcrupakan badan hukum 

Indonesia, yang modalnya mumi nasional atau dapat merupakan usaha patungan 

dengan modal asing yang, disesuaikan lagi dengan Undang-Undang Penanaman 

ModaL 

Selain itu1 penyelenggara Pembangunan Rumah Susun (Pl>RS) harus 

mernenuh! syarat sebagai subjek hak atas tanah, diatas mana rumah susun yang 

bersangkutan dibangun. Karena selain akan menjadj pemilik bagunan gedung 

yang dibangunnya, ia sejak sebelum rumah. susun tersebut dibagon harus sudah 

menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 

Pasa1 7 Undang~Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun 

menetapkan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah dengan status 
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L Hak Milik. 

Hak milik adalah hak yang terkuat dan te.rpenuh yang berlaku secara turon 

menurun yang dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan badan~ 

badao. hukum tertentu yang dltunjuk dalam Peraturan Pcmcrintah Nimor 

38 tahun 1963, seperti bank pemerintah, Koperasi pertanian, Badan-hadan 

keagamaan dan badan-badan sosiat 

2, Hak Guna Bangunan, 

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunya1 

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu 30 

tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi. 

Subjek hak guna bangunan adalah warga Negara Indonesia dan badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. 

3. Hak Pakai. 

Hak Pakai adalah hak untuk rnenggunakan dan a tau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik omng lain yang mernberi 

kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pernberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan 

pemHik tanah dalam perjanjian sewa-meoyewa atau petjanjian pengeJolaan 

tanah. Jangka waktu hak pakai paling Jama 25 tahun dan dapat 

diperpanjang lagi 30 tahun untuk kemudian dapat diperbaharui ll'lgL 

Yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Pakai adalah: 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Warga Negara Asing yang berempat tinggal di Indonesia. 

c. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. dan 

berkedudukan di Indonesia. 

d, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 

Hak Pakai dapat dijadikan jaminan hutang dengan lembaga Fiduda 

Tanah dengan hak pakai paling tepat untuk pembangumm rumah susun, 

dilmrenakan : 

e. Hak pakai dapat digunakan sebagai agunan berupa Hak 

Tanggungan yang merupakan hak agunan yang paling arnan. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Analisa Kasus..., Henny, FH UI, 2009



17 

f. H.ak pakai mempunyai jangka waktu kepemilikan dengan waktu 

yang relatif lama. 

g. Hak pakai dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan badan~ 

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, baik yang bcrmodal asing, bennodal 

campuran maupun yang bennodal asing. 

4. Hak Pcngelolaan tanah. 

Hak PengeJolaan Tanah adalah hak yang berisikan wewcnang untuk : 

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan_ tanah. 

b, Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan usaha sendiri, 

c. Menyerahkan bagian-bagian tanah itu kepada pil1ak ketiga menu rut 

persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah yang memegang hak 

itu yang meliputi segiwsegi peruntukan, penggunaan, jangka waktu 

dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak alas 

tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang" 

Da!am hal rumah susun didirikan diatas hak pengeloiaan, maka 

penyelenggara pembangunan rumah susun tersebut wajib menye1esaikan 

status Hak Guna Bangunan dan menentukan batas status tanah yang 

bersangkutan" Pemberian status Hak Guna B:mgunan tersebut harus telah 

Seiesai di!aksanakan sebelum penjualan satuan rumah susun dilakukan. 

Hal tersebut ditujukan untuk meHndungi kepentingan para calon pembeli 

satuan rumah susun. 

Pembangunan mengenai rumah susun juga diatur secara rinci didalam 

Undang-Undang yang berkaitan dengan rumah susun, seperti yang diatur rlidalam 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tabun 1985 tent:mg Rumah Susun juncto 

Pera.turan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, dimana 

dijelaskan bahwa untuk membangun Rurnah Susun harus dipenuhi berbagai 

macam persyatatan pembangunan balk secara teknis maupun administratif. Hal 

tersebut dikarenakan rurnah susun memiHki perbedaan yang cuk"Up mendasar 

dengan perumahan terse but dimana ru.n'l.ah susuu adalah bangunan bertingkat yang 

bertujuan untuk penguhunian banyak orang, olch karena ltu harus adanya syarat-
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syarat tersebut untuk menjamin adanya kepastian keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan penghuninya saat berada dirumah susun tersebut 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, persyaratan teknis yang harus 

dipenuhi dalam pembangunan rumah susun ada lab ; 

a. Persyaratan teknis untuk ruangan 

Yaitu semua ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus 

mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara Iuar dan 

pencahayaan dalam jumlah yang cukup. 

b. Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan bangunan. 

Pembangunan rumah susun harus direncanakan dan dibangun dengan struktur, 

komponen dan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan konstruksi dan 

standar yang berlaku. 

c. Kelengkapan Rumah Susun 

Yaitu segala sesuatu yang berfungsi melengkapi satuan rumah susun seperti 

jaringan air bersih, listrik, gas, pembuangan air, pembuangan sampah,jaringan 

komunikasi, alat transportasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

alaf untuk keselamatan calon penghuni baik dari bencana alam ataupun 

kesalahan manusia. 

d. Satuan Rurnah Susun. 

Syarat satuan rumah susun yang dimaksud adalah seperti misalnya ukura!l 

standar yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai fungsi dan penggunaannya 

serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-barL 

e. Bagian dan benda bersama. 

Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum harus mempunyai ukuran 

yang memcnuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan dengan benda 

bersarna dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keterpaduan 

sehingga dapat menjamin keamanan dan kenikmatan bagi para penghuni 

maupun pihak lain. 

f. Kepadatan dan tata letak bangunan, 

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus dapat mencapai optirnasi daya 

guna dan basil guna tanah dengan rnemperhatikan ke.serasian dan kesclamatan 
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lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk tata letak harus menunjang kegiatan 

penghunisehari-hari. 

g. Lokasi rumah susun. 

Yang dimaksud dengan lokasi adalah harus scsuai dengan perunrukan dan 

kescrasian lingkungan, harus mudah dicapai oleh angkutan untum, mudah 

dijangk:au oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik, serta memungkinkan 

berfungsinya saluran pembuangan dalam lingkunagan ke sistem jaringan 

pembuangan air hujan danjnringan air lim bah kota. 

h. Prasarana dan fasilitas Lingkungan. 

Sedangkan Persyaratan administratif yang dimaksud adalah mengenai; 

a. ljin Lckasi (SP3L ata.u Sumt Persetujuan Prinsip PenggunaaH Laban dan 

SIPPT atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah ) 

b. Sertifikat Hak atas Tanah. 

c. Fatwa Peruntukan Tanah ( advice planning ). yaitu suatu ket.erangan yang 

memuat lokasi yang dimaksud terhadap lingkungan sekitamya beserta 

penjeJa.san mengenai pe-runtukan tanah dengan perincian mcngenai kepadatan 

dan garis sempadan bangunan. 

d. Rencana tapak (site plan) yaitu rencana tata letak tanah bangunan. 

e. Gamhar rencana arsitektur yang mernuat denah dan potongan beserta pertelaan 

yang menunjukkan denganjelas batasan vertica1 dan horizontal. 

f. Gambar rencana struktur berserta bangunannya. 

g. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama. 

h. Gambar rencana jaringan dan instaJasi beserta perlengkapan. 

Disamping itu , penyelenggara pembangunan rumah susun wajib pula 

membuat pertelaan dalam bentuk gambar tentang: 

a. Batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk perseorangan 

b. Batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi 

haknya masing-masing satuan 

c. Batas dan uraian tanah bersama serta besamya bagian yang menjadi haknya 

masing~rnasing 
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Di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan kepas!ian hak bagi 

kepemilikan satuan rumah susun, maka Negara menyediakan alat pembuktian 

yang kuat yaitu berupa sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HM

SRS). 

Undang-Undang Nomor 16 tal:mn 1985 tentang rumah susun dan Peraturan 

Pomerintah Nomor 4 tahun 1988 menetapkan bahwa sertifikat hak milik alas 

satuan rumah susun adalah salah satu bentuk dari semua rnngkaian proses 

perizinan pada satuan rumah susun. 

Pada dasamya, kepemilikan atas HM-SRS dilandasi pada teori-teori 

tentang pemiiikan atas suatu benda. Menurut hukum, suatu benda atau bangunan 

dapat dimiliki olch seseorang, dua orang atau hahkan lebih yang dikenal dengan 

istilah pemilikan bersama. Da!am pemilikan bersama atas sualu benda atau 

bangunan pada pokoknya dikenal dua bentuk pemilikan yaitu : m 

I. Pemilikan bersarna yang terikat (gebonden mede eigendom}, maka dasar 

utamanya adalah ikatan hukum yang terlebih dahulu ada dlanta1a para 

pemilik benda bersamanya. Misalnya : pemilikan ber.sama yang terdapat 

pada harta pcrkawinan atau harta peninggalan, Para pemilik bersama 

(merle eigendom) tidak dapat bebas memindahkan haknya kepada orang 

lain tanpa persetujuan mede eigendom lainnya. 

2. Pemilikan bersama yang bebas {vrije mede eigendom), dimana antara para 

pemirik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu, selain dari 

hak bersama menjadi pemilik dari suatu benda. Disini ada kehendak untuk 

bcrsama~sama rnenjadi pemilik atas suatu benda untuk digunakan bersama. 

Bentuk dan tata cara pembuatan buku tanah serta penerbitan Sertiftkat Hak Milik 

Satuan Rumah Susun (HM-SRS) diatur didalam Peraturan Kepala Badan 

Pcrtanahan Nasional Nomor 4 tahun 1989 sedangkan bentuk dan tata cara 

pengisian serta pendaftaran akta pemisahan rumah susun diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989. 

Yang berhak melakukan permohonan adalah penyeienggara pembangunan 

yang telah melakukan atau memenuhi semua persyaratan diatas tanah yang 

bersangkutan setelah memenuhi semua pernyaratan administratif tersebut 

10 Badan Pertar~ahan Nasfonttl , Kebijaksanaan Pulmrahan dalam Pemfnmgumm Rumah 
Susun, {Jakarta, 1989}, ha!.SS-60. 
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penyelenggara pembangunan melakukan pengajuan pemtohonan untuk pencrbitan 

Ser!ifikat Hak Guna bangunan (induk) alas nama penyelenggara pembangunan 

baik untuk tanah diatas tanah pengelolaan dengan pemhuatan perjanjian dengan 

pemegang hak pengetolaan atau apabifa tanahnya tanah Ncgara maka 

penyelenggara pembangunan dapat meminta langsung Hak Guna Bangunan. 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) adalah hak kepemilikan 

pcrseorangun atas satuan-satuan rumal1 susun yang meliputi hak bersama atas 

bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang merupakan satu kesatuan 

hak yang secara fungsional tidak dapat dipisahk:an. 

Proscdur pencrbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dimulai 

dari rangkaian perizinan yang diakhiri sampai sertifikasi rumah susun, hal pertama 

yang harus dilakukan adala:h melakukan pencadangan tanah atau izin lokasi, 

penyelenggara pembangunan melakukan permintaan pencadangan tanah atau izin 

lokasi dengan jalan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendapatkan izin lokasi yang dipiHh oleh penyelenggara \mtuk pembangunan 

rumah susun. Izin lolr.asi tersebut ber!aku untuk jangka wak:tu selama setahun dan 

dapat dimintakan perpanjangaunya kembali untuk setahun kedepan dcngan 

berbagal macam pertimbangan untuk rnenyetujui atau menolak permintaan 

perpanjangan izin lokasi ya1tu minimal 50% areal tanah telah diperoleh atau 

dikuasai dan kemampuan penyelenggara pembangunan unruk melanjutkan 

pemb'ahgunannya. 

Dalam hal izin lokasl telah didapat, maka selanjutnya penyelenggara 

pembangunan me1akukan kegiatan untuk memperoleh tanah atau lokasi yang 

bersangkutan denganjalan pernbebasan tanah. 

Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 11 

l. Apabila tanah yang diperlukan berstatus tanah Negara, perotehan 

haknya melalui proses pennohonan dan pemberian hak atas tanah 

oleh pemerintah. 

2. Apabila taoah yang diperlukan berstatus tanah ulayat, rnaka 

caranya adalah meminta kesedlaan penguasa masyarakat hukum 

adapt yang bersangkutan untuk melepaskan hak uiayntnya, dengan 

11 Sugiarto, Kehijaksanaa1r Unmm Pengodaan 1'arrah unJJtk Pembangwu:m, (Makalab 
pada Seminar Nasional Pcngada.an Tanah untuk Pcmb;mgunan: Jakarta, 1994), hai.7. 
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memberikan ganti rugi lerhadap tanaman rakyat yang ada 

diatasnya. Tanah tersebut dimohonkan hak atas tanah yang sesuai 

dengan status pihak yang akan menggunakan dan peruntukkannya, 

melalui acara pemberian hak atas 1anah oleh pemerintuh. 

3. Apabiia tanah yang bersangkutan bcrStatus taliah llak, maka cam 

yang digunakan tergantung pada ada atau tidaknya kesediaan yang 

empunya tanah untuk menyerahkan kepada yang memerlukan, 

dengan kemungkinan: 

a. apabila ada kesediaan untuk menyerahkan dengan sukerela 

maka pero1ehan haknya dapat dilakukan dengan pemindahan 

hak (jual beli), yaitu jika pihak yang memerlukan tanah 

memenuhi persyaratan sebagai subjek hak atas t.anah yang 

dipindahkan atau dilakukan me1alui pelepasan hak yang diikuti 

dengan permohonan dan pemberian hak, dalam hal pihak yang 

memerlukan tanah tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek 

hak atas tanah yang diperlukan. 

b. Apabila tidak ada kesed!aan untuk menyerahkanny<i dengan 

sukarela, maka pero1ehan haknya dapat dilakukan melalui 

proses pencabutan hak, yaitu proses pengambilan tanah secara 

paksa. Proses pencabutan hak _ menurut ketentuan Undang

Undang Nomor 20 tahun 1961 tcnf.ang pencabutan hak~hak atas 

tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, dilakukan secara 

paksa demi kepentingan umum oleh penguasa atau pemerintah. 

Untuk melakukan kegia:ta.n pembangunannnya. maka penyelenggara 

pembangunan harus terlebih dahulu rnendapatkan izin mendirikan bangunan 

(IMB), hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 1 angka 6 Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 tahun 19&8. didalam IMB tersebut harus te1ah ditentukan apakah 

pembangunan rumah susun tersebut untuk hunia.n atau non hunian, lzin 

Mendirikan Bangunan (1MB) tersebut dimohonkan kepada Pemerintah Daerah 

setempat dengan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan, Penyelenggara 

pembangunan baru dapat memulai kegiatan pembangunannya setelah 1MB selesai 

diproses dan pemohon menyerahkan bukti tanda pelunasan pembayaran. Setelah 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Analisa Kasus..., Henny, FH UI, 2009



23 

pcmbangunan rumah susun tersebut selesai dilaksanakan maka, penyelenggara 

pembangunan wajib mengajuk.an penSesahan pertelaan kepada Pemcrintah 

Daerah. 

Dldalam buku tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dapat dilihat 

mengenai pertelaan. Pertelaan ialah uraian dalam bentuk tulisan dan gambar yang 

mepetjelas masing-masing satuan rumah susun mengcnai berapa besar bagian hak 

masing-masing pemilik satuan rumah susun yang bersangkutan atas bagian 

bersama, benda bersama dan t.anah bersama dengan nilai perbandingan secara 

proposional. Pertelaan dalarn proses munculnya Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun sangat penting, karena dari perteiaan tersebut sebagal tltik awal yang 

berakhir pada munculnya akta pemisahan satuan-satuan rumah susun yang 

terpisah sec<!ra hukum. 

Pertelaan tersebut dibuat sendiri oleh penyelenggara bangunan dengan 

jalan membuat terlebih dahulu gambar perencanaan yang sudah jelas dan 

terperinci dan diterima oleh instansi yang bersangkutan dengan diterbitkannya Ijin 

Pendahuluan. kemudian dimohonkan pengesnhannya kepada Pemerintah Daerah 

tingkat II, kecuali di daerah khusus ibukota Jakarta disahkan oleh Gubemur 

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Permohonan pengesahan Akta pertelaan tersebut diajukan oJeh 

penyelenggara pembangunan Rumah Susun yang bersangkutan kepada 

Pemerintah Daerah Tingkat II, ke~uali di DKI Jakarta diajukan kepada Gubemur 

melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, dengan 

disertai : 

a, Pertelaan; 

b. Salinan f.MB ; 

c. Salinan Sertifikat Tanah Bersama ; 

d. Salinan SIPPT. 

Akta pertelaan tecsebut disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, kecuali DKI 

Jakarta disahkan oleh Gubemur. 

Se1ain itu> untuk menjamin keselamatan calon penghuni rumah susun 

maka disyaratkan adanya ijin 1ayak huni ter!ebih dahulu sebelum diterbitkannya 

Sertifikat Hak Milik ata.s Satuan Rumah Sul:.'UO yang bersangkutan. Menurut 
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penjelasan Pasal 35 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 1988, ijin layak hunl 

akan dikeluarkan bilamana pelaksannan pembangunan rumah susun dari segi 

arsitektur, konstruksi. instalasi dan perlengkapan bagian lainnya telah benar~benar 

sesuai dengan kctentuan dan pcrsyaraum yang ditentukan dafam ljin Mendirikan 

Bangunan (1MB) yang bersangkutan 

Bcrdasarkan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang 

Rumah Susun menyatakan bahwa penyelenggara pembangumm wajib 

memisahkan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun dan meliputi bagian 

bersama, benda bm:sama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas, yang 

dilakukan dalam bentuk akla. Bentuk dan tata cara pengisian serta pendaftaran 

Akta Pemisahan Rumah Susun diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional nom or 2 tahun 1989. 

Permohonan pengesahan akta pemisahan yang diabuat oleh 

penyelenggara pembangunan te.rsubut diajukan oleh penyelenggara kepada 

Pemerintah Daerah Tingkat II dan di DKI Jakarta diajukan kepada gubemur 

melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dengan 

rneJampirkan Akta Pemisahan dan Pengesahan Pertelaan, yang kemudian 

kesemuanya itu diteliti dan diperiksan oleh Kakanwil BPN dan dlsahkan oleh 

Wakil Gubemur bidang Pemerintahan. Akta pernisahan yang telah mendapat 

pengesahan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya didaftarkan pada kantor 

pertanahan setempat dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah yang 

bersangkutan, izin layak hunl dan warkah-warkah lainnya yang dlpcrlukan. Akta 

pemisahan dan berkas-berkas tersebut merupakan dasar bagi penerbitan Sertifikat 

Hak MHik atas Satuan Rumah Susun. Berdasarkan Pasal 39 ayat 5 Peraturan 

Pemerintah nomor 4 tahun 1988. Hak Milik atas Satwm Rumah Susun lahir atau 

tetjadi sejak didaftarkannya Akta Pemisahan pada Kantor Pertanahan setempat 

dan dibuatkan buku tanah untuk tiap satuan rurnah susun yang bcrsangkutan. 

Setelah kesemuanya diatas telah dilaksanakan oleh penyelenggara 

pembangunan, maka olch kantor pcrtanahan diterbitkan Sertifikat Hak Milik ams 

Satuan Rumah Susun dengan jumlah satuan rumah susun yang kesemuanya masih 

atas nama penyelenggara pembangunan. HM-SRS adalah hak kepemHikan 

perseoraugan atas satuan-satuan rumah susun. Perbedaan antara sertifikat atas 
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tanah dengan sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) adalah 

yaitu sertifikat hak atas tanah hanya tcrdiri dari salinan buku tanah dan sorat ukur, 

sedangkan sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) menurul 

Pasal 9 Undang-Undang rumah susun nomor 16 tahun 1985, terdiri dari : 

1. Salinan buku tanah Hak Milik atas Sahaan Rumah Susun (HM-SRS) 

2. Salinan surat ukur atau gambar situasi tanah bersama. 

3. Gambar denah satuan rumah susun yang dengan jclas menunjukkan 

tingkat rumah susun dan lokasi rumah susun. 

Sertifikat Hak atas tanah bersama yang masih atas nama penyelenggara 

pembangunan menurut Pasal 8 Pcraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

nomor 4 tahun 1989 dltahan dan disimpan di kantor pertanahan sebagai warkah, 

dcngan dibubuhi catatan bahwa telah diterbitkan sekian sertifikat Hak Millk atas 

Satuan Rumah Susun (HM-SRS). 

Untuk seianjutnya, penyelenggara pembangunan dapat menjual rnasing

masing satuan rumah susun kepada calon peminat. Jual beli lerscbut dilakukan 

dcngan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT). Agar perbuatan hukum 

tersebut mcngikat pihak ketiga dan memenuhi asas publisitas, maka Ak!a PPAT 

tersebut wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat dengan melampirkan 

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rurnah Susun (HM-$RS) atas nama 

penyelenggara pembanguna.n, Anggaran dasar atau Angga..an rumah tangga 

Perhimpunan Penghuni serta surat~surat Iainnya, yang kemudian oleh kantor 

pertanahan dilakukan pencatatan pcralihan haknya. Baru setelah itu Sertifikat Hak 

Milik atas Satuan Rumah Susun dapat diserallkan kepada pembeli sebagai 

pemegang haknya yang baru. 

2.2. Akta Pcngikatan .Jual Beli 

Untuk dapat rnernahaml pengertian secam menyeluruh rnengenai A.kta 

Pengikatan Jual BeJi, maka tertebih dahulu kita harus membahas mcngenai 

pengertian jual beli itu terdahulu, Jual beli adalah suatu peljanjlan bertimbal balik 

dalam mana pihak yang satu, si penjual berjanjl untuk menyerabkan hak milik atas 

suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu si pembeii berjanji untuk 
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rnemb~yar harga yang terdiri atas sejurnlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak 

mlhk tersebut. 12 

Di Indonesia, perbuatan jual beli teiah diatur a tau dimual didalarn buku III 

pada bagian khusus yaitu bah V dari Pasal 1457- 1518 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHP) betjudul ''perihal perikatan", perkataan "perikatan" 

{verbintenis) mempunyai arti yang lebih !uas dari perkataan "PeJjanjian" sebab 

dalam buku III itu diatur juga perihal hubongan hukum yang sama sekali tidak 

bersumbet pada suatu persetujuan atau peljanjian, yaitu perihal perikatan yang 

timbul dari suatu perb~tatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad) dan perihal 

perikatan yang timbul dati pengurusan kepentingan orang lain yang tidak 

berdasarkan persetuju:m (zaakwaameming). Tetapi sebagian besar dari buku Ill 

dltujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau pe!janjian. Jadi 

berisikan hukum pe!janjian. n 

Adapun yang dimaksud sebagai suatu perikatan oleh buku HI Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah suatu hubungan 

hukum(mengenai kekayaan harta benda) .antara dua orang, yang memberi hak 

pada yang satu untuk rnenuntut barang sesuatu dari yang lainnya, scdangkan 

orang yang tainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Adapun barang sesuatu 

yang dapat dituntut dinamakan "prestasi" yang menurut Undang-Undang dapat 

berupa :14 

1. menyerahkan suatu barang. 

2. melakukan suatu petbuatan. 

3. tidak melakukan suatu perbuatan. 

Bentuk perikatan yang paling sederhana yang telah dikenal sejak dahulu 

ialah sutau perikatan yang masing-masing plhak hanya terdapat satu orang dan 

satu prestasi yang seketika juga harus dilaksanakan dan seketika juga dapat 

ditagih pembayaratmya, selain hentuk yang paling sederhana tersebut terdapat 

juga berbagai macam perikatan yaitu Perikatan Bersyarat ( voorwardelijk ), 

Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu ( tijdsbepaling ). 

11 Soebekti, Aueka Perjanjiun Cet-8, {Baruiung: Alumni, 1989), hal I. 

1 ~ Soc:bektL Pok.ak-Pokck Hulmm Perdata cct-XXVJ, (Jakarta: lntermasa, 1994}, hal i22 

1 ~ Ibid, hall23. 
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Perikatan yang me:rnbolehkan memilih ( altematief ). Perikatan Tanggung 

Mcnanggung ( lwofdelijk atau solidair ), Perikatan yang dapat dibagi dan yang 

i.idak dapat dibagi dan Perikatan dengan penetapan hukurnan ( Sfrajbeding ). 

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh Undang-Undang diterangkan, 

bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan ( Petjanjian } atau dari 

Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi atas: 

1. yang lahir dari Undang-Undang saja, yaitu perikatan yang timbul oieh 

hubungan kekeluargaan. 

2. yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan seorang, sedangkan 

perbuatan orang ini dapat berupa perbuata.n yang diperbolehkan atau yang 

ruelanggar hukum ( Onreclumatigedaad) 

Sedangkan peijanjian termasuk kedalam pengertian perikatan, menurut 

pasal l3 B Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dimaksud 

dcngan pexjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebth 

mengikatkan dirjnya terhadap satu orang lain atau Jebih, 

Dalam suatu perjanjian harus ada unsur yang merupakan kehendak bebas 

dari para pihak untuk menentukan mater! atau isi peijanjian. Dalam hukum 

perdata dikatakan bahwa sebagairnana hukum benda yang mempunyai suatu 

sistem tertutup, maka pada hukum peljanjian menganut sistem terbuka. Dengan 

kata lain memberikan kebebasan yang S{;(uasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban 

umum dan kesusilaan. Slstem terbuka yang mengandung suatu asaz kebebasan 

untuk membuat peijanjian dalam Kitab Undang~Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) lazimnya disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi 

semua persetujuan yang dibuat secara sab berlaku sebagai undang~undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

Disamping adanya sistern terbuka dari hukum petjanjian, dikenal pula 

adanya asas konsensualitas yaitu yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian 

yang timbul karenanya sudah terjadi saat terjadinya kesepakatan itu sendlri. 

Dengan kata lain pmjanjian itu sudab sah apabila sudah sepakat mengenai hal~ hal 

yang pokok dan tidak diperlukan fonna1itas sebagaimana yang dinyatakan dalarn 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 
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Jual beli termasuk kedalam perikatan yang lahir dari perjanjian yang 

denga.n demikian syarat sahnya akan jual beli tersebut juga didasarkan pada 

ketentuan Pasai l320 Kitab Undang-Uudang Hukum Perdata (KUHP), yang 

mengatur ten tang syarat sahnya suatu perjanjian ya:ltu : 

l, Kata sepakat antara mereka yang sallng mengikatkan dirt. 

Kedua belah pihak daiam suatu petjanjian harus mempunyai kemauan yang 

bebas untuk mengikatkandiri dan kernauan itu harus dinyatakan, pcmyataan 

tersebut dapat dllakukan secara tegas atau diam-diam. Kemauan iersebut 

merupakan syarat pertama untuk suatu peljanjian yang sah dlanggap tidak ada 

jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. 

Yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan secara rohani atau jiwa, 

kekhilafan atau kekeliruan tetjadi apabila saiah sa.tu pihak khilaf tentang hal

hal yang pokok dari apa yang dipetja~ikan atau tentang sifat sifat yang 

penting dari barang yang menjadi objek petjanjian., !Jedangkan yang dimaksud 

dengan penipuan yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan 

keterangan palsu mengenai objek atau tentang kecakapannya. 

2. Kecakapan rnasing~masing pihak untuk membuat suatu perikatan tersebut 

Maksudnya adalah masing-masing pihak yang membuat petjanjian harus 

cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. DidaJam Kitab Undang

Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) orang-orang yang tidak cakap rnisalnya 

seperti dibawah umur, dibawah pengampuan dan atau pengawasan. 

3. Adanya suatu hal tertentu. 

Yang dipetjanjikan dalam suatu peljanjian haruslah suatu hal atau suatu 

barang yang cukup jelas atau tertentu (jenisnya, statusnya, banyaknnya, dan 

sebagainya). Menurut Pasal l335 K.itab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) suatu perjanjian yang tidak memakai suatu haltertentu atau dibuat 

dengan suatu hal tertentu yang palsu -a.tau terlarang tidak mernpunyai 

kekuatan. 

4. Sebab yang halal. 

Sebab yang halal beraarti bahwa hal tertentu ternebut tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban urnum. Dalam haJ~hal 

semacam ini, perjanjian itu d1anggap dianggap dari semula sudah batal 
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Keempat syarat yang tersebut diatas harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yang 

dibuat sehingga perjali}ian tersebut dapat dianggap sah. Syarat pertama dan kcdua 

merupakan syaral subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut 

dapat dimintakan pembatalannya oleh pihakMpihak yang bersangkutan, sedangkan 

syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektifyaitu apabila tidak dipenuhi 

dalam suatu petjanjian rnakn perjanjian tersebut batal <ien1i huk~tm 15 dan hakim 

berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan itu. meskipun tidak 

dimintakan oleh salah satu pihak. 

Perjanjian, sebagaimana diuraikan diatas, harus ada unsur yang merupakan 

kehendak bebas dari para pihak untuk menentukan materi a!au isi peljanjian. 

Dalam hukum perdata dikatakan bahwa sebagaimana hukum benda yang 

memptmyai suatu sistem tertutup, rnaka pada hokum peijanjian mcnganut slstem 

terbuka. Dengan kata lain merltberikan kebebasan yang seluasnya kepada 

masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak 

mel<'nggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung 

suatu asaz kebebasan untuk membuat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) lazimnya disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (l) 

yang berbunyi sernua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang~ 

undang bagi mereka yang membuatnya. 

Didalam perjanjian jual be1i terdapat 2 unsur sifat yang paling penting 

yaitu penyerahan dan pembayaran, kedua unsur ini merupakan syarat utama dalam 

jual bell, yang hnrus diserahkan oleh penjual kepada pembeii adalah hak milik 

atas objek jual beli tersebut dan bukan sekedar kekuasaan atas objek jual beli 

tersebut. Hak milik tersebut baru berpindah dari penjual ke pembeli dengan 

dilakukannya levering atau penyerahan. 

Apa yang dikemukakan diatas mengena.i sifat jual beli menurut hukum 

perdata sebagai "obligatoir" saja. Hal ini Nampak jelas sekali dari Pasal 1459 

Kltab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menerangkan bahwa hak 

milik atas barang yang dijuai tidaklah berpindah kepada pembeli selama 

penyemhannya belum _ dilakukan menurut ketentuan-ketentuan :yang 

1
' Soebckti, Hukum Peljwt}iall, (Jakarta; Penerbit fntcrmasa, 1998 ), haLl?. 
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bersangkutan.16 Dalam penulisan ini, objek yang dimaksud adalah Hak Milik atas 

Satuan Rurnah Susun. Menurutl Pasal616 dan 620 Kitab Undang~Undang Hukum 

Perdata (KUHPer), khusus untuk barang tetap (tak bergerak) penyerahan yang 

dinamakan "balik nama'' (oversclrrijving) biasanya oleb para plhak dibuat dalam 

suatu akta. 

Perjanjian jual bell secara umum dapat dibuat secara bawah tangan oieh 

para pihak yang bersangkutan atau juga dapat atau beberapa perjanjian jual bell 

diharuskan dibuat secara akta otentik oleh Notaris, sebagaimana dinyatakan 

didalam Pasal 1868 Kitab Undang~Undang Hukum Perda!a yang menyatakan 

bahwa: 

"suatu akta otentik ada1ah yang sedemikian, yang dibuat datam bentuk 
yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh a tau dihadapan Pejabat Umum 
yang berwenang untuk itu. ditempat dimana itu dibuat •• 

Notaris sebagal pejabat umum selain bcrwenang membuat akl.a otentik 

mengenai semua perhuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perUndang

Undangan juga herwenang "mcmbuatkan" petjanjian para pihak agar perbuatan 

hukumnya dinyatakan dalam akta otentik. 

Didalam kchidupan lalu lintas hukum ada kemungkinan perbuatan hukum 

tidak atau be!um tercakup didalam peratunm perUndang-Undangan akan tetapi 

· tumbuh dan berkembang sesuai dengan · Oinamika dan kehutuhan didalam 

masyarakat. Dalam hal demikian Notaris mempunyai peran yang cukup penting 

dalam mencarikan bentuk peQanjian yang paling sesuai untuk peristiwa hukum 

tersebut dengan tet.ap mengacu kepada unsur petjanjian dan syarat sahnya 

perjanjian. Pe!janjian yang dimaksud diantaranya peQanjian pengikatan jual beli 

dan perjanjian sewa beli. 

PeJjanjian pengikatan jual beli digolongkan pada petjanjian bantuan. 

Perjanjian bantuan adalah petjanjian pendahuluan yang mendasar pada kebebasan 

berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya seperti konsensualisme, kekuatan 

mengikat serta keseimbangan terutama karena belum dapat dilakukan perjanjian 

yang hendak dltuju oleb para pihak 
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Perjanjian pengikatan jual beii merupakan peljanjian sementara mengatasi 

menanti keada:an dipenuhinya syarat perjanjian pokoknya. yaitu jual beli 

dihadapan ynng berwenang. Syarat-syarat dan kctentuati~ketentuan didalamnya 

tentunya ada lab hal yang subjektif sesuai dengan keinginan para pihak yang harus 

dijaga oleh notaris agar tidak mclanggar Undang~Undang serta menjamin 

kepenlingan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Ha! tersebutlah 

yang membuat peran notaris cukup penting dalam ''menciptakan" suatu akla yang 

dapa1 menampung kebutuhan masyarakaL 

Akta jual beli sementara ini dapat dibuat bawah tangan atau notariiL Pada 

umumnya suatu perjanjian pengikatan jual beli mengandungjanji-janji yang hams 

dipenuhj terlebih dahulu oleh salah satu plhak atau para pihak sebelum dapat 

metakt.::kan perjanjian pokoknya, biasanya pada saat pembuatan persetujuan jual 

beli dan pc:nyerahan barang tidak bergerak masih jalan beberapa lama oleh karena 

alasan yang beragam misalnya karcna belum dibayar lunas seluruh harga jual 

bcHnya, atau sertifikat tanah haknya sedang dalam penyelesaian baiik nama pada 

instansi yang bcrv.•enang sedangkan calon penjual dan calon pcmbeli sudah setuju 

melaksanakan lransaksi jual beli ataupun oleh karcna pembeli masih harus 

mengumpulkan uan&,rnya atau karena sebab~sebab lain. 

Seperti yang telah dikemukaka diatas, Akta pengikatan juaJ beli 

merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris, hal-hal yang rnejadi dasar 

pembuatan peijanjian pengikatan jual bell terse but adalah : 

1. jual bell tersebut dilakukan secara mengangsur 

2. jual beli sudah dibayar secara tunal (lunas) akan tetapi karena pajak-pajak 

yang muncul karena jual beli tersebut nilainya terlalu besar, maka dibuatlah 

akta pengikatan jual beli tersebut 

3. objek yang akan dipetjualbelikan rnasJh dalam cicilan pihak pcnjual (selaku 

debitur) dad suatu bank (selaku kreditur), akan tetapi sebelum melakukan 

transaksi perlu dimintakan izin terlebih dahulu dari pihak kreditur tcrsebut 

4. objek yang akan dipeljualbelik:an ternyata masih menjadi agunan atau jaminan 

hutang dari pibak penjuai dan baru akan melunasi hutang tersebut apabila 

sudah menerima pelunasan dari pihak pembeli. Hal ini pun diper!ukan izin 

terlebih dahulu dari pihak Bank ( kreditur I penerimajaminan) 
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5. objek jual beli tersebut belum berset1ifikat dan pihak pcmbcli menghendaki 

pelunasan jual beli baru terlaksana apabila tomah sudah bersertifikat. 

6. tidak tersedianya blanko akta jt,Ja! beli di kantor pos dan giro. 

No1aris. selain berwenang membuat perjanjian pengikatan jual beli tersebut tetap 

mempunyai kewajiban da1am rnernbuat perjanjian pengikatan jual beli terSebut, 

yaitu menjnmin isi daripada perjanjian terscbut dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut 

L waktu dan tempat pembayaran serta jumlah angsuran (jika dengan jalan 

mengangs~r) yang akan dibayarkan yang telah diletapkan oleh para pihak 

yang rnembuat peljanjian. 

2. waktu dan ternpat penyerahan hak kebendaan dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli pada saat terjadinya pelunasan pembayaran hargajual beli yang telah 

disepakati dan seketika dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli. 

J. pibak penjual menjamin objek dalam petjanjian pengikatan jual beli tersebut 

adalah benar miliknya, tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang 

rnenjadi jaminan hutang kepada pihak lain. 

4. bahwa perjanjian pengikatan jual beli terssebut tetap memenuhi ket:entuan 

dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Unda11g Hukum Perdata. 

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 10 Undafig~Undang nomor 16 tahun 

1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak m!lik atas satuan rumah susun dari 

penyelenggara pcmbangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus 

dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa 

inl dalam kegiatan pcmasaran propcrti khususnya rumah susun di Indonesia 

seringkali satuan rumah susun yang belum selcsai dibangun telah banyak 

peminatnya bahkan tidak jarang terjadi pada saat baru perencanaan dan 

pcmatangan tanab oleh penyelenggara pembangunan. Hal tersebut diternpuh 

berd!!sarkan atas pertimbangan ekonomi yaitu bagi para perusahaa.n pembangunan 

dan pemukiman guna memperlancar perolehan dana murah dan kepastian pasar 

dan bagi kepentingan calon pembeli atau konsumen agar harga jual rumah lebih 

rendah karena calon pembeli membayar dimuka. 

Keadaan seperti ini diternpuh oleh para perusabaan pembangunan 

perumahan dan pemukiman dan para eaton pembeii karena adanya ketentuan 
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Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang romah susun 

yang menetapkan bnhwa satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat 

dijualuntuk dihuni seteiah mendapat izin layak huoi dari pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Sedang untuk pelaksaan jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan adanya akta 

pemisahan atas satuan-satuan mmah susun untuk pembuat.an sertifikat satuan 

rumah susun o1eh kantor pertanahan kabupalen atau kotamadya yang 

bersangkutan. 

Hal tersebut menyebabkan timbulnya jual beli dengan sistem pesan 

terlebih dahulu, sehingga menyebabkan adanya peQanjian jual beii pendahuluan 

(preliminary purchase). Sistem penjualan preliminary purc!tase ini banyak 

menimbulkan pro dan kontra diantara kalangan sarjana hukum. 

Menurut Dr. Maria SW Sumardjono, ia mengatakan bahwa jika dilihat 

bahwa pengertian jual beH dengan objek tanah dan bangunan yang diatasnya 

sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada hukurn tanah nasional yang 

mem~gang asas hukum adat dan bias dianggap melanggar Undang-Undang Satuan 

Rumah Susun karena jual beli menurut hukum adat bersifat tunai, dimana 

dengan dibayamya harga objek jual beli walaupun sebagian maka pada saat itu 

juga haknya sudah beralih kepada pembeli. Sehingga benar bahwa n1mah susun 

baru dapat dijual bBa bangunannya benar-benar sudah selesai, bersertifikat dan 

mempunyal izin layak huni. Namun jika pembayaran yang diJakukan pada saat 

bangunan belum ada at.au masih dalam proses pembangunan, yang ditempuh 

bukan jual beli riil namun pengikatan jual beli, oleh karena itu hal tersebut tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Satuan Rumah Susun kareua pengikatan 

jual beli bukanlah perbuatan hukum yang bersifat riil dan tunai. Tujuan 

pengikatan jual beli hanyalah untuk mengikat untuk sesuatu prestasi yang akan 

terlaksana dikemudian hari. Aklbat bukumnya hanyalah janji untuk melakukan 

sesuatu dimasa datang. 17 

Sedangkan menurut Profeoor Boedi Harsono. S.H. cara tersebut sehetulnya 

rnasih dibenarkan oleh Undang-undang satuan Rumah Susun, karena yang tetjadi 

baru pemesanan bukan jual beli, menurutnya memang cara pembelian dengan 

17 Maria SW Sumardjono, Membeli Gombar Momgobral Resiko. Majalah properti, 
September 1994, haL23 
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slstem indent mengandung kelemahan alias bias merugikan eaton pembeli Sebab, 

perlindungan hak atas tanahnya belum ada. Jadi jika proyek tersebut gaga! yang 

rugi adalah si konsumen sendiri Karena mereka tcrpaksa menggugat developer di 

pengadilan, selain dasar hukumnya kurang kuat, diperlukan waktu dan biaya yang 

tidak sedikit.ll1 

Untuk mengamankan kcpentingan pcnye!cnggara pembangunan dan caJon 

pembcli dalam mengadakan sistem pcsan tcrlebih dahulu maka pemerintah 

mengcluarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 

11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. 

Menurut angka H1 Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Nomor: 11 I KPTS I 1994 mengenai pedoman perikatan jual beli satuan 

rumab susun aspek~aspek hukum daiam perikatan juaf bell satuan rumah susun 

adaJah 19
; 

L Satuan tumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat 

dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jual beli satuan rumah 

susun. 

2. Pada hari · pemesanan yang berminat memesan dapat menerima dan 

menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh perusahaan pembangunan 

perumahan dan pemuklman yang berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai 

berikut: 

a. nama dan I a tau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang dipesan. 

b. Nomor lantai dan ripe satuan rumah susun. 

c. Luas satuan rumah susun. 

d. Harga jua1 satuan rumah susun. 

e. Ketentuan pembayaran uang muka. 

f. Spesifikasi bangunan. 

g. Tanggal selesainya pembangunan rumah susun. 

h. Ketentuan mengenai pemyataan dan persetujuan unluk rnenerima 

persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta 

15 Bodiarsono, Mernbeli Ap<rncme~~t dolam Kanmg, Tempo,juni !993. hal 47 

19 Kemcnterian Negara Perumahan Rakyat, keputusmt MetJteri Negaro Peromaflon 
Rakyar teaumg Pedoman Perikatcm Juaf Beli SafiJrut Rumah Susun, Kepmen Perumahan Rakyar 
no, l J/KPTS!l994. Lampiran 
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menandatangani dokumen·dokumen yang dipersiapkan oleb perusahaan 

pembangunan perumahaO dan pemukiman. 

3. Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti saluan 

rumah susun yang dipcsan disertai keientuan ten tang tahapan pembayaran. 

4. Dalamjangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari katender setelah 

menandatangani surat pemesanan, pemesan dan perusahaan pernbangunan 

perumahan dan pemukiman harus rnenandatangani akta peljanjian jual bell 

dan selanjutnya kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya 

sebagaimana ditetapkan dalam peljanjlan perikatan jual beli hak milik atas 

satuan rurnah susun. Apabila pemesan lalai menandatangani petjanjian 

pengikatan jua[ beli dalam jangka waktu tersebut, maka pemsahaan 

pembangunan perumahan dan pemukiman dapat tidak mengembalikan uang 

pesana:n kecuali jika kelalaian bernda di pihak perusahaan pembangunan 

perumaban dan pemukiman, pemesan dapat memperlihatkan surat penolakan 

dari Bank bahwa permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak disetujui. 

atau hal-hal lain yang dapat disetujui bersama antara perusahaan 

pembangunan perumahan dan pemukiman serta caJon pembeli dan uang; 

pesanan akan dikembalikan i 00%. 

Petjanjian Pengikatan Jual Beii, antara lain rnemua:t hal-hal sebagai berikut : 

a. Objek yang dipe~ual bclikan, 

yaitu hak milik atas satuan rumah susun, yang meliputi pula bagian bersama, 

!anah bersama dan benda bersama berikut fasilitasnya sesuai dengan nilai 

perbandingan propo::sionalnya. 

b. Pengelolaan dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersarna. Yang merupakan kewajiban seluruh penghuni sehlngga calon 

pembeli harus bersedia menjadi anggota perhimpunan penghuni.yang akan 

dibentuk dan didirikan dengan bantuan perusahaan pembangunan perumahan 

dan pemukiman guna mengelola dan mernelihara bagian bersarna, benda 

bersama dan tanah hersama beserta fasilitasnnya dengan memungut uang 

pangkal dan iuran yang besamya akan ditetapkan bersama dikemudian hari 

secara musyawarah untuk tabun pertama ( 1erhitung sejak tangga1 penyerahan 

) uang pangkal dan iuran terscbut belUin perlu dibayar. 
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c. Kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan dan Pemukiman. yaitu : , 

1. yang harus dipenuhi sebelum n1elakukan pemasanm perdana yaitu wajib 

melaporkan kepada Bupati atau walik:otamadya KDH tingkat II dengan 

tembusan kepada Menteri Perumahan Rakyal {MENPERA), dengan 

melampirkan salinan surnt persetujuan izin prinsip, salinan surat keputusan 

pember:ian izin lokasi, bukti pengadaan dan pelunasan tanah, salinan surat 

izin mendirikan bangunan dan gambar denah pertelaan yang Lelah 

mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah setempat 

2. Me~yediakan dokumen-dokumen pernbangunan perumahan, antara lain : 

a. sertifikat hak atas tanab ; 

b. rencana tapak ~ 

c. gambar rcncana arsitektur yang memuat denah dan potongan 

berserta pertclaannya yang menunjukan dengan jelas batas secarn 

vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun ; 

d. gambar rencana struktur berserta perhitungannya ; 

e. gam bar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersarna, 

benda bersama dan tanah bersama ; 

f. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perJengkapa.nnya.. 

3. Menyelesaikan bangunan sesuai dengan standar yang tela.b dipeljanjJkan. 

4. Memperbaiki kerusakan yang teljadi dalam jangka waktu 100 (seratus) 

bari setc:Jah tanggal ditandatanganinya berita acara penyerahan satuan 

rwnah susun dari pengusaha pembangunan kepada pemesan dengan 

ketentuan: 

a. tanggung jawab pengusaha Lersebut dibatasi oleh desain dan 

spesifikasi satuan rumaJ; susun. 

b. KerusakanKkerusakan yang terjadi bukan disebabkan kesalahan 

pembeli. 

5. bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi y<~ng baru dapat 

diketahui dikemudian hari. 

6. menjadi pengelola sementara rumah susun sebeium terbentuknya 

perhlmpunan penghuni dan membantu menunjuk pengelola setelah 

perhimpunan penghuni terbentuk 
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7. mengasuransikan pekeijaan pembangunan tersebut seJama bcrlangsungnya 

pembangunan. 

8. Jika selama berlangsungnya pembangunan teijadi force majeur yang diluar 

kemampuan para pjhak, pengusaha dan pembeli alum mempertimbangkan 

penyelesaian schaik~baiknya dengan dasar pertlmbangan utama adalah 

dapat diselesaikannya pembangunan satuan rumah susun. 

9. Menyiapkan akta jual beli satuan rumah susun kemudian be-rsama-sarna 

dengan pembeli rnenandatangani akta jual belinya dihadapan Notaris atau 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal yang ditetapkan. 

Kemudian perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman dan I 

a tau Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T) yang ditunjuk akan 

mengurus agar pembeli memperoleh sertifikat hak milik atas satuan rumah 

susun atas nama pembe!i dan biayanya ditanggung oleh pembeli. 

10. Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan fasiHtas 

social secara sempuma pada tanggal yang ditetapkan, dan jika pengusaha 

belum dapat menyelesaikan pembangunan tersebut da1am jangka waktu 

120 (se:ratus dua puluh) hari kalender, dihitung sejak tanggal penyernhan 

runmh susun terse but. ApabiJa temyata rnasih tidak tetlaksana sama sekali, 

maka perikatan jual beli batal demi hukum dan kebatalan ini tidak perlu 

dibuktikan ::ttau dimintakan keputusan pengadilan a1au Badan Atbitrase, 

kepada perusahaan pembangun perumahan dan pemukiman diwajibkan 

mengernbalikan pembayaran uang yang telah diterima dari pembeli 

ditambah dengan denda dan bunga s:etiap bulannya ses:ual dengan suku 

bunga bank yang berlaku. 

d. Kewajiban Pemesan Rumah susun. : 

1. Menya!akan bahwa pernesan ( calon pembeli) telah membaca, memahami 

dan menerima :;yarat~syarat dan ketentuan dari sura.t pesarum dan 

pengikatan jual beli serta akan tunduk kepada syarat~syarat dan ketentuan

ketentuan anggaran dasar Perhimpunan Penghuni dan dok:umen-dokurnen 

terkait serta bahwa ketentuan dari pe!janjian-petjanjian dan dokumen

dokumen lersebut mengikat pembcli. 
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2. Setiap pemesan adalah menjadi pembeli satuan rumah susun wajib 

membayar biaya. pengelolaan (management fee) dan biaya utilitas {utility 

charge) danjika terlambat pembayarannya dikenakan denda yang besarnya 

disesuaikan dengan keputusan perhimpunan penghuni 

3. yang menjadi tanggungjawab pemesan meliputi: 

a. biaya pembayaran akta-akta yang diper1uknn 

b. biaya jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pembuatrm akta 

jua1 beli satuan rumah susun. 

c. Biaya untuk memperoleh Hak Milik atas satuan rurnah susun, biaya 

pendaftaran jual beli atas satuan rumah susun (biaya pegalihan hak 

milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan Setempat 

4. setelah akta jual beli ditandatangani. tetapi sebelum sertifikat hak milik 

satuan rumah susun diterbitkan oleh kantor badan pertanahan setempat : 

a. jika satuan rumah susun diaJihkan kepada pihak ketiga dikenakan 

biaya administrasl yang ditetapkan oleh permmhaan pcmbangunan 

perumahan dan pemukiman yang besarnya tldak 1ebih dari i% dari 

harga jual. 

b. Jika .satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak anggota 

keluarga karena sebab apapun juga termasuk karena pewarisan 

menurot hukum dikeriakan biaya administrasi untuk notaris atau 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang besarnya sesuai dengan 

ketentua:nnya. 

5. Sebelum lunasnya pembayaran atas harga jual satuan rumah susun yang 

dibelinya, pemesan tidak dapat mengalihkan atau menjadikan satuan 

rumah susun tersebut sebagai jaminan hutan tanpa pe:rsetujuan tertulis dari 

perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman, 

Dalam hal te!jadi perselisihan sehubungan dengan pcrjanjian jual heli 

pendahu1uan satuan rumah susun dilakukan melalui arbitrase yang ditetapkan 

sesuai dengan aturan-aturan Badan Arbitrase Nasional Indo.nesia (BANI) dengan 

biaya ditanggung renteng oieh para pihak. 

Dari hat yang telah dikemukakan diatas dapat dik:etahui bahwa pemasaran 

unit satuan rumah susun yang belum selesai I pre project selling telah mendapat 
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lcgalittas. Pemerintah telah mengizinkan pola pemasamn secara pre-project 

selling dengan kctentuan harus melalui acara penandatangan akta perjanjian 

pengikatan jual beli hak milik atas satuan rumah susui1 dan sejumlah persyaratan 

yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat 

Poin ke 5 tersebut diatas menyiratkan bahwa pe!janjian pengikatan JU3l 

bcli tersebut belum mengakibatkan bcrpindahnya hak kepemilikan dari 

penyelenggara pcmbangunan rumah susun ke pembeli satuan rumab susun. untuk 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan maka perjanjian pcngikatan jual bcli 

tersebut harus dilanjutkan kc pembuatan akta jual beli satuan rumall susun. 

2.3. Fungsi, Tugas dan Wcwenang Pcrhimpunan Penghuni Satuau Rumab 

Susun. 

Apabiia kita mernperhatikan yang telah dibahas di subbab sebelumnya, 

maka kita dapat menyimpulkan bahwa para penghuni suatu Jingkungan rumah 

susun, baik untuk hunian maupun non hunian, diwajibkan untuk membenlt~k apa 

yang dtsebut perhimpunan penghuni. Perhlrnpunan penghuni, yang diberi 

kedudukan sebagai badan huku_m, mutlak diperlukan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan bersama para penghunl yang bersangkutan dengan 

pemilikan, penghunian dan pengeioiaan rumah susun yang mereka huni bersam<L 

SRS yang merupakan milik individuJtl dikelola sendiri oleh pemiliknya, tetapi apa 

yang merupakan hak bersama, barns dike1Qla secara bersama karena menyangkut 

kepentingan orang banyak. Selain bertugas mengelola dan memeliOara rumah 

susun berserta lingkungannya, perhimpumm penghuni juga bertugas mengatur tata 

tertib pcnghuniannya1 sehingga dapat diwujudkan ketertiban, ketenteraman sera 

keserasian dalam Jingkungan rumah susun yang bersangkutan. 

Keberadaan perhimpunan penghuni tersebut bukanlah sekedar untuk 

mematuhi peraturan Perundang-Undangan yang memwajibkan dibentuknya badan 

tersebut yaitu Pasal 19 ayat J Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang 

Rumah Susun yang menyatakan bah.wa penghuni rumah susun wajib membentuk 

Perhimpunan Penghuni dan Pasa.l 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 

1 988 yang menyatakan bahwa para penghuni dalam suatu lingkungan rumab 

susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib rnembentuk Perhimpunan 
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Penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bcrsama yang bersangkutan 

sebagai pcmilikan, penghunian dan pengelolaan , tetapi beranjak juga pada 

penggunaan akal sehat dimana pada bagunan rumah SliSUn terdapat hal-hal yang 

bersifat komunal. yang dimiliki bersl.una, sehingga sebagai konsekuensi logis 

mutlak diperlukan perhimpunan penghuni tersebut agar tidak terjadi tabrakan 

kcpentingan antar masing-masing penghuni. 

2.3.1. Hak, Larangan dan Kewajiban Penghuni dan atau pemilik rumah 

susun. 

Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan rumah susun, hak 

pribadi para penghuni satuan rumah susun adalah : 

I. Menghuni saluan rumah susun yang dimilik:nya, serta menggunakan bagian

bagian bersarna, benda-benda bersama dan tanah bersarna masing-masing 

sesuai dengan peruntukannya. 

2. Menyewakan satuan rumah susun yang dimilikinya kepada pihak lain yang 

akan menja.di penghuni, asal tidak melebihi jangka waktu hak atas tanah 

bersamanya. 

3. Menunjuk Hak Milik Satuan Rumah Susun (HM-SRS) yang dimilikinya 

sebagai jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan atau Fidusia. 

4. Memindahkan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HM-SRS) ternebnt kepada 

pihak lain me1alui juai bcli, tukar menukar ataupun hibah, 

5. Mengalihkan kepada ahli warisnya, karena Hak Milik Satuan Rumah Susun 

(HM-8RS) dapat beralih karena pewarisan. 

Setiap penghuni yang merniliki, memakai, menyewa, menyewa beli atau 

memanfaatkan satuan rurnah susun ditarang untuk: 

1. Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, keselamatan terhadap 

penghuni lain. bangunan dan lingkungan rumah susun. 

2. menjadikan rumah susun sebagai tempat yang bertentangan dengan kesulitan, 

norma-norma agama dan adat istiadat serta segala tindakan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Merubah peruntukan rumah susun dari peruntukan hunian menjadi bukan 

hunian. 
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4. Menambah bangunan diluar rumah susun baik un1uk kepentingan pribadi, 

kepentingan tetangga atau kepentingan bersama tanpa persetujuan tertulis 

yang sah dari pengurus Perhimpunan Penghuni. 

5. Mcngambil manfaat secara tidak sah atas nilai aliran atau sambungan listrik. 

air bersih (PAM), gas bumi (Gas negara). saluran telepon pribadi maupun 

saluran telepon umum. 

6, Mcnjadikan teras, tangga, gang (ruang untuk blok), ruang umum, taman 

halnman lantai dasar, baik sebagian ataupun seluruhnya untuk kepentingan 

pribadi tanpa. persetujuan tertulis yang sah dari pengurus Perhimpunan 

Penghuni. 

7. Memeiihara hewan pcliharaan yang menganggu ketertiban umum, 

kcnyamanan dan kcserasian seperti a yam, anjing, burung dan sebagainya. 

8. Memagari halaman lantai dasar dan mengakui lantai tanah dasar sebagai milik 

pribadinya, tem1asuk kunci ke halarnan atau tanah lantai dasar tersebut 

9, Menutupi bagian ruanganjalan tangga darurat 

10. Mengubah bagian ruangan jalan tangga darurat. 

11. Mengubah bentuk satuan rumah susun tanpa mcndapat persetujuan bentuk dari 

Pengurus Perhimpunan Penghuni sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

atau Anggaran Rumah Tangga, 

Sedangkan yang menjadi kewajiban para penghuni satuan rumah susun menurut 

Pasal6l ayat 2 Peraluran Pemerintah nomor 4 tahun 1988 adalah: 

1. Mematuhi tata tertib yang disusun oleh Perhimpunan Penghuni dan telah 

disahkan daiam rapat serta dimua.t dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga, 

2. Membayar iuran pengelolaan yang biasanya ditentukan per meter persegi, 

dengan komponennya, yaltu biaya kebersihan, biaya perawatan dan perbaikan, 

biaya jasa manajer, biaya persona). premi asuransi dan penggantian instalasi 

3. memelihara satuan rumah susun dan iingkungan disekeh1ing satuan rumab 

susun. 

Selain itu berdasarkan Pasai 54 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 

kewajiban lainnya adalah bahwa para penghuni satuan rumah susun wajib 

membentuk perhimpunan pengbuni Perhimpunan penghuni tersebut merupakan 
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suatu badan hukum yang bertugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

bersama para pemilik satuan ruma.h susun dan penghuninya sebagai pemilikan, 

penghunian dan pengelo1aannya agar terselenggara kehidupan bersama yang tertib 

dan aman dalam hngkungan yang sehal dan serasL 

2.3.2. Perbimpunan Penghuni Rumah Susun 

Perhimpunan Penghuni Rumah Sus.un ialah suatu lembaga Perhimpunan 

para pcnghunl yang anggota~anggotanya terdlri dari penghuni dari suatu rumah 

susun tertentu. 20 dan berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No.l6 tahun 

1985 tentang Rumah Susun yang dimaksud dengan Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun adalah suatu orgganisasi berbndan hukum yang susunan organisasi, 

llak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dijamin oleh 

t)ndang~Undang 

Untuk mempemmdah pembentukan Pehimpunan Penghuni Rumah Susun, 

maka Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua badan Kebijaksanaao dan 

Pengendallan Pemhangunan Perumahan dan Pemukiman Nasiona1 mengeiuarkan 

Surat Keputusan nomor ; 061KP1'SIBKP4N/1995 tcntang Pedoman Pembuatan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhin1punan Pcnghuni Satuan 

Rumah Susun 

Dalarn pembentukan Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun, Dinas 

perumahan mempunyai peranan yang cukup penting yaitu : 

1 . Memberikan bimbingan datl petunjuk daiam penyusunan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang 

berlak.u, 

2. Menyiapkan surat rekomendasi dan konsep rancangan Surat Keputusan 

Gubemur tentang pengesahan Akta pembentukan Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun. 

3. Melak:ukan koordinasi dengan instansi terkait. 

Sedangkan proses pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah; 

1. Persiapan Pembentukan Perbimpunan Penghuni Rumah Susun. 

Penyelenggara penbangunan wajib bertindak sebagai Perhimpunan Pengbuni 

Rumah Susun sementara sebelum terbentuknya Perhimpunan Penghuni 

:m A. Ridwan Hallm, Huk11m Pemukiman, Perumalu:m dan Rumah SU.Slfl! (suatu 
himpm1a11 Tanya jawab prakffs), (Jakar1a ; Puncak karma, 20011 bal.l39. 
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Rumah Susun yang sebenamya dan wajib mewujudkan Perhimpunan 

Penghunl Rumah Susun yang sebenamya 

Penyelenggara i)ernbangunan wajib mengclola rumah susun dalam waktu 

minimal 3 bulan dan paling lama l tahun sejak terbentuknya Perhirnpunan 

Penghuni Rumah Susun atas biaya penyelenggara. 

2. Pelaksaanaan pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. 

Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan cara 

para pernilik dan I alau para penghuni rumah susun tcrlebih dahulu 

mengadakan rapat umum Pembentukan Perhimpum:m Penghuni Rumah Susun 

yang dari rapat tersebut dltuangk:an dalam risalah {notulen) rapat, setelah itu 

oleh rapat ditunjuk anggota atau peserta rapat dan diberi kuasa guna 

menghadap notaris untuk membuat pemyntaan dari segala apa yang telah 

diputuskan dalam rapat tersebut yaitu kedalam Alcta Pendirian Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun yang berisi mengenai penunjukan ketua, sekretaris, 

bendahara, pengawasan dan pengelolaan. 

Setelah dibuatnya Ak!a Pendirian tersebut maka dilanjutkan dengan 

pembuatan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian 

disahkan dalaru rapat umum yang kemudian disabkan oleh gubemur. Yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan pengelola yang bert:ugas 

menyelenggarakan penge[olaan yang meliputi pengawasan terhadap 

penggunaan bagian-bagian bersama 1 benda bersama, dan pemeliharaan serta 

perbaikannya. 

'rugas Perhimpunnn Penghnni Rumah Susun pertama ka1i adalah menyusun 

kom:ep A~garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memeperhatikan 

peraturan perundang~undangan yang beriaku dengan berkoordinasi dengan dinas 

perumallan, yang kemudian hertugas mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga melalui rapat umum dan mengajukan perrnohonan pengesahan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada Gubernur melalui dinas 

perumahan. 

Perhimpunan penghuni tcrsebut o1eh undang-undang diberi suatu 

kcdudukan istimewa yaitu sebagai hadan hukurn yang susunan organisasinya, hak 

dan kewajibalUlya dianu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, 
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schinga dapat bertindak keluar dan kedaiam atas nama perhimpunan para pemllik 

dan penghuni dan dengan wewenang yang dimilikinya 

Maksud dan tujuan Perhimpunan Penghuni Rumah susun ini aadalah : 

t. Untuk mencapai pemanfaatan dan pemakaian rumah susun kbusus bagi 

keperluan satuan rumah susun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 16 ttahun 1985 dan Peraluran Pemerintah Nomor 4 tah.un I 988 tentang 

rumah susun serta perundang-undangan 1ainnya. 

2. Unluk Membina, mengatur dan mengurus kepentingan bersama diantara para 

penghuni satuan rumah susun dengnn menerapkan keseimbangan kepentingan 

penghuni agar dapat tercapai ketertiban, kesclarasan kehidupan bertetangga 

sesuai denga.n jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya dalam 

rnengelola bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

3. Untuk rnenjaga dan sating meiengkapi kebutuhan penghuni dalam 

menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersarna. 

4. Untuk rnenjamin kelestarian penggunaan fungsi hak bersama (bagian bersama, 

benda bersama dan tanah bersama) diantara penghuni. 

5. Untuk rnembina terciptanya kegotongroyongan dalam kehidupan lingkungan 

diantara para penghuni satuan rumah susun 

Tugas pokok perhimpumm adalab: 

L Mengesabkan Anggaran Dasar dan Anggarau Rumah Tangga Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun yang disusun oleh pengurus da1am rap:;t umum. 

2. Memblna para penghuni kearah kesadaran hidup bersama secara sentsi. selaras 

dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya. 

3. Mengangkat pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sesuai dengan 

basil rapat umum. 

4, Mengawasi pekeQaan Badan PengeloJa dalarn rangka pengelolaan satuan 

rumah susun berserta bak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan 

tanah bersama. 

Perhimpunan Penghuni bubar, karena antara lain tanah dan bangunan rumah susun 

musnah, sebagaimana dimaksud da1am Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 4 

tahun 1988. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Analisa Kasus..., Henny, FH UI, 2009



45 

2.3.3. Anggara.n dasar dan Angganm Rumah Tangga Perhimpuoan 

Pcngbuni. 

Anggardo Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memuat susunan 

organisasi. fungsi, tugas pokok, hak dan kewajiban anggota serta tertib 

penghunian, sebagaimana dinmksud dalam Bab IV Peraturan Pemerintah nomor 4 

tahun 1988 tentang rumah susun dan bcrdasarkan pada ketentuan~ketentuan yang 

diletapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan rnemperhatikan petunjuk dan 

pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran Dasar dan 

Anggflran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni disusun oleh pengurus yang 

peftama kali dlpilih dan disahkan olch Rapat Umum Perhimpurum Penghuni. 

Perbedaan antara Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Perbimpunan Penghuni Rum.ah Susun adalah bahwa Anggamn Dasar 

Perhirnpunan Penghuni merupakan peratur.an-peraturan yang intern dalarn 

lembago Perhimpunan Runtah Susun yang bers:ifat fundamental atau bersifat 

pokok atau da'Sar dan berisi peromran~peraturan pokok yang ber1aku dalam segala 

situasi dan kondisi, sehingga sifatnya Iebih normatif. Sedangkan Anggaran Rumah 

Tangga Perhimpanan Pengbuni Rumah Susun merupakan peraturan~peraturan 

intern dalam lembaga Perhimpunan Penghuni Rumah susun yang bersifat aktual 

dan praktis dan berisi peraturan-peratuum pelaksanaan yang menjabarkan tata cara 

menerapkan berbagai peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar?' 

Hal-hal yang hams diatur da1am Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni adalah: 

l. Bah tentang ketentuan umum untuk penyeragaman dan kejelasan pengertian 

setiap istilah atau tcrminologi 

2. Bab tentang nama tempat kedudukan dan saat didirikan, 

3. Bab tentang az.as, maksud dan tujuan scrta tugas pokok, 

4, Status pcrhimpunan pcnghuni, 

5. Keanggotaan dan daftar anggota, 

6. Kedaulatan dan hak suara, 

7. Hak dan kewajiban anggota perhimpunan penghuni, 

8. Susunan organisasi, persyaratan, wewenang dan kewajiban pengurus, 

9. Penunjukan, tugas, hak dan wewenang bad an pengelola, 

:I A. Ridwan HaHm, Op.Cil, hal 143~144. 
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10. Musyawarah dan rapat~rapat. 

11. Kuorum dan pengambilan keputusan, 

12. Keuangan, 

13. Perubahan Anggaran Dasar, 

14. Pembubaran Perhimpunan. 

[5. Peraturan Peralihan. 
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Sedangkan hat-hal yang diatur dalam Anggaran Rumab Tangga Pcrhimpunan 

Penghuni Rumah Susun ialah sebagai berikut : 

! . Hai keanggotaan. 

2. Hal pengurusan perhimpunan. 

3. Hal badan pengelola. 

4. Hal musyawardh dan rapat - rapat yang pada dasarnya terdiri dari Rapat 

Pengurus Perhimpunan Penghuni, Rapat Umum Tahunan Perhirnpunan 

Penghuni Rumab Susun dan Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun. 

5. Hal keuangan. 

6. Hal peralihan dan penyerahan hak penggunaan romah susun. 

7. Hal perpanjangan hak atas tanah 

8. Harta kekayaan Perhimpunan Pcnghuni Rumab Susun 

9. Hal tata tertib penghunian, 

IO. Hai larangan-larangan. 

11. Hal tata tertib pemilikan rurnah susun. 

12. Hal perba.ikan kemsaktm-kerusakan. 

13. Hal pembinaan, pengawasan dan masa pengeloiaan sementara. 

14. Hal sanksi-sanksi pidana kepada para peianggar hukum 

15. Hal aturan-aturan lain 

Perubaban ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya 

dapat dilaksanakan dengan keputusan Rapat Umum Perhirnpunan Penghuni yang 

sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu oleh pengurus, Rapat 

umum tersebut harus dihadiri sekurnng-kurangnya 2/3 dari anggota pe:rbimpunan 

penghuni dan disetujui oleh 213 dari jumlah yang memiliki hak suara penghunian. 

2.3.4. Keanggotaan Perbimpuuan Pengbuni Rumah Susun 
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Yang dapat menjadi anggota dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

adalah subjek hukum yatig memiliki atau memakai atau menyewa a.tau menyewa 

beli (tennasuk sewa guna usaha) atau yang memanfaatkan satuan rumah susun 

yang berkedudukan scbagai penghuni dilingkungan rumah suson tersebuL 

Keanggotaan Perhimpunan Penghuni didasarkan pada kcnyataan penghunian, 

yaitu yang dapat menjadi anggota perhimpunan peng!:u.mi adalah mereka yang 

bcnar benar menghuni atau menempati satuan rumah susun baik atas dasar 

pemilikan maupun hubungan hukum lainnya. 

Apabila penyelenggara pembangunan belum dapat menjual seluruh satuan 

rumah susun maka penyelenggara pembangunan tersebut berhak bertindak 

sebagai anggota Perhimpunan Penghuni. 

Keanggotaan Perhimpunan Penghuni berakhir bilamana penghuni pindah 

dan atau tidak berdomisili dihngkungan rumah susuu yang bersangkutan atau 

karena pelimpahan hak penghunian kepada pihak lain atas dasar hubungan hukum 

tertentu. 

Dalam hat pemilik menyerahkan penggunaan satuan rurnah susun baik 

sebagitm maupun seluruhnya pada pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum 

tertentu, harus dltuangkan dalam akta yang secara tegas mencantumkan perallhan 

sebagian atau seluruh hak dan kewajiban penghuni beserta kewajiban lainnya dan 

akta tersebut harus didaftarkan pada Perhimpunan Penghuni. Hal ini dirnaksudkan 

untuk menjamin kepastian hak, kcwajiban dan tanggung jawab kePada penghuni 

haru 

Kedaulatan dan hak suara Pcrbimpunan Penghuni Rumah Susun berada 

ditangan para anggota Perhimpunan Penghuni tersebut berdasarkan nilai 

proposional hak suara yang dimilikjnya. Hak suara para penghuni terbagi atas 3 

yaitu hak suara Penghunian, hak suara pengelolaan dan hak suara pemilihan 

Hak suara penghunian adalah hak suara para anggota P-erhimpunan 

Penghuni Rumah Susun untuk menentukan hal-hal yang menyangkut tata tertib, 

pernakaian fasilitas dan kewajiban pembayaran iuran atas pengelola.an dan 

asuransi kebakaran terhadap hak bersama, benda bersama dan tanah bet'sama, 

yang untuk itu setiap pernilik hak atas satuan rurnah susun diwakili oleh satu 

suara. 
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Hak suara pengelolaan adalah hak suara para anggota Perhimpunan 

Penghtmi Rumah Susun untuk menentukan hal-hal yang menyangkut 

pemeiiharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana lingkungan serta fasililas 

sosial, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Hak suara pcngelolaan 

dihitung berdasarkan nilai perbandingan proposional dari setiap satuan rumah 

susun. 

I iak suara pemilihan adalah hak suara para anggota penghuni untuk 

menentukan hal-hal yang menyangkut hubungan antar sesama penghuni satuan 

rumah susun, pemillhan pengurus Perhimpunan pengbuni dan biaya-biaya atas 

satuan rumab susun. Hak suara pemilihan dihitung berdasarkan nilai perbandingan 

proposlonal dari setiap satuan rumah susun. 

Anggota Perhimpunan Penghuni satuan rumah susun, memiliki hak~hak 

dan kewajlban-kewajiban yang harus dipenuhi, adapun yang menjadi hak-hak 

anggota perhimpunan penghuni adalah : 

L Memitih dan dipilih rnenjadi pengurus Perbimpunan penghuni Rumah Susun 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. 

2. Mengajukan usul, pendapat dan menggunakan atau mengeluarkan hak suara 

yang dimilikinya dalam rapat umum Perhimpunan Penghuni sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam rapat Umum atau Rapat Umum Luar Biasa 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Perhimpunan Pcnghunt 

3. Mernanfaatkan dan memakai sesuai dengan keperluannya atas pemiiikan dan I 

atau penggunaan satuan rumah susun secara tertib dan arnan, tennasuk bagian 

bersama. benda bersama dan tanah bersama. 

4. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Perhimpunan Pengbuni Rumah Susun. 

Kewajiban para anggota adalah: 

1. rnemenuhi dan melak.sanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Perhimpunan Penghuni, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tata 

tertib dan peraturan~peraturan Iainnya baik yang diputuskan dalarn Rapat 
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Umum atau Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Penghuni atau oleh 

pengurus atau oleh Badan Pengelola yang disetujui Pcngurus. 

2. Memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah daerah yang nieogatur tentang rumah susun. 

3. Membayar kewajjban keuangan yang dipungut oleh Perhimpunan Penghuni 

dan I atau badan pengelola, scsuai dengan syarat-syarat yang te!ah 

diperjanjikan anlara pengurus dan badan pcngelola ataupun berdasarkan 

ketcntuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan 

Penghuni. 

4. Memelihara, menjaga, mengatur, memperbaiki rurnah susun dan li.ngkungan 

atas bagian bersama dan tanah bersama. 

5. Memelihara, menjaga, mengatur, memeperbaiki satuan rumah susun yang 

dimilikinya dan dihuninya. 

6. Menunjang terselenggaranya tugas-tugas pokok pengurus perhimpunan dan 

badan penge!ola. 

7. Membina hubungan anta1a sesama penghuni satuan rumah susun yang selaras 

berdasarkan asas kckeluargaan dan makna-makna kehidupan bermasyarakat 

dan berbangsa Indonesia, 

Selaii1 hak-hak dan kewajiban-kewajiban umum para anggota Perhimpunan 

pengl:mni yang telah diuraikan diatas, terdapat juga hak-bak dan kwajiban

kewajiban secara khusus berkenaan dengan biaya~biaya pengelolaan rumah susun, 

yaitu apa saja dan seberapa. besar kewajiban masing-masing pemilik yang 

berkcnaan dengan biaya operasional rumah susun tersebut, , yaitu gaji dan upah 

untuk perusahaan badan pengelola, biaya untuk utilitas bagi pengguna bagian 

bersama dan benda bersama, biaya untuk pembuatan kontrak dengan cleaning, 

maintenance dan sebagainya, biaya kebutuhan rutin, biaya k:antor, jasa 

profesional, asuransi kebakaran, Pajak Burnt dan Bangunan (PBB) sampai 

diterbitka.tmya sertifikat hak milik satuan rumah susun. l! 

Biaya-biaya yang diuraikan dlatas termasuk kedalam beban kolektif yang 

ditanggung bersama oleh seluruh anggota perhimpunan penghuni. 

12 Imam Koeswahyono, Hukum Rumal! Susan suutu Bckal Pengautar Pemalwman, 
(Jawa Timor : Bayumedi~ Publishing, 2004), hat84. 
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Selain kewajiban yang berasal dari biaya operasiona1tersebut tadi ada juga 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemHik satuan rumah susun yang langsung 

ditagib kepada yang bersangkutan. Kewajiban ini berkaitan dengan jasa yang telah 

dinikmati secara individu atau keluarga pemilik satuan rumah susun saja, sepertl 

tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, tagihan gas dan Pajak Bumi dan 

Bangunan sctelah terbitnya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.23 

2.3.5. Pengurus Perhimpunan Penghuni Satuan Rumab Susun 

Kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun terdiri dari seorang 

ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, seorang pengawas pengelola dan 

penambahan jumlah keanggotaan dan jabatan pe-ngurus Perhimpunan Penghuni 

disesuaikan dengan jumlah anggota dan kebutuhan yang perh1 diatur dan dikelola, 

adapun yang menjadi syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggola pcngurus 

adalah: 

1, Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 

2. Berdomisili dilingkungan rumah susun yang dirnaksud 

3. Berstalus sebagai penghuni yang sah di1ingkungan rumah susun tersebut. 

4, Memi1iki kartu penduduk dan kartu keluarga yang sah dilingkungan rumah 

susun tersebut 

5, Mempunyal pengetahuan dan keterampilan kelja yang baik. 

6. Mampu bekerjasama detlgan sesama pengurus lainnya. 

7. Marnpu berinisiatif dan mencari sumber dana, balk didalam maupun diluar 

Perhimpunan Penghuni guna kebutuhan dan kepentingan pcnghuni. 

Apabila telah memenuhi pen:yarat.an diatas rnaka pemlllhan pengurus 

Pcrhimpunan penghuni dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat serta asas 

kekeluargaan oleh dan dari anggota Pcrhimpuna.n Penghuni daiam Rapat Umum 

Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yrtng 

apabila pada rapat pertama tersebut tidal:: tercapai musyawarah dan mufakat maka 

pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak 

Adapun yang menjadi kewenangan pengurus adalah : 

11 Ibid, hat86. 
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1. Pengurus berhak untuk membuat dan merubah aturan tata tertib dan 

pengelolaan penghunian scrta menentukan kehijaksanaan scsuai dengan 

Anggaran Dasar a tau Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni. 

2. Pengurus berwenang untuk me1akukan peringatan, teguran dan tindakan lain 

terhadap penghuni yang melanggar atau tidak menaati aturan Anggaran Dasar 

atau Anggaran Rumah Tangga, aturan tata tertib, keputusan rapat umum, 

keputusan rapat pengurus dan petjanjian dengan badan pengciola. 

3. Ketua dan sekretaris berwenang mcwakili perhimpunan penghuni didalam dan 

diluar pengadilan tentang segala hal. dan segala kejadian sesuai dengan 

Anggaran dasar atau Anggaran Rumab Tangga perhimpunan penghuni dan 

peraturan perundang-undangan yang betlaku serta menjalankan segala 

tiudakan~tindakan baik mengena1 pengurusan maupun yang mengenai 

pemilikan dalam ruang Iingkup pengelolaan rumnh susun tersebut 

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pengurus adalah : 

l. Memberikan pertanggungjawaban kepada rapat urnum pcrhimpurum penghuni. 

2. Menyampaikan lapor.m kepada perhimpunan penghuni secara berkala 

sekunmg-kurangnya dua kali setehun atas peketjaan badan pengeloJa. 

3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan ma~-alah 

penghunian perhimpunan penghunl. Melaksanakan putusan rapat umurn 

perhirnpunan penghuni. 

4. Membina penghuni kearah kesadaran hidup bersama, selaras. serast dan 

seimbang dalam pethimpunan penghuni. 

5. Mengawasi pclaksanaan penghunlan satuan rumah susun agar penghuni 

mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum daiam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta perikatan petjanjian dengan badan pengelola, 

6. Menetapkan dan menerapkan sank:si terbadap peianggaran yang telah 

dilakukan oleh penghuni terhadap keputusan rapat umum perhimpunan 

penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar alau Anggaran Rumah 

Tangga perhimpunan penghuni serta peljanjian dengan badan pengeiola, 

termasuk memohon bantuan da.ri dinas perumahan* Pemda dan pihak berwajib 

lainnya dalam menerapkan sanksi bagi penghuni yang tidak memenuhi tata 

tertib penghunian. 
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7. Menja1in hubungan kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang~undangan. 

2.3.6. Penunjukan, Tugas, Hak dan Wewcnang D:adan Pengelola. 

Badan pengelola rumah susun ialah suatu lembaga yang ditunjuk atau 

dibentuk olch Perhimpunan Penghuni yang berstatus badan hukum yang secara 

profesional bertugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun atau apartemen 

dan sejenisnya dengan unit organisasl, peroonil dan pera.latan yang mampu untuk 

mengelola rumah susun yang bersangkutan, Pada da.samya peran dan peranan 

badan penge1ola rumah susun atau apartemen dan sejenisnya sangat diperlukan 

dalam pemeiiharaan dan perawatan gedung bertingkat seperti rumah susun atau 

apartemen yang artinya diperlukan keahlian yang tinggi, kecerrnatan yang 

bijaks~na dan pengaturnn dana yang tepat, Se1anjutnya pengelolaan gedung 

sepertl ini memerlukan profesionalisme yang tinggi dan tidak bisa dilakukan 

sembarangan.24 

Apabila badan pengelola rumah susun dlbentuk oleh Perhimpunan 

Penghuni yang paling penting untuk diperhatikan adalab ; 

L Unil Organisasi yaitu badan pengelola yang dibentuk merupakan unit 

organisasi dari badan pengelola rurnah susun. 

2, Personal. yaitu orang-orang yang diserahi tugas menanganl badan pengelola 

dikhususkan untuk itu, disamping itu henflaknya dipiHh orang-orang yang 

mampu memikul tugas dengan baik. 

3. Peralatan, yaitu organisasi pengelola ini merniliki peralatan yang layak yang 

mampu mendukung pelaksanaan semua tugas penge1olaan bangunan rumah 

susun, seperti : peralatan kantor, alat-alat kebersihan dan sebagainya. 

Sedangkan badan pengelola bangunan rumah susun yang ditunjuk oleh 

Perhirnpunan Penghuni yang paling penting untuk diperhatikan ada1ah : 

l. Badan pengelo!a ini harus berbentuk badan hukum atau rechts person yang 

melaksanakan tugas berdasarkan suatu perjanjian formal dengan Perhimpunan 

Penghuni. 

14 A. Ridwan Halim, Op.Cit, hal 165-166 
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2. Badan pcngelola yang ditunjuk oleh Perbimpunan Penghuni ini harus 

profesional, artinya suatu badan hukum yang benar-benar mempunyai 

kemampuan untuk mengelola suatu bangunan bertingkat 

Badan Pengelola ditunjuk dan diberi tugas oleh Pengurus Perhimpunan 

Pengtnmi yang selanjutnya badan pengelola terscbut bertanggung jawab terhadap 

Pengurus perhimpunan penghuni dalam pelaksa1taan pengelolaan alas bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penunjukan badan pengelola 

dilakukan dengan : 

l. Pengurus perhimpunan penghuni dapat menunjuk badan pengelola yang 

berstatus badan hukum dan profesional yang sesuai dengan tingkat 

kebutuhomnya yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun. 

2. Jika badan pengelola yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menjalankan 

tugasnya secara profesional dapat menggati badan penge!ola tersebut dan 

menunjuk badan pengelola lain yang lebih profesionaL 

3. Dalam hal jumlah satuan~satuan rumah susun masih dalam batas-batas yang 

dapat ditangani sendiri, perhimpunan penghuni dapat mernbentuk badan 

pcngelola yang dilengkapi dengan unit organisasi, personi.l dan peralatan yang 

mampu untuk mengelola rumah susun. 

Badan pengelo1a mempunyai tugas yang pada hakikatnya telah ditentukan dalam 

Pasa! 68 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 yang esensinya mencakup hal

hal sebagai berikut : 

I. Mengadakan pe.meriksaan, pemeliharaan, penjagaan kebenilhan dan perbaikan 

rumah susun dan lingkungannya pada baglan bersama, benda bersama dan 

tanah bersama. 

2. Mengawasi kctertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan peruntukkannya. 

3. Memberikan Iaporan secara berkala kepada pengurus perhimpunan pcnghuni 

sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. 

4, mempertanggungjawabkan kepada pengurus pcrhimpunan penghuni tentang 

penyelenggaraan pengelolaan. 

Adapun yang menjadi hak dan wewenang badan pengelola adalah: 
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! . Membual tata tertib dan segenap peraturan lain yang berhubungan dengan 

pengelo!aan rumah susun sesuai dcngan kewenangan yang diberikan oleh 

pengurus perhimpunan penghuni. 

2. Menetapkan dan memungul iuran pengelolaan kepada setiap penghuni. 

2.4. Analisa Kasus: 377/PllT.G/2007/PN.JKT.PST Tentang Keabsahan 

Perbimpunan Penghuni Rumah Susun Dikaitkan Dengan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Antara Developer Dengan pihak Ketiga 

Secara garis besar kasus No.3771PDT.G/2007/PNJKT.PST adalah 

antara Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Taman Kernayoran 

Condominium ( PPRS TKC ) dengan PT Adhiphutra sebagal developer Rumah 

Susun Hunian Taman Kemayoran Condominium, dimana PPRS TKC selaku 

pengurus mcrasa berwenang mengelo!a segala sesuatu menyaogkut rumah susun 

taman kemayoran termasuk pembayaran fasilitas Rumah susun tersebut 

menggugat PT. Adhiputra selaku developer yang diangg.ap sebagai pemilik 33 

saruan rumah susun untuk melakukan pembayaran fasilitas yang tertunggak 

selama beberapa tahun. Bantahan yang dilakukan PT. Adhipu~a untuk gugatan 

tersebut adalah bahwa didalam anggaran dasar PPRS TKC, yang berwenang 

melakukan pemungutan ada!ah pengelola yang harus dibentuk sebagal badan 

hukum, dimana hal pembentukan pengelola belum dile:kukan, sehingga PPRS 

TKC berdasarkan anggarnn dasamya tldak berwenang melakukan pemungutan 

tersebut. selain itu PTAdhiputra bukanlah pemilik dari 33 satuan rurnah susun 

tersebut, dikarenakan ke-33 saruan rumah susun tersebut telah berpindah 

kepemilikannya ke pihak ketiga dengan Akta penglkatan jual bell, dengan 

demikian seharusnya gugatan PPRS TKC ditujukan kepada pihak ketiga, yang 

untuk selanjutnya akan dibahas secara rinci satu pecsatu pada subbab ini. 

Dari Putusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal ini penggugat 

adalah suatu Perhlmpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Taman Kemayoran 

Condominium yang Anggar.m Dasamya dan Anggaran Rumah Tangganya telah 

dlsahkan oleh Gubemur DK1 Jakarta pada tahun 2002. bahwa didalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga tersebut dinyatakan dengan jeJas bahwa 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun tersebut mempunyai kewerumgan untuk 
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menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan secara terpisah sebagai 

kekayaa.n perhimpunan dan berwenang juga menerima dan memungut bayara.n 

dari seluruh anggota perhimpunan. 

lsi daripada Anggaran Dasar yang berhubungan dengan perkara ini ada!ah: 

I. Alinea ke-5 Mukadimah Anggaran Dasar. 

" Perhimpunan Penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan pengclola 

yang bertugas untuk menyelcnggarakan pengelolaan yang meliputi 

pengawasan terhadap penggunaan bagian bersama, benda bersama, tanah 

bersama dan pemeJiharaan serta perbaikannya. Dana yang dlpergunakan untuk 

membiayai pengeiolaan dan pemeliharaan Rumah Susun diperoleh dari 

pungutan luran pengeJolaan dari anggota perhimpunan " 

2. Pasal l ayat (8) Anggaran Dasar. tentang ketentuan umum. 

"Badan pengelo!a adalah badan yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun 

Hunian Taman kcmayoran Condominium yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

pengurus perhimpunan bcrdasarlum proses pelelangan yang transpanm dan 

profesional" 

3. Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar, tentang tugas pokok Perhimpumm. 

'' Menunjuk atau membentuk Badan Penge.lola dan rnengawasi Badan 

Pengelota dalam pengelolaan rumah susun dalam lingkunbannya " 

4. Pasal22 Angganm Dasar, tcntang Penunjukan Badan Pengelo1a. 

a. Ayat 1, "Perhimpunan melalui pengurusnya da:pat menunjuk Badan 

Pengelola yang berstatus badan hukum dan profcsional dengan proses 

tender yang transparan sesuai dengan tingkat kebutubannya yang bertugas 

menyeJenggarakan pengelolaan Rumah Susun" 

b. Ayat 2, "Jika Badan Pengelola yang telah ditunjuk oleh Perbimpunan tidak 

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. perbimpunan dapat 

mengganti Badan Pengelola lain yang lebih profesional" 

5. Pasa123 Anggaran Dasar, tentang tugas-tugas pokok Badan l)engelola. 

a. Ayat ( 1 ), "Melaksanakan pemeriksaan! pemeliharaan, keberslhan dan 

perbaikan rumah susun dan lingkungatmya pada bagian bersama, benda 

bersarna dan tanah bersama" 
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b. Ayat (2), ••Mengawasi ketertiban dan keamanan . penghuni serta 

penggunaan bagian bersama, benda bersama sesua1 dengan 

peruntukannya .. 

c. Ayat (5), "Mempertanggungjawabkan kepada pcngurus tentang 

penyelenggaraan pengelolaan" 

6. Pasa1 24 ayat (2) Anggaran Dasar, tentang hak dan kewenangan Badan 

Pengelofa 

"Melaksanakan pemungutan iuran pengelolaan dan iuran lainnya" 

_ Pasal dari Anggaran Rumah Tangga yang berkaitan dengan Pasal ini adalah Pasal 

7 ayat {4) tentang Badan Pengefoia yang rnenyatakan bahwa Badan Pengelola 

yang ditunjuk oleh perhimpunan hams berbadan hukum serta mampu secara 

profesiona1 menangani pengelolaan rumah susun. 

Tergugat adalah perusahaan swasta beibadan hukum Indonesia yang 

bertindak sebagai developer seluruh bangunan Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium tcrsebut. 

Bahwa sejak berdirin:ya Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium, 

segala pembayaran fasilitas seperti service charge. Iistrik (PLN), air (PAM) 

ditagih oleh dan dibayarkan oleh penghuni kepada tergugat dikarenakan pada saat 

itu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun belum dibentuk. Setelah pengesaban 

pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunlan Taman Kemayoran 

Condominium pada bulan November 2002, maka wewenang pengeloJaan segala 

sesuatu n1enya.ngkut Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium termasuk 

pembayaran fasilitas tersebut diserahkan atau dibayarkan kepada Penggugat ( 

Perhimpunan Penghuni ). 

Bahwa penggugat sebagai penghuni rlan pemilik atas 33 (tiga puluh tiga) 

unit rumah susun di Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium, bersama 

dengan penghuni dan penyewa lain di Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium berkewajiban membayar retribusi kepada Perhimpunan Penghuni 

melalui penggugat ( Developer ) setiap bulannya, yang berupa pembayaran 

service charge, pembayaran iuran dana cadangan, pembayaran Hstrik, air dan 

utilitas lahmya sesuai dengan jumlah pemakaian perbulannya. Jumlah mana telah 
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diputuskan dalam Rapat Pengurus ditambah dengan 6 (enam) orang wakil pemilik 

yang ditetapkan oleh rapat umum. 

Berdasarkan uraian tcrsebut, maka pengguga:t ( Perhimpunan Pcnghuni ) 

menggugat Developer untuk rnembayar tagiban-tagihan tersebut dengan disertai 

dengan uang denda. 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, tergugat (developer) 

memberikan pembelaan yaitu bahwa sWara fakta lmkum. tergugat bukanlah 

sebagai pemilik permalien atas 33 (tiga puluh tiga) unit-unit Rumah Susun Taman 

Kemayoran sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat (Perhirnpunan 

Penghuni}, karena tergugat hanya sebagai developer atom pemilik perantara atas 

unit-unit dimaksud, dimana atas unit-unit tersebut telah dilakukan tindakan hukum 

jual beli olch Tergugat kepada pihak ketiga selaku pembeli dan pemilik sah atas 

satuan rumah susun dan terharlap beberapa unit rnrnah susun tersebut te:lah 

dilakukan pengikatan Jual Beli antara tergugat dengan pihak lainnya scsuai 

dengan bukti-bukti Aleta Pengikatan Jual Beli antara Tergugat dengan pihak 

ketiga yang dilak:ukan antara sebagian besar pada tahun 1994 - 19%. oleh karena 

itu tergugat menyatakan bahwa pihak ketiga adalah pcmilik yang sah atas unit

unit Rumab Susun tersebut dan scharusnya gugatan Penggugat ( Perhimpunan 

Penghuni) ditujukan kepada pihak ketiga tersebut 

. Seta in itu, tergugat memberikan pembelaan, bahwa scharusnya Pihak 

ketiga tersebut dilibatkan atau diikutsertakan dalam gugatan tersebut karena 

materi pokok gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tentang pembebanan 

biaya pengelolaan atas pemakaian atau penempatan satuan Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominiun, maka seharusnya secara subjek hulmm subjek tergugat 

dalam perk:ara ini adalah para pihak yang telah membeli atau pemilik dan pihak 

yang menempati. 

Pembelaan lainnya adalah bahwa secara hukum berdasarkan ketentuan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Penggugat ( Perhimpurum 

Penghuni ) tidak berwenang, tidak rnempunyai hak atau kapasitas untuk 

rnelakukan pemungutan iurnn pengelolaan di romah susun Taman Kemayoran 

Condominium, karena berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar maupun Anggaran 

Rumah Tangga Kernayoran Condominium dinyatakan hahwa yang herhak untuk 
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mclakukan kegiatan pengelolaan, lermasuk melakukan kegiatan pemungutan iuran 

terhadap seluruh unit satuan Rumah Susun tersebut adalah merupakan tugas dan 

kcwenangan dari pibak Badan Pengelola yang telah pasli dan berdasarkan Pasal

Pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yag tclah diuraikan 

diatas, Penggugat wajib untuk menunjuk badan pengelola yang beTStatus badan 

hukvm dan profesional guna menyelenggarakan kegiatan pengelolaan atas Rumah 

Susun Taman kemayoran Condominiun, yang mana hal terse but bel urn dllakukan. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diurnikan diatas, Pengadilan negeri 

Jakarta Pusat pada akhirnya memutus!tan: 

I. Menolak gugatan penggugat karena gugatan Penggugat kurang pihak, sebab 

tergugat selaku developer ntau pemilik sementara telah menjual ;:;elurulmya 

kepada pihak ketiga atas dasar Akta Peogikatan J~l Bell, dengan demikian 

terguggat bukan Iagi sebagai pemilik atas objek sengketa. 

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang nomor 16 tahun 19&5 tentang Rumah 

Susun, pemindahan hak rnilik atas satuan rumah susun dari penyelcnggara 

pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus dilakukan dengan ak!a 

Pejahat Pembuat Akta Tanah (PPA T) 

Dari yang telah diuraikan diatas, tirnbul pertanyaan baru, siapakah yang harus 

bertanggung jawab tcrhadap pembayaran fasilitas rumah susun tersebut? Apakah 

Developer yang masih bertindak selaku pemiiik sah unit-unit rumah susun 

tersebut atau pihak yang menempati rumah susun tersebut? 

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum maka, Peralihan hak dan kewajiban 

atas rumah susun tersebut belurn beralih dari developer kepada pihak ketiga 

karena barn hanya dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual Beri bukan Akta 

Pengikatan Jual beli, oleh karena itu kewajlban akan pembayaran fasilitas tersebut 

masihlah dltangan developer. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang moral 

maka yang memakai fusilitas ter&ebut yang harus membayar apa yang telah 

dipakainya, dalam hal ini yaitu pihak ketiga yang rnenempati dan menggunakan 

fasiiitas dalam rumah susun tersebut. 

2. Bahwa Penggugat sccara hukum berdasarkan ketentuan Anggaran dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condominium ridak mempunyai wewenang atau ka.pasitas untuk 
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melakukan pemungutan iuran pengelolaan di rumah susun Taman Kemayoran 

Condominium karena merupakan tugas dan kewenangan dari Badan Pengclola 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium. 

Berdasarkan Alinea ke-:5 Mukadimah Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun. Perhimpunan Penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan 

pengeiola yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi 

pengawasan tcrhadap penggunaan bagian bcrsama, benda bersama, tanah bersama 

dan pemeliharaan serta perbalkannya. Dana yang dipergunakan unluk membiayai 

pcngelolaan dan pemeliharaan Rumah Susun diperoleh dari pungutan iuran 

pcngelolaan dari anggota perhimpunan. 

Dari alinea diatas, rlapat ditarik kesimpulan bahwa Perhimpunan Penghuni dapat 

menunjuk Badan Pengelola, bukan wajih mengangkat Badan Pengelola 

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari oieh dasar hukum dan tidak 

didukung dengan bukti~bukti yang kuat. 

Babwa berdasarkan dati putusan Pengadilan, dapat diketahui bahwa telah terdapat 

bukti- bukti yang cukup mendukung, antara lain: 

l. Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Taman Kemayoran. 

2. Anggaran Rumah Tangga Perliimpunan Penghuni Rumah Susun Taman 

Kcmayoran. 

3. Serti:fikat Hak Milik Atas Sawan Rumah Susun No. 2925/XV/B. 

4. Sertifika:t Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3137/XU!D 

5. Sertifikat Hak Mihk Atas Satuan Rumah Susun No. 3153fXV/D 

6. Akta Jual Beli No. 24/ke~ayoran/2002. 

7, Ak!a Jual Beli No. Hl412003. 

&. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No 2798/00A. 

9. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rurnah Susun No 3099/IV/D 

10. Ak!a Jual Beli No, 24/Kemayornn/2002. 

11. Sertlfikat Hak Milik Atas Satuan Rurnah Susun No. 2936/I/C .. 

12, Akta Pengikatan Jual Ben No.57. 

13, Al<ta Pengikamn Jual Beli No 210, 

14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37. 

15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37, 
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16. Akta Pengikatan Jual BeJi No. 110. 

17. Akta Pengikatan Jual Beli No 235. 

18. Akta Pengikatan Jual Beli No. 62. 

19. Akta Pengikatan Jual Bcli No 258. 

20. Akta Pengikatan Jual Beli No. 43 

21. Akta Pengikatan Jual Beli No. 44 

22. Akta Pengikatan Jual Beli No 62 

23. Akta Pengikatan Juai Bell No. 16 

24. Akta Pengikatan Jual Bell No, 44. 

25. Akta Pengikatan Jual Beli No. £63. 

26. Akta Pengikatan Jual Beli No. 136. 

27. Akta Pengikatan Jual Beli No. 194. 

28. Akta Pengikatan Jual Beli No. 270. 

29. Akta Pengikatan Juai Beli No.2 

30. Akta Pengikatan Jual Beii No.4 

31. Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima tcrtanggal 05 agustus 1996. 

32. Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima tertanggal3 juni 1996. 

33. Pengikatan Dengan kwitansi dengan tanda terima tertanggal 3 Juni 1996 

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dijabarkan diatas., maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa sa1ah satu pertimbangan hakim yang men~aJakan bahwa 

Perkara tersebur kurnng disertai dengan bukti-bukti yang jelas dapat 

dipertanynkan. 
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PENUTUP 

3.1.1 Proses Pcmbentukan Perbimpuuan Pengbuni 

61 

Mekanisme dan proses pembentukan Perhtmpunan Pengbuni Rumah 

Susun dimulai dilakukan dengan earn para pemilik dan I atau para penghuni 

rumah susun terlebih dahulu mengadakan rapat umum Pembentukan Perhimpunan 

Penghuni Rumah Susun yang dari rapat tersebut dltuangkan dalam risalah 

(notulen) rapat, setelah itu oleh rapat diturijuk anggota atau peserta rapat dan 

diberi kuasa guna menghadap notaris untuk rnembuat pemyataan dari segala apa 

yang telah dlputuskan dalam rapat lersebut yailu kedalam Akta Pendirian 

Perhimpunan renghuni Rumah Susun yang berisi mengenai penunjukan ketua, 

sekretaris, bendahara, pengawasan clan pengeioJaan, 

Setelah dibuatnya Akta Pendirian tersebut maka di!anjutkan dengan 

pembuatan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian 

disahkan dabull · rapat umum yang kemudian disahkan oleh gubemur. Yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembentukan badan pengeloia yang bertugas 

menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap penggunaan 

bagian-bagian bersama, benda bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya. 

3.1.2 Fungsi, tugas dan wewenang Perbimpunan Penghuui Rumah Susun 

Dalam Pasal19 Undang-Undang No.l6 tahun 1985 tentang Rumah Susun, 

dlwajibkan dibentuk:nya Perhimpunan Penghuni Rmnah susun, yang mempunyai 

fungsi untuk membina. Mengatur dan rnengurus kepentingan bersama d:iantara 

para penghuni satuan rumah susun, menjaga dan melengkapi kebutuhan penghuni 

dalam menggunak:an dan menjaga kelestarian benda bersa.ma, hagian bersama dan 

tanah bersama, membina penghuni kearah kesadaran hidup bersama secara serasi, 
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selaras dan selmbang daiam rumah susun dan lingkungannya dan 

mengesahka.n Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mengangkat 

Pengurus dan mengawasi Badan Pengelola. 

Pengurus Perhimpunan Penghuni diangkat oleh Perhimpunait Penghuni, 

adapun yang menjndi kewcnangan pengurus adalah Pengurus berhak untuk 

membuat dan merubah aturan tata tertib dan pengciolaan pcnghunian serta 

menentukan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah 

Tangga Perhimpunan Penghuni., l)engurus benvenang untuk me!akukan 

pcringatan, teguran dan tindakan lain terhadap penghuni yang melanggar atau 

tidak menaati aturan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, aturan taf.a 

tertib, keputusan mpat umum, keputusan rapat pengurus dan perjanjian dengan 

badan penge!ola dan Ketua dan sek:retaris berwenang mewakili perhimpunan 

penghuni didalam dan diJuar pengadHan tentang segala hal. dan segala kejadian 

sesuai dengan Anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan 

pcnghuni dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjatankan 

scgula tindakan-tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai 

pe:miiikan dalam ruang Jingkup penge1olaan rumah susun tersebut 

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pengurus adalah : 

l. Memberikan pertanggungjawaban kepada rapat umum perhimpunan penghuni. 

2. Menyampaikan laporan kepada perhimpunan penghuni secara berkala 

sekunmg-kuraugnya dU<i. kali setahun atas pekeijaan badau pengelola. 

3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan masalah 

penghunian perhimpunan penghuni. Melaksanakan putusan rapat umum 

perhimpunan penghuni. 

4. Membina pengbuni kearah kesadaran hidup bersama, selaras, serasi dan 

seimbang dalam perhirnpnnan penghuni. 

5. Mengawasi pelaksanaan penghunian satuan rumah susun agar penghuni 

mematuhi kctentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta perikatan peijanjlan dengan badan pengelola. 

6. Menetapkan dan menerapkan sanks! terhadap peJanggaran yang re1ah 

dilakukan oleh penghuni terhadap keputusan rapat umurn perhimpunan 

penghuni, keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar atau Anggaran Rmnah 
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Tangga perhimpunan penghuni serta peijanjian dengan ha.dan pengelola, 

termasuk memohon bantuan dari dinas perumahan, Pemda dan pihak berwajib 

lainnya dalam rnenerapkan sanksi bagi penghuni yang tidak memenuhi tal.a 

tertib penghunian, 

7. Menjalin hubungan kerjasama baik sccara langsung rnaupun tidak langsung 

dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan. 

3.1.3. Kesimpulan tentang pembayaran fasilitas dikaitkan dcngan Perjanjian 

Pengikntan Jual Beli 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

kekuatan hukum Pcrjanjian Pengikatan Jual be!i , maka dapat dlsimpulkan ba.hwa 

Peijanjian Pcngikatan Jual Beli yang dilakukan antara pihak developer 

(PT.Adhiputra) dcngan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat 

dan mengikat. Karena pada dasamya Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah 

Perjanjian bantuan atau pendahuhum yang harus ditingkatkan deng:an Akta Jual 

Beli dibadapan Pejabat Pernbuat Al<la Tanah (PPAT), yang baru dapat 

mempunyai kekuatan hukum yang rnengikat Karena peralihan hak di Indonesia 

mempunyai sifat yang tunai dan tenmg. 

Dari yang tclah diuraikan diatas, timbul pertanyaan baru, siapakah yang 

harus bertanggung jawab terhadap pembayaran fasilitas rumah susun tersebut? 

Apakah Developer yang masih bertindak selal..u pemilik sah unit-unit 111mah 

susun tersebut atau pihak yang menempati rumah susun tersebut'l 

fertama untuk menentukan siapa yang berkewajiban membayar fasllitas 

ternebut harus dilihat dalam Peijanjian Pengikatan Jual Beli nya tersebut, apakah 

diperjanjian tersebut dlcantumkan secara jelas daiam Pasal tertentu siapa yang 

berkewajiban membayar penggunaan fasilitas tersebut, apabila didalam Pemjian 

terse but tidak dic.antumkan secara jelas maka dilihat dari sudut pandang hukum 

maka, Pera.lihan hak dan kcwajiban atas rumah susun tersebut belum beralih dari 

developer kepada pihak ketiga karena baro hanya dilak:ukannya Pcrjanjian 

Pengik:atan Jual Beli bukan Akta Pengikatan Jual beli, oleh karena itu kewajiban 

akan pembayaran fasilitas tersebut masihlah ditangan developer. Akan tetapi 

apahiia dilihat dari sudut pandang moral maka yang memakai fasilitas tcrsebut 
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yang harus membayar apa yang telah dipakainya, dalam hal ini yaitu pihak kctiga 

yang menempati dan menggunakan fasilitas dalam rumah susun tersebut 

3.2. Saran. 

Saran yang dapat penutis berikan dalam analisa kasus dalam penulisan ini 

adalah bahwa sebaiknyn dalam mengajukan gugatan harus dilihat terlebib dahu!u 

siapa yang akan digugat, sebingga guga1an tidak akan ditolak karena kurangnya 

para pihak. 

Saran lainnya mengenai permasalaha.n perjanjian pengikatan jual beli 

rumah susun adalah bahwa sebaiknya daiam Peljanjian Pengikatan Jual Beli 

tcrsebul dicantumkan secara jelas dalam Pasal tersendiri bagaimana mengenai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban Developer, apak.ah berpindah ke Pemheli 
• 

atauk.ah. masih tetap ditangan developer, sebaiknya juga dicantumkan denganjelas 

bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut harus dilingkatkan ke Akia Jual 

beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jangka wal"tu yang 

ditentukan untuk menjamin kepastian hukum, selain itu saran mengenai siapa 

yang seharusnya bertanggungjawab atas pembayaran fasilitas rumah susun dalam 

perkara ini adalah sebaiknya antara developer, Pihak ketiga dan Perhimpunan 

Penghuni sa ling bermusyawarah dalam menentukan siapa · yang bertanggung 

jawab, apakah ditanggung oleh Penghuni rumah susun sebagai pengguna fasilitas 

tersebut, Developer atau secara bersama-sama antara penghuni dengan developer 

dengan bagian~bagian yang telah disepaka.ti oJeh masing-masing pihak. 
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' PUTUSAf!l 

NOMOR : 377/POT.G/2007/PN.Jitt.Pst. 
' 

• DEMJ KEADILAN BERDASARKAN I<ETUHANAN YANG MAHA ESA • 

Pengadilan Negerl Ja- Pusat yang memeriksa dan mengatllll perka,...i>ernara 

Perdata dalam peradllan Ungkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagal berikut 

dalam perkara antara : 

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN TAMAN KEMAYORAN 

CONDOMINIUM· {PPRS TKC) dalam hal in! diwal<ili oleh AHMAD 

wWJAYA dan POEDll PUI\JANTD selo,l<u Ketua dan Sal<retaris PPRS TKC 

tersebut beralamat di Club House Lt.2 Taman Kemayoran Condominium, 

Jakarta Pusat, dalam hal in! dlwaklll oleh Kuasanya J.B GREGORIUS, SH 

Advokat dan Pengacara pada Kantor J B GREGORIUS, SH &_ Partners 

berkantor di Puslropal Amlabar Jakarta Bldg 2 nd floor, ll. Tabeh Raya, · · 

Kompleks TN! AL Kelapa Gadlng, JakarU! Utara 14240 berdasari<an Surat 

Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2007 ~ 

Selanjull1ya disebut .................................... PENGGUGAT; 

MELAWAN: 

PT. DUTA ADHlPUTRA, Perusahaan swasta, berlamat dl Taman Kemayoran 

Condomlniumr Wisma Ebony1 Lantai- Dasar No.03 Kemayoran Jakarta 

Pusat dalam hal lni d!wakUl o!eh kuasanya Al.AMSYAH HANAFIAH, SH •• 

HENDRA HERIANSYAH, SH., dan M. SYAFRI NOER, SH.Msl Advokat dan 

Pengacara pada Kantor Law Office ALAMASYAH HANAFIAH & Partners 

berkantor di Jt Letjen R; Suprapto Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat 

Blok C No.7 Jakarta Pusat Indonesia 10640 berdasarkan Sllrat kuasa 

l<husus tertanggallO Dasember 2007, 

Selanjulnya dlsebut : .................................... IERGUGAT 1 

Pengadllan Negeri tersebut ; 

Telah membeca barkas perkara yang bersangkutan ; 

Telah mendengar keterangan kadua belah plhak yang berperkara ; 
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Je!IIANG DUDUK!!YA PER!(AM ; 

Menlmbang bahwa PengguQat melalui surat gugatannya tertanggal 15 

Nopember 2007 yang diterima dan terdaftar dl Kepanlteraan Pengadllan Negert Jakarta 

Pusat pa.da tanggal 15 Nopember 2007 dibawah Register petkara 

No.377/POT.G/2007/PNJKT.PST. yang pada pol<ol<nya atas dalil-<:lalil sebagal berikut: 

1. Bahwa PENGGUGAT adal'ah suabJ Perhlmpunan Pengh~·nr Rumah SUsUn HuOtan 
Taman Kemayoran Condominium, yang Anggaran Dasar {AD) (Buktl P·l) dan 

Anggaran Rumah Tangganya (Afa) (SUkll P-2) disahkan oleh Gubemur OK! 

Jakarta pada tanggal 22 Oktober,;w<l2; 

2. Bahwa berdasarl<an Anggar.>n Dasar (AD) O.n Anggaran Rumah Tangga (ART) 

Perhimpunan (vkle Bukti P-1 dan P-2) tersebu~ wewenang PENGGUGAT adalah 

antara lain menye!enggarakan pembukuan dan administ:rasi ke~~gan secara 

terplsah sebagal kekoyaan Perhimpunan (vlde Pasal 9 (~) AD) selain ltu, 

PENGGUGAT juga berwenang menerima dan memungut bayaran darl seluroh 

anggota Perhimpunan (Vide Pasal9 (8) AD); 

3. Bahwa TERGUGAT ada!ah perusahaan swasta berbadan hukum Indonesia yang 

telah membangun {sebagai developer) seluruh bangunan Rumah Susun Taman 

Kernayoran Comdominlum tersebut; 

4. Bahwa sejak berdirinya Rumah SUsun Taman Kemayoran Condomlnium, segala 

pemnbayaran fasl1itas sepert.J service charge, Ustrik (PL.N)t alr (PAM) ditagih oleh 
~ 

dan dibayar.k:an kepada TERGUGAT oleh Penghunl atau Penyewa1 karena 

Perhlmpunan belum dibentuk.. Setelah pengesahan pembentukan Perh!mpunan 

Penghunl Rumah Susun Hunlan Taman Kemayoran Condomlnlum pada bulan 

November 2002, maka wewenang mengelofa segala sesuatu menyangkut Rumah 

Susun Taman Kemayoran Condominium termasuk pembayaran fasllitas bmiebut dl 

at:as dlsenlhl<an/dlbayarkan kepada PENGGUGAT; 

5. Bahwa 1ERGUGAT sebagal Penghunl dan pemllik atas 33 (tiga puluh tiga) unit 

rumah susum (Buktl P·3) di Rumah Susun Taman Kemayoran ·condominium, 

bersama pemghuni dan penyewa lain di Rumah Susun Taman Kemayoran 

COndominium berkewajlban membayar retrlbusl kepada perhlmpunan mehllul 

PENGGUGAT setiap bulan berupa, pembayaran Service Charge sebe:sar Rp. 

3500/m2, pembayaran luran dana cadangan (Sinking Fund) sebesar Rp. 

500/m2, pembayaran list>ik (PLN),. air (PAM) dan utillt:as lalnnya sesual dengan 

jumlah pemakalan perbu!anr jumtah pembayaran mana telah. dlputuskan dalam 

Rapat Pengurus ditambah dengan 6 (enam) orang wakll Pemlllk yang dltetapkan 

oleh Rapat Umumi 
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6. Bahwa sejak peltmpahan wewenang pengurusan Rumah susun Taman Kemayoran 

Comctomlnlum pada bulan NoVOJ11ber 20.02 dart TEI\GUGAT i<epada PENGGUGAT, 

pembayaran Blaya Pengelolaan Sarnna/BPS (service charge + sinking fund}, 

IIS\Jik, air ctan u~Htas lalnnya ctart un~·unlt rumah susun millk TERGUGAT (vide 

Bu~ P·3) sampal pada tanggal gugatan In! dldaftarl<an, ~lum pemah dlbayar oleh 

TERGUGJ\Ti 

7. Bahwa tunggakan BPS, lliilrlk dan air yang belum dlbayar oleh TERGUGAT kepada 

PENGGUGAT unWk 33 unlt rumah susun tersebut sejak bulan November 2002 

sampal tanggal 30 Ol<tobt!r 21io7 _adalah sebesar Rp. 1.011. 266.740 

(5atu milliard sebetas juta dua ratus enam'Puluh enam ribu tujuh ratus empat 

puluh rupiah) sebaga!mana perindan tunggakan terse.butpada Buktf P-4; 

s. Bahwa selarna bertahun-tahun tunggakan tersebut tidak tertagih k:arena 

TERGUGAT berdalih bahwa 33 unlt rumah susun tersebut belum lalw terjual, atau 

dengan alasan laln bahwa pembayaran tunggakan-t\Jnggakan terse.but menunggu 

unlt-.un!t itu laku terjual. Dalil mana adalah ketalalan TERGUGAT sebagal 

pelanggaran terhadap Anggaran Casar (AD) dan Anggaran RUmah Tangga (ART) 

Perhimpunan Penghunl RUHliJh Susun liunian Taman Kemayoran Condominium; 

9. 5ahwa kelalalan TERGUGAT tidal< rnembayar tunggakan BPS, Usbik dan f>Jr 

kepada PENGGUGAT daM bulan November tahun 2002 sampal bulan Okttlber tahun 

2007 sehesar Rp. 1.011.266.740 (Satu mlllfard sebelas juta dua ratus enam 

puluh enam ribu tujuh ratos empat puluh rupiah), merupakan buktf bahwa 

TERGUGAT teiah mellakukan Wan-Prestasi; 

10. Bahwa kelalaJan TERGUGAT telah menyebabkan keruglan bag! PENGGUGAT, tidak 

hanya karena TE:RGUGAT tidak mernbayar kewajibaMya tempi PENGGUGAT harus 

menanggung membayar terlebih dahulu tagihan pemakalan listrik dan air yang 

digunakan pada un1t-unlt milik ''TERGUGAT tersebut antara laln (seperti t:aglhan 

bulan Oldtober 2007): di Tower Flamboyan (Bukti P-5,5a,Sb,Sc1Sd1~5f,Sg, dan 

Sh), Tower Akasia (Bukti P~6, 6a)r Tower AstJer (5ukti P-7, 7a,7b17c17d,7e) Tower 

Bougenville (BuKtl P..St2a,8b,Sc,6d,8e,8f)E Tower Ebony (bukti P~9,9a,9b,9c,9d) 

dan Tower Cendana (6ukti P-10,1Qa,10b dan lOc). hal tersebut juga menunjukan 

ketidakadilan dan arogansi TERGUGAT bagl pengtrun! lain yang selalu membayar 

kewajiban·kewajibannyil kepada PENGGUGAT pada waktu dan sesua'l dengan 

jumlahnya; 

11. Bahwa kerugian PENGGUGAT karena TERGUGAT tidek membayar tunggakan 

tersebut pada point 9 dl atas, jlka dlhltung bunga bank yang benaku saat Ill! yaltu 

minimum 1% perbulan atau pertahon menjadi 12%, maka keuntungan yang 

seharusnya dapat dlperoleh PENGGUGAT dari bunga bank ada!ah: 
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11.1. Total Tunggakan Tahun 2002 sebesar Rp. 30.297 .sas. 

Bunga bulan fllov·O.S 2002 (12 bulan= 2%) ............. RP· 704.645. 

11.2. Total Tung9akan Tahun 20ro sebesar Rp 184.879. 180. 

Bunga Tahun 2003 (12%) .............................. :.... . RP· 22.185.502. 

11.3. Total Tu1199akan Tahun 20M sebesar RP 187.839.075. 

Bunga Tahun 2004 (12%)................................... RP· 22.540.689. 

11.4. Tbtali\JnggakanTahun 2005 sebesar RP 189.472.009 

Bunga Tahun 2005\12%),.............................. ... RP· 22.736.641. 

11.5. Totali\Jnggakan Tahun 2006 sebesai' Rp 204.315.781. 

BUnga Tahun 2006 (12%) ................................. .. RP· 24.517.894. 

11.6. Total Tunggakan Tahun 2007 sebesar Rp 170.103.733 

BUnga Tahun 2007 (10 bulan = 10%) ...................... . RP· 20.412.488 

llerdasarl<an "'"ian tersebut malol TOTAL 11JNGGAKAN TERGUGAT darl 

bulan November 2002. sampai bulan Oktober 2007 ada!ah sebesar Rp. 

1.011.2.66.740,w dan iOTAt BUNGA dart tahun 2002 sampai tahun 2007 

adalah sebesar Rp. 113.097.81&,· mal<a TOTAL 11JNGGAKAN dan BUNGA 

yang horus dlbayar TERGUGAT sampal bulan Oktnber 2007 adalah Rp. 

1.124.364.56l.w )umlah tunggakan dan bunga mana harus dibayar lunas 

oleh TERGUGAT tunal dan seketlka; 

12. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT membayar tagihan pembayaran atas fasllitas

fasli!itas yang dlgunakannya di Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium 

ter.Jebu~ PENGGUGAT telah menunjuk Kuasa Hukumnya dan Kantor Advokat dan 

Pengacara, "l B Gf/EGOIIIUS, SH & PARTNE/IS'tersebut di atas, dan selanjutnya 

Kuasa Hokum PENGGUGAT telah tiga (3) kall menglrlmkan Surat Peringatan, yang 

pertama tanggal 22 Agustus 2007 (Bukti P·ll) kadua tanggal21 September 2007 

(Buktl P-12) dan ketiga tanggal 2 Okll>ber 2007 (Bukti P-13) tetapl TERGUGAT 

tetap tidak membayar tunggak.an tersebut; 

DAI.AM PRDVISI: 

13. Bahwa guna menghlndari kefuqlan !ebih besar dlalaml oleh PENGGUGAT 

membayar semua taglhan llstrik dan air dan fasilitas.fasllftas laln atas unit~unit 

mlllk TERGUGAT (tersebut dalam bukti P·3), maka dengan ini kaml mohon 

Pengadllan Negerl Jakarta Pusat memertntahkan kepada Perhlmpunan Penghuni 

Rumah Susun/PPRS Taman Kemayoran .Condominium (PENGGUGAT) atau suatu 

Badan Pengelola yang dltuf1luk oleh PENGGUGAT untuk segera dan seketlka 

mencabut dan atau memut:uskan semua fasi!itas air dan llstnk dan atau fasllitas 

lain yang dlgunakan dalam unlt·unlt millk TERGUGAT (vide bul<ti P·3) dl Rumah 
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susun Taman l<emayoran Condominium sampal semua kewajlban TERGUGAT 

dlbayar lunas; 

MOHO!:! SUA 

14. 6ahwa untuk menjamin .gugatan PENGGl.!GAT ini tidak sia~sla (ilusoir) maka 

dengan lnl PENGGUGAT memahO~ kepada Pengadllan Negeli Jakarta Pusat unbJk 

meletakan sita jamlnan atas bangunan kantor TERGUGAT/DUTA ADHI PlfTRA yang 

terletak dl Taman Kemayoran Condominium, Wisma Ebony lt. _dasar No. 03, 

Jakarta Pusat dan 33 unit rumah susun milik TERGl,lGATyang beratamat di: 

No. TOWER,Iw!sma LT UNIT 

1 FlAMBOYAN 02 F/07 

2 FLAMBOYAN 04 6/02 

3 FLAMBOYAN 07 6/02 

4 FLAM BOYAN 08 E/ 06 

5 FlAMBOYAN 08 E/ 06 
6 FLAMBOYAN 09 C/03 
7 FlAMBOYAN 10 F/07 

8 FLAMBOYAN 10 D/05 

9 FLAMBOYAN 14 B/02 
10 A!<J;SJA 08 C/03 
ll AI<J;SJA 16 A/01 
12 ASTER 01 C/03 

l3 ASTER 02 B/02 
14 ASTER 04 C/03 
15 ASTER 04 G/08 
16 ASTER 04 B/02 
17 ASTER 07 0/05 
18 BOUGENV!U.E 06 E/06 
19 BOUGENVILLE 06 C/03 
20 BOUGENVIU.E 07 A/01 
21 BOUGENV!U.E 12 E/06 
22 BOUGENVILLE 14 A/01 
23 BOUGeNVILLE 16 C/ 03 
24 BOUGENVILLE 17 A/01 
25 EBONY 01 C/03 

26 EBONY 01 D/05 

27 EBONY 01 E/ 06 
28 EBONY 01 C/03 
29 EBONY 04 C/ 03 
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30 CJ:NDANA 04 0/.0S 

31 CENOANA 09 C/ fY3 

32 CENDANA 14 ' C I 03 
' 33 CENDANA 16 .. -B/02 

C" 

15. Bahwa gugatan PENGGUGAT lnl dldasat1 oieh bukti·bukli yang sah, oleh karena 1tu 

patut menurut hukum apabila Gugatan PENGGUGAT diterima dan dlkabul!<an 

seturuhnya dan Pengadltan menyatakan seba9al hukum {verk!i1Brd voor Recht), 

TERGUGAT tolah melal<ukan Wan-l'restasl tldak membayar tunggakan, 

pembayaran FasitJtas kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.0l1,266.74ll (Saw 

milllerd sebelas }uta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat pu!uh 

ruplahh tunggakan mana hams d!bayar TERGUGAT segera dan seketlka dengan 

bunga dari bulan November tahun 2002 sampal bulan Oktober tahun 2007, 

sebesar Rp. 113.097.818,- Sehlngga seiuruhnya be!jumloh Rp. 1.124.364.561.

(satu milliard seratus dua pu!uh empat juta t:Iga ratus enam pu!uh empat rlbu lima 

rat:us enam puluh satu rupiah)~ 

16. '6ahwa untuk memenuhl k.epastlan hukum, adalah patut menurut hukum jlka 

TERGUGAT harus membayar uang paksa (dwangsom) t<epada PENGGUGAT 

sebesar Rp 5.000.000. perhart jlka TERGUGAT !alai .mef'\jalankan pt.'tUsan perkara 

lnl sampai se!uruh hutang TERGUGA i tersebot: dl at:as lunas terbayar, 

17. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini didasarl o!eh bukti~bukti yang sah, oleh 

karena itu patut juga menurut hukum apabila PENGGUGAT mernohon supaya 

P€mgadllan menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan tertebih 

dahulu waiaupun ada verzee banding atau kasasi dari TERGUGAT (/Jlt Voerbaar 

bfi voorr.mi); 

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai dengan buktl yang sah tersebut dl atas maka 

PENGGUGAT dengan inl memohon kepada Maje!ls Hakim yang memeriksa dan mengadlll 

perkara in! berkenan memub.Jskan : 

PIUMAIR 

1. Mener!ma dan mengabu!kan gugatan PENGGUGAT untuk se!uruhnya; 

2. Memyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGATi 

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar tunggakan BPS, llsbik dan air dl Rumah 

SUSun Taman Kemayonm Condominium dart bulan November ta:hun 2002 sampa1 

bulan Oktgober Tahun 2007, sebesar Rp 1.011.266.740 (Satu mi/1/arrl sebelas }uta 

dua ratus enam p!Jiuh enam rlbu tJJjuh ratus empat pu/IJ!t rupiah), kepada 

PENGGUGAT secara tunal dan sekallgus; 
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4. Menghukum TERGUGAT untuk · membayar keruglan kepada PENGGUGAT 

sebesar 12% satahun (atau 1 %· perbulan~. dari bulan November tahun 2002 

sampai bulan Oktober Tahun 2007 sebesar Rp. 113.097.818,~ sampal dengan 

TERGUGAT melunasl seluruh hutangnya tersebut; 

5. Menyatakan sah dan berharg:a Slta Jaminan (Cl>nservatolr Reslag) atas 

bangunan kantor TERGUGAT/PT DUTA ADH!PUTRA vang terletak dl Taman 

Kemayoran Condominlum1 Wisma Ebony It, dasar No. 03, Jakarta Pusat dan 33 

unit rumah susun mlllk TERGUGAT yang beralamat dl: 

No. TOWERJwlsma LT ·UNlf 

1 FLAMBOYAN 02 F/07 

2 FIAMBOYAN 04 6/02 
3 FlAM BOYAN 07 6/02 
4 FLAM BOYAN 08 E/06 
5 FLAMBOYAN 08 E/05 
6 FLAM BOYAN 09 C/03 
7 FIAMBoYAN 10 F I 07 
8 FLAMBOYAN. 10 D/05 
9 FLAMSOYAN . '14 6/02 
10 AI<ASIA OB C/03 
11 AI<ASIA 16 NO! 
12 ASTER 01 C/03 
13 ASTER 02 B/02 
H ASTER 04 C/03 
15 ASTER 04 G/08 
16 ASTER 04 B/02 
17 ASTER 07 D/05 
18 BOUGENV!llE 06 E/ 06 
19 BOUGENVILLE 06 C/03 
20 BOUGENV!llE 07 N01 
21 BDUGENVILLE 12 E/06 
22 BOUGENVILLE 14 NO! 
23 BOUGENV!llE 16 C/ 03 
24 BOUGENVILLE 17 N01 
25 ESONY 01 Cf 03 
25 EBONY 01 D/05 
27 EBONY 01 E/06 
28 EBONY 01 Cf 03 
29 ESONY 04 C/03 
30 CENDANA 04 0/.05 
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31 CENDANA 09 C/03 

32 CENDANA 14 C I 03 

' 8/02 33 CENOANA 16 

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada 

PEMGGUGAT sebesar Rp. 5.000.0001 - perharl apabila TERGUGAT !alai 

melaksanakan putusan perkara lnli 

7. Menyatakan bahwa putusan atas perkara lnl dapat dijalankan te11ebih dahu~u 

walau:pun .ada Verzet.- Sanding atau Kasasl darl TERGUGAT. (l/ttvcerbaar bij 

Vaorraad); 

8. Menyatakan blaya perkara menurut hukum; 

SUBSII>AIR 

Atau apabl!a Pengadllan Negeri Jakarta Pusat berpen~apat lain, mohon putusan 

yang seadl!-adflnya (ex aequo et bono); 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan# untuk 

kepentingan Penggugat Ieiah datlmg menghadap Kuasanya : J B GREGORIUS, SH 

berdasarkan Surat Kuasa K.l'tusus tanggal 01 Nopember 2007, sedangkan untuk 

Tergugat telah dalang menghadap Kuasanya: M. SVAFRI NOEl!, SH.Msl berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggai 10 Nope:mber 2007 ; 

Menimbang.. bahwa setetah Mediator mengusahakan perdamaian kedua belah 

pihak yang berperkara melalui mediasl tidak berhasi1, mal<a gugatan Penggugat 

dibacakan dipersldangan dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan 

tetap pada gugatannya ; 

Menlmbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,.. Tergugat telah 

mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 12 Maret 2.008 yang pada pokokoya 

sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI : 

l. Bahwa Tergugat dengao tegas menolak seiuruh dam-dalll Gugalan Penggugat 

sebagairr.ana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat rert:anggal 15 November 

20071 yang terdattar dl Pengadllan Negeli Jakarta Pusat dalam Register Petkara 

No.: 377/Pdt.G/2007/PNJI<t.Pst, tertanggal 21 November 2007, terl<etualf hal· 

hal yang dlakul dengan tegas dan tertulls sebagalmana rersei>ut dlbewah lnl; 
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yang dl dal!lkan Penggogat df dalam Gugatannya poin ke-51 kami kutip sebagal 

berikut: 
s, " 8ahwa Tergu{JEI: sebagai PBIGHUNI dan PEMIIJK aiM 33 (tiga 

puluh tJga) unit 111111811 stJSUn dl rumah susun Taman Kemayo;an 

Candomlnlum, ..... : •••• dsti:'flde SUrat Gugatan); 

Bahwa secara faKta hokum, Tergugat (PT. DlJtil Adhlputra) BUKANLAH sebagal 

PEMILIK. Permanen atas 33 (tiga puJuh tiga) unit~uni.t rumah susun yang ada di 

Taman Kemayoran Condominium sebagalmana yang di daiUi<an oleh Penggugat 

tersebut dlatas, !\arena Tergugat hanya sebagai Developer I pemi!ik perantara atas 

unlt·unit d!maksud, dlmana atas unit--unit t.ersebut telah d!lakukan tlndakan hukum 

JUAL 6EU dari Tergugat {PT. Outa Adhlputra) kepada Plhak Ketlga selaku Pembell 

dan Pemllik 5ah at.as satuan rumah susun yang digugat oteh Penggugat aquo. 

Disamping itu terhadap beberapa unit rumah susun tersebut sudab dilakul<an 

Penglkatan Jual Bell antara Tergugat dengan Plhak lainf sebaga!mana yang akan 

Tergugat uralkan dibawah lnJ: 

Bahwa sebagaimana surat Gugatan .Peoggugat pada poin 14 Jo. Petib.Jmnya pada 

poin 5, yang menguraikan seolah-olah behwa 33 (tlga puluh tiga) un~-unlt rumah 

susun tersebut adalah mll!k Tergugat (demikian pendapat Penggugat). 

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan 33 (tiga puluh tiga) unit rumah susun 

ter;ebut adalah MIUK Tergugat adalah MERUPAKAN SUATU suatu KE5AI.AIWI/ 
KEKEURUAN OaJEK. K.arena terhadap unit"'llrtlt rumah susun tersebut BUKANLA.H 

mllik Tergugat, melainkan m1lik orang lain atau Sadan Hukum lain (Pihak l<e-3) 

yang dapat di buktikan dengan sertiflkat hale kepemilikan karena terjad! peralihan I 
tefjadi transaksi Jual Bel! antara P1'. Duta Adhiputra (selaku Developer} dar: 

sebagiannya lag! telah di lakukan Peng!k.atan Jua! Bell dengan pihak lain, hal ini 

dapat dllihat dan dl buktikan dalam lampiran buktl ya!ll.l antara lain berdasarkan; 

a. SER1lfiKAT HAK MILlK ATAS SA1UAN RUMAH SUSUN No. 

29'15/XV/B, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusa.t, dengan luas 

158.83M2, at:as nama DANA PENSIUNAN PERKEBUNAN, berkedudukan di 

Jakarta1 yang terfetak di Rumah Susun Taman Kemayoran COndominium No. 
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01, lantal XVI Bioi<. B, Blok A. 1, (- dalil Gugatan Penggugat di da!am Poslta 

No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 11), dengan Gambar Situasl Nomor : 
' 429/1995, aktl Jual Belinya dl buat di hadapan Pejabat PPAT Hajl Zamrl, SH. 

tanggal31 Desember 2004 No. 241/2004;-{Bukti T-~) 

b. SERnFIKAT HAK MIUK ATAS SATUAH RUMAH SUSUN No. 

3137/XU/D, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakartl Pusa~ dengan 

luas 90,14~ atas nama DANA PENSXUNAN PERJ<EBUNAN, 

berkeduduk.an di Ja~, yang ter!etak dl R.Umah SUsun Taman Kemayoran 

COndominium No. 06, lantal XII Bioi<. o, Blok A. 1, (vide dalll Gugatan 

Penggugal dl dalam Poslta No. 14 dan Pelitum No. 5, nomor urut 21), 

dengan Gambar Sltuasl Nomor : 429/1995, akta Jual Bellnya dl buat di 

hadapan P<>labi!l: PPAT Hajl Zamrl, SH. tanggal 31 Desember 2004 No. 

191/2004;-(Bukt.i T-2) 

c. SERnFIKAT HAK MIUK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN No. 

3153/XV/D, Ke1. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakam.t Pusat, dengan luas 

76,45M2, atas nama DANA PENSIUNAN PER.KEBUNAN, berkedudukan di 

Jakarta yang terletak di Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium No. 

03, lantal XVI Blok. D, Blok A. 1, (vide dalll Gugatan Penggugat di dalam 

Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 23), dengan Gambar Situasi 

Nomor : 429/1995, aktl Jual Belinya di buat di hadapan Pejabat PPAT Haji 

ZamM, SH. tanggal 31 Desember 2004 No. 255/2004;-(Bukt.i T-3) 

d, Akta Jpal Befi untuk Satuan Rumah Susuo Taman Kemayoran, Nomor : 

24/Kemayoran/2002, antara PT. Duta Adhiputra yang dalam hal ini di wakili 

oleh Sdr. Thonnlus Max Wagannra, selaku plhak pertama dengan sdr. Bemny 

Kolondang, selaku pihak keduar atas objek Hak Milik atas satu unit Rumah 

Susun No. 2821/XID/A/Kebon Kosong, yang terletak dl Nomor. 2, lantai XN, 

Blok A, Wlsma Flamboyan (vide dalll Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 

14 dan Petitum No. 5, no mar urut 9}t dengan luas n ,2.7 M2, tertanggal 3 

Juli 2002;-·--···--·--(BIJkt.i T-4) 

e. Akta lual Bell untuk Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, Nomor : 

104/2003, antara PT. Outa Adhlputra yang dalam hal in! dl waklll oleh sdr. 

Thonnius Max Wagannla, selaku plhak pertama dengan sdr. Fenny Wkfjaja, 

selak.u plhak kedua, atas objek Hak M!lik atas satu unlt Rumah SUsun No. 

3103f'/Il/D/Kebon Kosong, yang tr:rletak dl Nomor. 01, Lantl!l vn. Blok 0, 

Wlsma ilougenvlle (vide daiH Gugatan Penggugat dl dalam Poslta No. 14 den 
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•., 
Petitum No. s, nomor urut 20), dengan luas 90,10 M2, tertonggal 18 

Nopember 2003;----------{BuktiT-5) 

f. Sertifikat Hak Mllik untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayorant 

No.2798{JX//A. Kel. Kebon l<osong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atas 

nama Sdr. leo Sudibyo* yang terletak di Tower A.l Wisma Aamboyan~ L.antal~ 

unit qo3 type 96 Ruman SUsun Taman Kemayoran (vide dalU gugatan 

Penggugat di dalam posita No.l4 dan petitum N?.S Nomor ururt 6} dengan 

iuas 109M2 i ~------~-- (Bukti T-6); 

g. Sertltikat Hak. Mlllk. untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

No.3099/1V/D/Kel. Kebon Kosong, Ket. Kemayoran, Jakarta Pusat atas nama 

Dana Pensiunan Perkebunan, yang terletak dl Tower 6.2 ltJisma Bougenvlle, 

Lantai 6 Unlt CI03r Type 80, Rllmah SUsun Taman Kemayoran berukuren 

kurang lebih luas gross area 93 MZ ( vide dam gugatm Penggugat dl dalam 

poslta No.14 dan Petitum No.5 No. Urut 19) tert>ggall Sepetember 1994; -

·----------- ( llukli T-7) ; 

h. Akta Jual Bell untuk· satuan Rumah Susun Taman Kernayoran, Nomor ; 24/ 

Kemayoran/2002 Kemayoron/2002 antara PT. Outa Adhiputra selaku pihak 

pcrtama dengan sdr. BERNNY KOLONOANG, bertindak untuk dan atas nama 

Tuan Chandur Hassaram Mahtani selaku pihak kedua, atas obyek yang terletak 

Tower A-1, Wisma Aamboyan, Lantal 7, UNIT b/02 type SO, Rumah SUsun 

TamM Kemayoran bwukuran lebih luas gross area 94 M2 (vide dalil gugatan 

Penggugat dl dalam Posista No.14 dan No.5 Nomor Ururt 3 ------

---(BuktH!); 

i. Sertifikat Hak Mlllk atas nama Rumah SSusn Taman Kemayoran, No. 

2936{I/C, Kel. Kebon Kosong~ Kec. Kemayoran atas nama dana Pensiunan 

Perkebunan yang terletak Tower B. l}Wisrna Aster, lantal4, Unit C/03 type 961 

Rumah Susun Taman Kemayoran berukuran kurang leblh Juas gross area 108 

M2 ( vide dalll gugatan Penggugat dl dalam poslta No.14 dan petitum No.5 

Nomor urut 14 --···---------- - (Buktl T-9); 

Bahwa disamplng atas unit-unit yang dl gugat ten;ebut status hukum 

kepemlllkannya adalah milik orang lain/ pihak ke-3, dan bll)<an mllik Tergugat, 

sebagalmana buktl Sertlfikat dan Akta Jual Bell tensebut dl atas, dlperoleh pula 

suatu fakta hukum bahwa terhadap unit-unlt yang dl gugat tersebu~ telah 

dllakukan tlndekan hukum Penglkatan Jual Bell antara PT. Duta Adhlputra dengan 
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pihak lain 1 badan hokum lainnya, hal lni dapat l<lta lihat dan 1<ita buktlkan 

sebagalmana bukti yang tersebut dlbawah W : 

' 
j. Akta Perwlkatan lual l!f:ll untuk satuan Rumah Sustlt'l Taman Kemayoran, 

Nomcr : '57, antara PT. Outa Adhiputra yang dalam hal In! dl wakill oleh IR. 

Hindro Tlahjono Soemar<ijan dan !R. Seno Matgono selalw plhak pertama 

dengan mr. l.I!Cia KaJ)llo SUbonll selaku plhak kedua, atas objek saw unit 

Rumah 5usun yang tertelilk di Tower A.1, Wlsma Flamboyan, Lantal 10, unit 

D/05, type 96 Rumah susun Taman Kemayoran (vide dalll Gugatan l'enggugat 

di dalam Poslta No. 14 dan Petitum No.5, nomor •rut II), dengan luas 109 

M2, teril!nggal23 Mell994;-- -(Buktl T-10) 

k. Aleta PengiQtan Jua! Bell untuk satuan Rumah SUSUn Taman Kemayoran, 

Nomor : 210, antara PT. Duta Adhlputra yang dalam llallnl dl wak!li oleh IR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan Jll, 5eno Margono selaku plhak pertama 

dengan sdr, Sunvoto Chandra, selaku plhak kedua, atas objek satu unlt 

Rumab Susun yang terlet:ak d! Tower A.2, Wlsma Akasla:, lantal 81 unit C/03, 

type 91> Rumah susun Taman Kemayoran (vide dalil Gugatan Penggugat dl 

dalam Poetia No. 14 dan Petitum No. 5, n2mor llrut ;L!I}, dcngan luas 109 

M2, tertanggal24 Junll994; --(Buktl T-:11) 

I. Akta Penglkatan lqal Bell untuk satuan Rumah Susuo Taman Kemayoran, 

Nomor : 37, antara PT. Duta Adhiputnl yang dalam hal ini dl wakill olah !R. 

Hindro Tlahjono 5oemardjan dan JR. 5eno Margono selalw pihak pertama 

dengan sdf. Inslnyur Klmjng Marsono. selak.u pihak kedua, atas objek satu 

unit Rumah Susun yang tenalilk 61ok C. Nomor 03, sebagalmana temyal.a dari 

Sertifikat tanah Hak Mlllk atas satuan rumah Susun Nomor : 2'i136fl/C/Kebon 

Kosong luasttype 90,14 M2 Rumah susun Taman Kemayorao (vide dal!l 

Gugatan Penggugat dl dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, nomor umt 
U). tertanggall9 Maret 1998;--~-(Buktl T-J.2j 

m. Akta PenglkataQ,lual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Keffiavoran, 
Nomor : 37, anlilra PT. Outa Adhlpu!!a yang dalam hal lnl dl wa~ll oleh !R. 

Hlndro ljahjono Soemardjan dan JR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan l!lr. Ini!DY.Ur Klmlng Marsono. selaku plhak kedua, atas objek satu 

unit Rumah Susun yang terietak 51ok C. Nomor 02, sebagalmana temyata dar! 

Sertiftkat tanah Hal< Mlllk atas sawan nJmah Susun Nomor : 2943/ll/C/Kebon 

Kosong luasJtype 37,54 M2 Rumah susun Taman Kemayoran (vide dalll 
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'· ' 
Gugatan Penggugat di dalam Posita No, 14 dan Petitum No. 5, nomor urut 

lli tertanggal19 Maret 1995; (Buktl T-lS} 

n. AKM! Pen.glk;atan lual Bell unb.Jk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran~ 

Nomor : 110, antara PT. Outa Adhiputra yang datam hal In! dl wakm oleh IR. 

Hlndro Tjahjono Soemar<ljan dan JR. Seno Margono selaku plhak pertama 

dengan fjy. I!Jarli! Silva Gu!!i!W•D :iJ!liiJo. selaku pihak kedua, alas objek 

satu unit Rumah susun yang ter1etak Tower B- 1, Vllisn1a ASter, lantai 7, Unit 

D/05, Type SOt Rumah SUsun Taman Kemayoran, (vide dan! Gugatan 

Penggugat dl dalam Poslta No. 14 dan Petllllm No. 5, nOmor urut 1Zl. 

tertanggal 24 Mel 1994; -(Buktl T-U) 

o. A!sta I'!Wiilmi!ID Jy~! Bell Ufllllk sawan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 235, antara PT. Duta Adhlputra yang di wal<lll oleh IR. Hlndro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Sene Margono selaku pihak pertama dengan l!IIL 
Rl>bby H!l!!!iulu. selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rwnah Susun yang 

ter1etak Tower B.2, wtsma BougenV!Ie, Lantai 14 Unit A I 01, type 96 Rumah 

susun Taman Kemayoran berukuran kumng lebih luas gross area 108 M2 (vide 

dalil Gugatan Penggugat di dafam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, ngmor 
urut UJ, rertanggal 30 Me11994; (Buktl T-:15) 

p. Akta 1!9nqikatan Jual BeJi untuk sabJan Rumah SUsun Taman Kemayrnn~ 

Non10r : 62, antara PT. Duta Adhlputra yang dalam hal inl dl waklll oleh JR. 

Hindro T]ahjono Soe:mardjan dan IR. Seno Margono se!aku plhak pert:ama 

dengan sdr. pjuandl, selaku plhak keduat etas objek: satu unlt Rumah Susun 

yang terletak Tower B.2, Wlsma Bougenvile, Lantal 17 Unit A I 01, type 96 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 108 

MZ (vide dalil Gugatan Penggugat dl dalam Poslta No. !4 dan l'etilllm No. 5, 

nomor urut 24), rertanggal10 Juni !994;-(Buktl T-:16) 

q. Akta P1:ngjkatan Jual Deli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 258, antara PT. Outa Adhiputra yang di wakili oleh JR. Hlndro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan li!IJ:, 

Lukas SeJnm!no. selaku plhak. kedua, atas objek satu unit Rumah Susun yang 

rerietak Tower C.Z, Wlsma Cendana, Lantal 14 Unit C I 03, type 128 Rumah 

susun Taman Kemayoran betulruran kurang leblh luas gross area 136 M2 (\llde 

dalll Gugatan Penggugi;lt dl ~~lam Poslt:a No. 14 dan Petitum No. 5, nomor 

urut 3l}, tertanggal31 Mell994:__;;,-(Bukt/ T-17) 

' ' ' ' 
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r. ,Akta Pengjkatan Jual Bell untuk satuan Rum"ah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor: 43, antara PT. Duta Adhlputra yang diwaklli oleh IR. Hlndro Tjahjono 

SOemardjan dan IR. Seno, Margono selaku pihak perl:ama dangan lillr, 

F!!rrya!!l:o G~D!IYtl!D, selaku pihak kedua, atas objek saw unit Rumah Susun 

yang terletak Tower A ~ 1 1 Wisma Aamboyan, lantal 2, Uolt F I 071 type 80, 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 94 MZ 

(vide da!U Gugatan Penggugat di dalam Poslta No. 14 dan Petitum No. 5, 

nowr I!D!t 1). tertanggal25 Mel 1994;-(Buktf T-;tB) 

s. Aleta Pe119ikatan Jual Beil untuk satuan Rumah SUSun Tama11 Kemayoran, 

Nomor ; 441 antara PT. oUta Adhlputra yang di waklll oleh IR. H!ndro 

Tjahjono Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan aiL 
E!!I:WlD!l! !OI!l!!IYtl!D· selaku pihak kedua, atas objek saw unit Rumah Susun 

yang terietak Tower A - 1, WIStlla _ Flamboyan, l..antll 4, Unit 8 I Q2, type 80, 

Ruman SUSun Taman Kemayoran berukuran kurang leblh luas gross area 94 

M2 (Vide daiU Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

DQWQt Ytllt IJ, tertangga125 Mel1994;-(Bukti T-:1.9) 

t. Akta Penaikatall JSJa) fti)i untuk satuan Rumah Susun Taman Komayoran, 

Nomor : 62, antara PT. Duta Adhiputra yang dl waklli oleh 1R. Hindro 

Tjahjono SOemardjan dan IR, Seno Margono selaku pihak pertama dengan lilfr, 

llattoknu!mi safeb. selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terletak lower A. 1, W'ISma Flamboyan1 L.antal 8, Unit E f_ 06, type 80, 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang lebih luas gross area 94M2 

(vida dalll Gugatan Penggugat dl dalam Posita No. 14 dan Petilllm No. 5, 

nomor uM il. tertanggal 23 Mei 1994;-(Buktf T-20) 

u. Akta PengJkatjan Jol kll unt:uk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 16, antara PT. Duta Adhlputra yang dalam hal lni dl wakltl oleh IR. 

H!ndro Tjahjono Soemardjan dan IR, Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan sdr.. Jr. SugiCWO Nusallm. selaku pihak kedua, atas objek satu unit 

Rumah Susun yang ter1etak Tower A~ 1, Wisma Flamboyan, l..ant:allO, Unit F 1 
07, type 80, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang leblh luas 

gross area 94 M2 (vld~ dalil Gugatan Penggugat di dalam Posita No. 14 dan 

Petitum No. 5, nomor urut Zl:, tertangg~l ZO Nopember 1995i --~--

----------- --(BuktJT-:U) 
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v. Aida Peggf.lgttan lual Bell unbJI< satuan Rumah SUsun Taman Kemayoran, 

Nomor : 44, ant>ra !'T. Dut> Adhlputra yang dalam hal lnl dl waklll oleh !R. 

Hlndro TjahjO!ll) Soemardjarl' dan !R. 5eno Margono selaku plhak peffilma 

dengan sdr. Dionl. selaku pthaK kedua, atas objek satu unit Rumah SUsun 

yang terletak Tower B. 1, Wlsma Aster, Lant>l4, Unit B I 02, type 40.A, Rumah 

susun Taman Kemayoran berukuran kurang leblh luas gross area 40 M2 (vide 

da!il Gugatan penggugat dl dalam pos1ta No. 14 dan Petitum No, 51 nomor 

u!]!!: 1!;}, rertanggal Zl AgustjJS 1957;--·(/Jukti T-22) 

w. Aleta etnsiJ<atan Jyal Bell untuk satuan Rumah Sustm Taman Kemayoran, 
Nomor : 163, antara Pr. Duta Adhiputra yang da!am hallni dl wakifl oleh JR. 

Hindro Tjahjono Soemardjan dan lR. Seno Margono selaku plhak pertama 

dengan Nvonva li!IID•ll Mplli!tl, selaku pihak kedua, at>s objak satu unit 

Rumah SUsUn yang terietak Tower B. 2, wtsma Bougenvile, Lantal 6, Unit E I 
06, type 96, Rumah susun Taman Kemayoran berulwran kurang leblh luas 

groGS area 106 M2 (vide dalll Gugat>n penggugat dl dalam poslta No. 14 dan 

Petltum No. 5, nomor urut 18), tertanggal 27 Mel1994; 

(Buktl T-23) 

x. Akta Pengikjd:an :Jual Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor ; 136, antara PT. Duta Adhiputra yang dl waldli oleh IR. Hindro 

1jahjono Soemardjan dan !R. Seno Margono selaku pihak peffilma dengan 

!W>!OOI. I!bln Dial M!jj. selaku pihak kedua, at>s objet<: satu unit Rumah 

SUsun yang tertetak Tower C. 1, Wmma Ebony, Lantal11 Unit 0 1 OS, type 128, 

Rumah susun Taman l<emayoran berukuran kurang lebih luas gross area 136 

M2 (vide dalfl Gugatan penggugat di daiam posita No. 14 dan Petitum No. 5, 

nomor urut 26l. tertanggal26 Mel1994;---(Bukt/ T-24) 

y, Akta Pengikatan Jual BeU untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor: 194, ant:ara PT. Duta Adhiputra yang da!am hal inl di wakili cleh IR. 

Hindro Tjahjono SOemardjan dan IR. Seno Margono selaku plhak pertama 

dengan Nona $hell' K\ldlr. selaku pihak kedua, atas objek satu unit Rumah 

Susun yang terletak Tower C. ·1, Wlsma Ebony, Lanta14, Unit C 1 03, type 128r 

Rumah susun Taman Kemayoran berukuran kurang leblh luas gross area 136 

M2 (vide dalil Gugat>n penggugat dl dalam posit> No. 14 dan Petitum No. s, 
OOIDO[ YtUt 29J, tertanggal24 Juni 1994;·-·(Buktl T-25) 

z. 111111 l!!:nglkl!!ii!L~Ual !Ill!! untuk satuan Rumah susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 270, ant>ra PT. Outa Adhiputra yang dalam hallnl dl waklll oleh 1R. 
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-' 
Htodro ljahjono Soemardjan dan IR. seno Margono selaku plhak pertama 

dengan Arun Pursbolam Mahtanl dan Melwanl Bhagwan 8heruma~ 
bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Hastipura, seSaku plhak kedua, 

atas objek sato unit Rumah Susun yang terletak Tower C. 2, Wtsma Cendana, 

Laotal 4, Unit 0 1 OS, type 126.A, Rumah susun Taman Kemayoran berukuran 

kurang leblh luas gross area 135 M2 (vide dalil Gugatan penggugat dl dalam 

poslta No. 14 dan Pelitum No.5, nomor urut 30), tertanggal31 Mel 199<1;· 

-------(Buktl T-26) 

88. Akta f!.!Hl9ikatan luaJ Bell untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : l, antora PT. Dum AdhiP\llla yang dalam hallnl dl wakill oleh JR. 

Hlndro Tjahjono Soemardjan dan JR. Seno Margono selaku pihak pertama 

dengan Nona Retgo Iriantl Dahl!!'! !!ut!i.. selaku pihak kedua, atas objek 

satu unit Rumah Susun yang tertet:ak Tower C. 2, WtSma Cendana, Lantai 9, 

Unit C 1 03, type 128, Rumah susun Taman Kemayoran berukUI"'an kurang leblh 

!uas gross area 128 M2 (vide dalil Gugatan penggugat dJ dalam poslta No. 14 

dan Petitum No. 5, nomor urut U ), tertanggal1 Nopember 1996;·-·"" 

-(BJJktiT-27} 

bb. Akti! Pengikatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun Taman Kemayoran, 

Nomor : 4, antlra PT. Duta AdhipUila yang dlwakiU oleh JR. Hlndno 1]ahjono 

5oemardjan dan IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sJL. 
Suleman Lasmana. seiaku pihak. kedua, atas objek satu unit Rumah Susun 

yang terlet:ak Tower B.2, Wisma Bougenvi!e, Lantal 6 Unit C I 03, type 80, 

Rumah susun Taman Kemayoran berokuran kurang lebih luas gross area 93 M2 

(vide dalil Gugalan Penggugat dl dalam Posita No. 14 dan Pelitllm No. 5, 

ogmor urpt 19l, tertmggall september 1994;-'--·-----

-- (Buktl r-28} 

cc. Atas objek satu unit Rumah Sl..ISUn yang terletak Tower B. 1, WJSma Aster, 
.. • 

Lantal 4, Unit G I 08, Type 40 A, telah di adakan Pengll<atan anlllra PT. 

Dhuta Adhlputra dangan li!Jr. ll!D 'LUng &mg, aws 1 (satu) un~ tersebut 

telah dllakukun Pembayaran dengan uang muka sebesar 30 % (tlga 

puluh persen), sebagaimana Kwitansi tanda terima tertanggal 05 

Agustus 1996 (vide dalil Gugatan penggugat dl dalam pos1ta No. 14 dan 

Peb"lllm No. 5, nomor urut 15); --{11ukti T-29} 

dd. Atas objek satu unit Rumah Susun yang te11etak Tower C. 1, Wlsma Ebony,. 

Lanllli 01, Unit E I 06, telah dl odakan Penglkatan onwra PT. Dhula Adhlputra 
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dengan s!lr. He!!ll!IO.Jbamrin. alas 1 (satu) unit tersebut 1Elah dUakukan 

Pembayaran dengan uang mul<a sebesar 12 %, sebagalmana .KWftansi tanda 
terlma tertanggal 3 Junl 1996 (vide dalll Gugali>n penggugat dl dalam posita 

No. 14 dan Petitum No, 5, nni!om!!!J!OCU1Uilll!Jlt~212n:l::;--------
(Bukti T-30) 

ee. Atas objek satu unit Rumah Susun. yang terietak Tower C. 1, Wlsma Ebony, 

L.antal 01, Unit C 1 03, 1Elah dl adakan Pengikatan antara 1'1'. Dhuta Adhlputra 

dengan ss:f:U Hermes Damrin. atas 1 (satu) unit tersebut teiah dllakukan 

Pembayaran dengan uang muka sebesar 11%, sebagaii'J'lana Kwitan~ tanda 

t:enma tert:anggal 3 Junl 1996 (Vfde dal!l Gugatan penggugat dl da!am posita 

No. 14 dan Petitum No.5, nomor U!Vt 2Sl.;---{Bukti T-31.) 

Bahwa sebagaimana bukl!·bukl! otentik te""'but dlatas, jelas bahwa PIHAK 

KEITGA adalah PEMil.IK SAH atos UNIT-UNIT yang di dalllkan oleh Penggugat 

sebagalmana tertuang d! dalam sertifikat kepemilikan hale atas satuan Rumah 

susun Taman Kemayoran, dan berdasarkan bukti tersebut diatas seeara fakta 

hukum dan nyata bahwa TERGUGAT BUKANLAH sebagal PEMil.IK /I'ENGHUNI 

atas Unlt~unit aquo. 

T!mbul pertanyaan hukum : "mengiJfJiJ terhadap Tergugat d/ bebaoon kewaj/ban 

membayar tunggakim p/hak lain 1 orang lain yang secara yur/dls hal tetsebiJI: 

bukan menjadl f4lnggung jawab Tergugar. 

Bahwa berdasatkan uraian yurkits Ekseps! dlatas yang dklukung oleh bukti~bukti 

otentik, oieh karena terhadap unit-unit yang dikat.akan oleh Penggugat ada!ah 

merupekan milik di!r! Terg~gat yang dlanggap telah tldak memenuhl kewajlbannya 

terhadap Penggugat, sehlngga ole.'1 Penggug~~ dimohonkan untuk diletakkan Sita 

Jam!nan, padahal atas unlt~unit rumah susuo sebagaimana teruraf diatas1 adalah 

BUKAN merupakan MIUK Tergugat lagi secara penuh, melalrikan telah beralih 

menjadi mlllk dati Plhak Ke-3 (l<etiga) selaku Pembeii/Pemllik yang 'secara yurldis 

mempunyai hak hukum pula dalam perkara lnl. loom tetapl pihak ke--3 (ketiga) 

selaku Pemilik te...but TIOAK DIUllAT!KAN I TIOAK DIIKUT SERTAKAN sebagai 

Pihak Tergugat dan atau Tunut Tergugat dalam perkara inl. Maka secara yurtdls 

fonnil Gugatan Penggugat menjadl KABUR, karena KURANG PIHAK/KURANG 

PARTAI, dan oleh sebab itu secara hukum sudah sepatutnya Gugatan Penggugat 

yang Kurang Pfhak/Kurang Partai WSebut dinyatakan Tidak Oapat Olterima; 

I 
' 

I 
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3. Bahwa demiklan pula TCl'J!1ugat juga BUKANLAH sebagal PENGHUNl alas 33 

(tlga pulub tlga) unit Rumah su5un Taman Kemayoran Condol1)1nlwn (TKC), . 

karena sebagalmana bukli·bukti l>r!!Sebut dlatas Jelas bahwa Tergugat bukanlah 

sebagal PemUII</ Penghunl, dlsamplng Ru Juga sebagalmana yang mlall dl 

kelahui dan DI AKUI o!eh Penggugat sendiri dl dalam dalll gugatan 

Panggugat pada poltl ke • 3 yang menyatakan bahwa: 

"3. Elilhwa TeJ!lU!l"t adalilh pemsa/1aim 5WO$Ia - hukum I/1donesla 

yang teklh metnbangun (~I developer) se/unJh bangunan Rumah 

Susun Taman Kemayoran Condominium W>ebut"-(VIde SUret Gugatan); 

Bahwa sebagalmana yang telah dl ~etahul dan Dl AKVI Penggugat sendlrl 

didalam Gugatannya, bahwa Tergugat bukanlah sebagai Penghuni atas 33 unlt 

rumah susun dl Taman Kemayoran Condominium, Tetapl Tergugat adalah sebagal 

developer alas se/uruh ba1111unan 

Condominium tersebut, dan sek;JJI tog/ 

6U((ANSEi1~GAlPENfiltllfiil 

Rumah Susun Taman Ke.mayoran 

Tergugat legasfa!n !mhWiil Tergugat 

Bahwa secara fakta hukum, Pengakuan Penggugat didepan persklangan inl secara 

Yuridis berdasaoom ketentuan pasa/1925 jo. l'ilsal 1926 KUHI'erdata (BW) 

jo. Pas:a/174 HIR, PENGAKUANyang dlucapkan dl depan persldangan adalah 

merupakan suatu BUKTr_tANG SEMPURNA DAN TIDIJK DAPAT DI CABUT 

KEN BALI; 

Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan : . 
-- ''Pengakuiin yang dilakukiln dl lf!uka hakim memberlkiln suatu bukti 

yang sempuma lerhadilP siaM J'i1l1!l telah me/akukannya balk Silllldfli 

maupun dengan perantaraan .seseor:ang yang k/iU$US di l<lJasaknn untuk 

1/.u "'------

Pasal 1926 K!llll!<ll'lli!ta menYl!takiln ; 

-"Sualu i"engakua"' J'i1l1!l dllakukisn di rntJkB haklm tidak dapat di 

tank kembalf, kecua/I apabUa dilwldikan lmhwa {1dngi1kU/Jfl 1/.u adalilh 

akibat c/arl SUi1/.u kekhllaftm mengenal hal-hal yang leijadl "----

Posal 174 H.I,ft, menya!aki!D ; 

n--''Pengakuan yang d/ucapkan di hadapan hakim, cukup menjadl bukti 

unl.uk membariltkan orang yang mengi1ku itJJ, balk dl ucapkannya sendlrl 
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·-' 
mauptJn dengan {HiflrJ/ongi!ln orang lain, yang istimewa yang dl kuiisakan 
untukltu "--~----~ww _______ _ 

Berdasarkan ketentuan pasal~pasal tersebut diatas membuktikan bahwa dalil 

Penggugat pada poin 3 gugatannya yang menyatakan " bahwa Tergugat 

adalah perusahaan swast:a berbadan hukum Indonesla yang telah 

membangun (developer) se!uruh bangunan Rumah Susun Taman Kemayoran 

Condominium b!rsebUL----dst" adalah jelas-jelas fakta hukum membuktilom 

dan Penggugat rt mngapt " bahwa Tergugat buka;nl@b s@a.gal Penghunl 

dlrumah susun (Condominium) Taman Kemayoran t:ersebut. 

Oleh !<arena itu secara yuridls fonmll gugaton Pengugat adalah kurang gart>l 

(kurang pihak), l<arena seharusnya plhak yang dl gugat oleh Penggugat 

dalam perl<ara lnl adalah plhak -ghuni dan atau pemlllk dari Wtlt

unit dlmaksud, atau setldak~tldaknya terhadap pihak Penghuni dan a!llu 

Pem!lik satuan Rumah Susun harus b.Jrut pula dl jadlkan sebagai Tergugat 

atau Turut Tergugat dalam perkara inl, sesuai dengan hak dan tanggung 

jawab hukumnya maslng-maslng; 

Bahwa berdasarkan ___ alasan dan dasar yuridis terseput diatas, maka sudah 

sepatutnya MajeJis Hakim Pengad!Jan Negeri Jakarta Pusat untuk 

memutuskan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

karena kurang pih~k I kurang parted; 

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAII SUBJEK HUKUM, YANG 

SEHARUSNYA GUGATAIII DWUKAN T!:RHADAP PIHAK KE-m (Klm:GA) 

SEUIKU PEMIUK BERDASARKAN BUKTI SERDFIKAT HAK . MIUK ATAS 

SATUAN RUMAH SUSUN, MAUPliN BERDASARKAN BUKTI AKTA JUAL BELl 

CQ. AKTA PENGIKATAN JUAL BELl ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TAMAN 

KEMAYORAN CONDOMINIUM, DAN BUKAN lCIUIADAP TERGUGAT: 

4, llahwa se<:ara fukta hokum berdasarl<an Bukti-bukti Otentlk berupa BUKll-BUKII 

yang te!ah Tergugat uraikan diata:s, sebagaimana Sukti Sertifikat Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun Taman Kemayoran ('J)ndominlum dan Bukti Akta Jual Bell 

maupun 6ukt:l berupa Penglkatan Akta )ual Bell atas Satuan Rumah Susun Taman 

Kemayoran COndomlnlum (VIde Buktl T.wl sampa! dengan Bukta T.-31), jefas secara 

nyata bahwa pemUik sah atas unlt.-unlt satuan Rumah Su.sun yang dldalllkan o1eh 

Penggugat adalah mllik dari Tergugat adalah KEURU /.SALAII SUBJEK HUKUMNYA. 
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5. Bahwa oleh karena materi Pokok gu9lrt:an Penggugat dalam perkara lnl adalah 

tentang Pembebanan 8taya Pengelolaan atas PemakaTanjPenempatan satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran O:mdomln!um, maka seharusnva secara hukum SUBJEK 

TERGUGAT dalam perl<ara inl adalah Para Plhak yang telah MEMBEI.l otau PEMIUK 

dan pihak yang MENfMPATI satuan rumah susun aquo. 

Man tempi dalam Perkara lnl Pengugat mengajukan Gugatlln terhadap Teryugat 

yang semato-mato hanya bertindak selaku DEVELOPER 

(PEMllANGUN/PeNGEMBANG) sehlngga secara yuridls Tergugat tidak mempunyal 

kapaslt:as dan kewajlb~n untuk bertangung jawab secara hukum kepada Penggugat 

mengenal pembayaran biaya PerawatanfPengelolaan sebagalmana mater! Gugatan 

Penggugat. Karena Tergugat tldak mem!flki. atau bukan sebagal pemlUk dan juga 

tldak menempati atau bukan sebagal penghunl dari satuan rumah susun Taman 

Kemayoran Condomln!urn dimal<sud. 

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Vide bukti T.l sampai 

dengan bukti T.31, temyata unlt-unit rumah susun aquo bukanlah mllik Tergugat 

dan bukan pula Tergugat __ yang menempatinya sebagar penghuni. Maka secara 

yuridls formN Gugatan Penggugat dalarn perkara ini seharusnya dan sepatutnya 

dfajukan Penggugat terhadap Para Pem!Uk dan atau Penghunl, bukan terhadap 

Tergugat. Oleh karena itu pugatrm Penggugat terhadap Tergugat ada!ah SAlAH 

SUBJEK HUKUM. 

Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadllan Negeri Jakarta Pusat 

memurus perkara lni dengan Menyalak.an Gugatan Periggugat Tldak 

dapat diterima kBrena "SALAH SUBJEK HIJKUMNYA1 

EKSEPSI TeNTANG PENGGUGAT ( PPRS TKC ) SECARA HUKUM 

BERDASARKAN KI!TENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH 

TANGGA (AD/ART PPRS TKC) nDAK BERWEHANG, mlAK MEMPUNYAI HAK 

/ KAPASn"AS UNTUK MEUU<UKAN PEMUNGUTAN WRAN PENGELOLAAN DI 

RUMAH SUSUN l!{C, KARENA MERUPAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN DAIU 

BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM: 

7. Bahwa secara yuridls berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar maupun Anggaran 

Rumah Tangga Perhlmpunan Penghuni RUmah . Susun Taman Kemayoran 

Condominium (AD/ART PPRS TKC), Penggugat Cq. Pengurus PPRS TKC, adalah 

tidak berv.'enang dan tidak mempunyal hak untuk melaksanakan keglatan 
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pengelo!aan secara langsung ( secara by pass)1 tanpa membentuk dan menunjuk 

BAOAN PENGELOLA; 

' 
8. Bahwo tentang Penggugat Cq. Pengurus PPRS ii<C tldak dl""""""'nkan untuk 

melaksanalom keglatan pengelolaal\ rermasuk melakuken keglatan pemungutan 

luran temadap seluruh unit satuan Rumah. SUsun ii<C. Karena hallnl sudah dlatur 

secara tegas berdasarl<an ketentuan AD maupun ART Pertllmpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran COndominium {AD/ART PPRS ii<C), dlmana 

dikatakan : yang berhak untuk melaksanakan l<egiatan pengetmaan, termasuk 

melakukan keglatan pemungutan lur'iiln temadap seluruh unit Satuan Rumah Susun 

TKC tersebut adalah merupakan tugas dan hak serta kewenangan dari plhak 

BADAN PENGELOLA Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium yang telah 

tetap dan paS'J;-(Bukti T·32) 

9. Bahwa untuk lebih jelasnya kami kutlp Dasar Hukum kegiatan pengek>!aan rumah 

susun, sebagalmana dl~aksud dalam ketenl\Jan Anggaran Dasar maupun 

ketentuan Anggaran Rumah Tangga (fJ!)/AAT dari Perhlmpunan Penghunl Rumah 

SUsun Taman Kemayoran .Condominium)_ yang mengatur tentang BADAN 
PENGB.OI.A; 

Alenia ke-5 Mukadimah Anggaran Dasar : 

"Perhimpunan penghunl dapat membentuk ptau menunjuk Badan Pen{Jelola 

yang bettugas untJJk menyelenggan;kim penge/olaan yang me//puti 

pengawasan l>lrlTadl1p pen[J!IUf1iJiJI1 bagian bersamo, banda befsama, timah 

barsafTii1, dan peme/ihataan seri<J perbaikannya. DafliJ y;mg dlpetyunakliln 

untuk membiayai pengelolaan dim pemeliharaan sumah susun d/petvleh dar! 

pungu/;ln kiran penge/0/aan darlanggu/;1 perl1impunan• 

·~·P•sall ayat (8) Anggaran Dasar (llilntang Kden-n Umum): 

'1!adan Penge/o/a adali1h badan yang IJertugas untuk mengelo!a Rurnah 

Susun Hun/an Taman Kemayoran Condominium yang dlbentuk atau dltunjuk 

a/eh penfllUIJS per/1/mpunan peng/lun/ berdaw!am proses pe/e/ii1ng;m yang 

transpmm dan profesionar 

Pasal9 ayat (5) Anggar.m Dasar (llilntang Tugas Polcok Perhlmpunan): 

"Menunjuk aiBu membenl.ui< Badan Penge/o!a dan mengaWBSI 8adan 

Penge/a!a dalam penge/alaim tumah susun dalitmllng/wngilfll1ya; 

i 
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Pasal 22 Anggaran Dasar (tenlang """unjukkan Badon """gelola): 

Ayat(1): 

"Petfllmpunan meifJiuf pengumsnya dapat menul1}11k Sadan Pengelc/a yang 

bN.tatvs Badan Hukum dim profeslona/ dimgan proses tsnder yang 

transpanm sesul dengan tmgkat kebutvlumnya yang bettugas 

menyelenggarakan pengelolarm romah sustmw 

Ayat (2): 

"lika Sadan Pengelo/a yang te/ah ditunjuk o/eh petfl/mpumm tfd8k t/apat 

me/aki<makan tvgasnya secara profeslonal, pem/mpunan dapat menggl1f1ti 

Sadan penge/ola tersebut tlan menunjuk Badan pengelola 111/n yang /eblh 

profesiona!' 

Pasal 23 Anggaran Dasar (tenlilng Tugao-tug .. Badon Pengelola): 

Ayat (1): 
' 

"'Melaksanakan pemeriksaan; pemellhar;mn, kebmsihan dim perbalk:an rvmah 

Sf.JSJJn dan lingkungannya pMa biJgian bersama, bem/a bersmna,. dan taneh 

bersama; 

Ayat(2): 

'Mengaw851 kateJ:tl/;an dan kaamanan penghunl ser/3 penggunaan bag/an 

ber.xima, bent/a bersa""" sesual dengan perontukJwinya' 

Ayat(S): 

"Mempert;Jnggungjawabkan kapade gangurus tent;mg ganye/enggaran 
pengelolaan~ 

' 
Pasal 24 ayat (2.).AnggaraP Dasar (bmt:ang Hak dan Kewananyan Badan 

Pengelola): 

Uelaksanakan pemungutan iuran J?6ngelolaan dan Juran 
Jafnnya ...... dst" 

Pasal 7 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga I ART (tenlilng Badon 
Pengo lola): 

"Bat/an Penge/o!a yang dltunjuk oleh Pettrlmpunan hams beiiJ.adan h/Jkum 

serllJ mampu secara profeslonal mentmgani penge/claan romah stl$llfl ... 
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Pasal8 Anggaran Rumah Tongga 1 ART (l>lntong Sadan l'engelola): 

"Badan Pengelola mempunyal tugas sebiigalmatia telah dlatur da!am Pasal Z3 

Anggat>~nDssar" 

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar hokum sebagaTmana tersebut dlatas, 

hllah jelas dan terang bahwa Penggugat cq. Pengurus PPRS TIOAK 

DIPERKENANKAN unruk melakukan keglalan pengelolaan terhadap Rumah Susun 

Taman Kemayoran Condominium, termasult melakukan kegiatan pemungutan 

luran terharlap seluruh unlt 5atuan Rumah SUsun TKC. Karena berdasartan 

ke:tenb.Jan MJ maupun ART Perhimpunan Penghunt Rumah SUsun Taman 

Kemayoran Condominium (AD/AAI PPRS TKC)~ sebagalmana tersebut diatas, 

yang berhak untuk ~nakan keg!atan pengelolaanr termasuk melakukan 

kegia:tan pemungutan iuran temadap seluruh unit Satuan Rumah Susun TKC 

tersebut adalah merupakan tugas dan hak serta kewenangan dan plhak BADAN 

PENGELOLA Rumah SUSUn Jaman Kemayoran COndominium, dan bukan tugas dan 

kewenangan darl Penggugat selakU' Peogurus ~.erhlmpunani 

ll. 8ahwa berdasarklln ketenwan Pasai·Pasal dal•m AD I ART PPRS TKC sebagalmana 

tersebllt dlatas, Penggugat WAJIS untuk menunjuk Badan Pengelo!a yang 

berstatus badan hukum dan profesiooa11 guna menyelenggarakan keglatan 

pengelolaan atas rumah susun Taman Kemayoran Condominium. 

Sellanjutnya, timbul PERTANYAAN HUKUM yang harus dijawab oleh Penggugat: 

> Apakah Penggugat seloku Penguros Perhfmpunan Rumah Sustm 

TKC Wah membenluk awupun menun;iJk &dan Pengelo/a yang 

betstatus Badan Hukum dan ptofesiOIUI/ yang bertugas untuk 

menyelenggarak8n k.eglatBn pengelolaan sebagalmana yang 

dtarnonatkan dalam ketentuan Anggar.m Dilsar maupun 

Anggaran Rumah Timgga (AO I ART) ....... ? 

)> ApQkQh PenggUf}Qt cq, Pengvrus 5eClJEa nyata-nyata secara 

melaW/HI hukCJrn tebih melanggar senditf ketenf.JJan Anggaratr 

Dasar J'T1i'If.lpun Angganm Rvmah Tangga (AD 1 ART), dengan 

sea>ra langsung mengambil a/lh (by pass) lugas dan hal< serta 

kewenangan Badan Penge/o/a delam me/akukan pemtmgutan 

iunm -P uml-tmit rumah SIJSIJn yang ada dl TKc; tanpa 

menunjuk Badan Pengelcla ruf7'JQh stJSun TKC ••••.• ? 

12, Bahwa secara yuridls ketentuan Anggaran Oasar maupun ketenb.Jan Anggaran. 

Rumah Tangga (AO/ART dari Perhlmpunan Penghuni Rumah Susun Taman 

' 
I 
' 
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'>, 
Kemayoran Condominium) ~h merupakan kedljdUkan tertfnggi da!am suatu 

organ_ Badan HukUml dan karenanya haruslah dipedomanl oleh Pengurus dan 

Perhlmponan; 

6ahwa berdasarkan uraian yuridls dfatas, oleh karena Penggugat TIDAK 

SERWENANG dan ~dak berkapasltas serta tidak mempunyal hak unwk 

melakukan keglatan pongelolaan terlladap Rumah Susun Taman Kemayoran 

COOdominlumt termasuk. melakukan keglatan pemungutan luran terhadap 

seluruh unit SabJan Rumah Susun TKC, maka Penggugat Tlt>AK MEMPUNYAI 

KAPASri'AS PULA dalam mengajukan Gugatan dalam perkara in!, Sudah 
' 

sepai:!Jtnya Gugatan Penggugat aquo haruslah dlnyatakan TIDAl< DAPAT 

DITEIUMA; 

~1\'SEPSI TENTANG GUGATAN P~GGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR 
"' 

UBELS), DAN KA~NANYA HARUSLAH 'DINYATAKAN TIDAK DAPAT 

DXTERIMA i 

13. Bahwa Gugat.an Penggugat adalah tidak jeJas f kabur {obscuur libel), dan salah 

tentang jumlah hit.ungan nifai kerugian materilnya1 hal inf sebaga!rnana tertuang 

dalam surat gugatan Penggugat pada pain ke 11, yang menjumlahkan total nilai 

keruglan tunggakan oleh Tergugat dari bulan Nopember 2002 sampal bulan 

Oktober 2007 adalah sebesar Rp.l.011.26.7.W,- (satu mUyar sebelas juta dua 

puluh enam libu tujuh ratus empat puluh rupiah), demtkian hib.mgan Penggugat 

yang tertulls dalam gugatannya point 11 tersebut ; 

Sahwa sec.ra fakta hukum, seti!!ah Tergugat hillJng dangan seksama berdasarkan 

ilmu hiwngan mate,?'atika, temyata Penggugat telah salah dan kellru dalam 

menjumlah nilai keruglannya yang berkaitan dengan nllal tunggakan bulan 

Nopember 2002 Sid bulan Oktober 2007. Karena setelah Tergugat hit!Jng dalll 

Penggugat pada point 11 khususnya yang berkenacm dengan tunggakan adalc:h 

hanya be~umlah sebesar Rp.966.907.366,- (sembllan ratus enam puluh enamjuta 

sembilan ratus t:ujuh ribu tlga ratus enam puluh enam rupalh) dan bukan 

beljumlah sebesar Rp. 1.011.26.740,· (satu mllyar sebelas juta dua puluh enam 

ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagalmana perhit!Jngan Penggugat yang 

kellru tersebut ; 

Bahwa oleh karena Penggugat tetah salah dan keliru dalam menjumlahkan nllai 

kerugiannya dalam perkara Jnl, dan seca~ hukum terhadap nilar pejumlahan yang keli11.1 

dan salah darl Penggugat ter.sebut, menyebabkan gugatan menjadi tldak cermat dan 
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salah/kellru nllal keruglannya, haruslah dlnyatakan tidak dapat dlterlma (lilet 

Onvanke!iike verklntrl}; 

14. Bahwa disamping salah perhitungan jumlah keruglao matenllnya, secara fakta 

hukam gugatan Penggugat dalam perkara inl KABUR I tldak ,jelas, karena tidal< 

mengura;kan secara jelas dan terpel'ind mengenal nilal uang, sebagaimaoa dl 

dalam Surat GUgatan Penggugat pada poin ke - 6 dan ke - 11, yang entatt dari 

mana cara penghltungan n!lal uang tersebut, hlngga tanpa perindan dan tanpa 

perhitungan langsung muncul nllal sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu mllyar sebelas 

juta dua ratus enam pul:uh enam ribu tujuh rab.Js empat puluh rupiah); 

15. Bahwa Gugatan Penggugat mer\Qenai nUal ,.tunggakan terlalu berleblhan dan 

mengada-ada, hagaimana mungkln Penggugat tanpa menjetaskan dan tanpa 

menguraikan secara terperind dl dalam gugatannya mengenal tunggakan apa 

saja ....... ?1 berapa lamanya tunggakan ...•...• '?, tunggakan untuk bulan apa ...... ? dan 

berapa maslng-masTng n!lal tunggakan set!ap unit-unitnya .... ?1 hlngga tiba-tiba 

muncul angka I nilal sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu mllyar sebelas juta dua 

reb.Js enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); 

16. Bahwa secara yuridis dalll Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah 

TIDAK JELAS I KABUR; karena secara falcta hukum Pengg:ugat dlda!am Surat 
'• 

Gugatannya tidak ada l'!lenjetaskan dan menguraik:an secara terperind mengenal 

tunggakan-tunggakan dart maslng-maslng unit satuan Rumah Susun tersebuty dan 

bagaimaoa muogkin tanpa menyebutkan tunggakan apa saja dan bernpa 

besamya nilal masing-maslng tunggakan dan juga Penggugat tidal< merind 

tunggakan - tunggal<an apa ~a yeng dl tanggung ~gugat telllebu~ sehlngga 

muncul nllai sedemiktan besarnya ......... 1; 

Bahwa berclasari<an kerentuan Yurlspllldonol Tetap Mahkabamah Agung IU 

No.: 492 K I Sip /1970 teritanggal 21 November 1970, dll<atakan bahwa : 

• 
--"gugatan yang tidak sempuma, kDrena tidak menyebtJtlaJtn dengan 

jeiBS apa yang dituntut adakih harus dinyatakan tldak dapat 

ditsdma, seper/1 halnya dalam perkilm in! ditunlulkim : agar tlihukum 

nleillbayar ganllrogl sebesar Rp. l.()f)t).()f)t).- {satu jt!ta rtJpiah) tanpa 

merinci unbtk kerugllm-kerugliln apa sa.fa diml!empa nilalnya"; 
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Bahwa oleh karena terbuk.tl Gugatan Penggugat adalah tldak jelas I kabur 

(obscuur libel), maka sec:ara yurldlS Gugatan Pengugat · haruslah 
' dinyatakan tidak dapot diterlma; 

EKSEPSI TfNTANG GUGATAN PeNGGUGAT TIDAK DlDASAIII OLEH DASAR 

HUKUM DAN nDAK DIOUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI IIUKUM YANG KUAT, 

DAN KARENANYA HARU$1AII DJNYATAKAN TIDAK DAPATDITEIUMA I 

17. Bahwa Tergugat dengan tegas menl>iak seluruh dalll-dalil Gugatan Penggugat yang 

tidak berdasarkao hukum dan tidak sesua! dengan fakta hukum; 

18. Bahwa secara fukta hukum Gugatan Penggugat sebagalmana tet;daftar dalam 

Register No. 377 I PdtG 1 2007 I PN.lkt.Pst. aquo haruslah dlnyatakan ditolak, 

karena tidak dlsertai dan tidak dldukung oleh Bukll-buk.tl yang kuat;:----

--(VIde Surat Gugatan Penggugat); 

19. Bahwa secara yurldls berdasarkan ketentuan Hukum Ac:ara Perdata dan 

Yurisprodensi Mohkomoh Agung Ill_ dika11Jkiin bahWil Sumt Gugatan yang /fdak 

dirlosori oleh diiS<Jr hu/aim dan /Jdilk disertai 1 tidiJk dklukvng oleh Bukti-/:Jukti yang 

kuat dan sah Gugatan tersebut HARUSIAH OJNYATAKAN OJTOIAK; 

20. Bahwa selanjumya Tergugat menmak dali!-<lalil Penggugat untuk seleblhnyai 

Bahwa ~rkan uraian dan Alasan yuridis · EKSEPSI tersebut diatas1 

sclanjutnya Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. 

Majeiis Haldm yang memerlksa dan mengadili PErkara fni berkenan untuk 
memutus dengan amar putusan sebagal berikut : 

DAlAM EKSEPS! : 

1. Menyatakan menerima Eksepsl Tergugat; 

2. Menyatakan gugal;ln f'enggugat kurang pihak; 

3. Menyatakan Penggugat tidak mernpunyai kapasitls uotuk mengajukan Gugatl!n 

dalam perkara inl; · 

4. Menyatakan Gugatan l'<!nggugat Kabur (obs<uur libel); 

5. Menyatakan Gugatan Penggugatlldak dapat diterlma; 

6. Menetapkan blaya menurut hukum; 

Analisa Kasus..., Henny, FH UI, 2009



27 

.... '• 

DALAM KONPENSI: 

DALAM POKOK PERKAAA: 

21. Bahwa dalll-dalll hukum Tergugat sebagalmana yang termuat dalam- uraian Eksepsi 

dlatas, mohon dianggap sebagai satu kesabJan yang tidak terplsahkan dan 

karenanya termasuk dl datam uralao Pokok Perl<ara inl; 

22. Bahwa Tergugat dengan tega!f.menolak ,dalil-<lalil Penggugat sebagaimana 

tertuang dalam SUrat Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan 

terttilts sebagaimana tersebut dibawah lnl; 

23. Bahwa Tergugat menafak dengan regn datU Penggu[liJt padil po/n ke-6, yang 
menyatlJkan bahwa "sejak pe/lmpahan wewenang -rosan Rutnilh SUsun 

Taman Kemayoran OmdomlniiJm padil bulan Nopember 20112 11M Tetgugat ke 

pada Penggugae Pembayar11n Biaya Pengelolaan sar~Jna/ BPS (serOO! charge + 
sinklng filndJ lfstrfk air 'dan utilitas tafnnya dar! unit~unlt rumah susun mlllk 

Tergu{liJt S11t11pal padil tangga! gugatan In/ df dattarken, BELUM PERNAH 

DmAYAR oieh TERGUGAT'j 

24. Bahwa sebelum Tergugat menguraikan mengenai Pengurusan PPRS TKC, terleblh 

dahu!u tergugat sampaikan_ di muka persidangan ini bahwa tunggakan 

pembayaran baik. Ustrik, air (PAM), SPS dan utilftas, lainnya terhadap unlt·unit 

sebagaimana yang di dalilken oleh Penggugat adalah BUKAN MERUPAKAN 

TANGGUNG lAWI'Jl DAR! TERGUGAT, telllpl menjildl tanggung jawah plhak l<etlga 

selaku pemillk at:as unlt satuan Rumah Susun, karena unit-unit Rumah Susun 

sebagaimana yang dl dalllkan oleh Penggugat adalah menjadl HAK MIUK ORANG 

l.A!N / I!ADAN t!UKUM lain I P!HAK KETIGA sebagaimana BUKTI-BUKTI 

SERTIFIKAT hak kepemilikan sat:uan rumah Susun tersebut d!atas, dan tunggakan~ 

tunggakan tersebut menjadi tanggung jawab dart masing·masing pemllik unit ltu 

sendiri; 

25. Bahwa perlu Tergugat jelasken, bahwa sebalum Pengurus Perhimpumm Penghun/ 

Rumah SUsun Taman Kemaycran Condominium (PPRS TI(C) benda df biJwah 

pimpinsn Penggugat (Pengurus PEWS pedode ke-lllJ sebalumnya Pengurus 

Perhlmpunan Penghuni Rurnah Susun Taman Kemayoran Condominium (PPRS 

TI(C) Per/ode ke-1; PENGURI!S PER1J!HA (dar/ sejak Perlod6 Tlthun 200Z 

s/d Tahun 2004) yaltu aim. Bapak Drlgfend. Sutan Iskandar, SH. selsku 

ketua PEWS TI(C, dan pad• saat dl bentuk dan df pl/lhnya kelw PPRS TI(C tetse/Jut, 

secara fakta hukum betrlasatlam kosepakatan dalam Rapat /Jmum maupun 

I 
I 
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i<esepaki'tm yang dibuat secara //san p;Kia waklu ltu 11f)f:iJra PT. DutJJ Ad/liplllra 

dengan Pengut!J5 PPRS TKC Peliode y;mg Ke-1 (per/11fTJiJJ disepakati dan 

berlaku pada saat ltu terhadap'Unlt·unit rumah susun PT. Dula Adhlputra yang 

belum laku terjual atau yang beium di sewakan at:au yang belum beralih kepada 

p!hak lain atau terhadap ,unit~unit yang masih kosong, PT. Duta Adhiputra 

selaku developer hanya di-n! kewaj!l;lan meml;layar biaya Perl;laikan 

Sat"ana (BPS) sebesar 10 % (sepulull persen), dan apabila sudan te~ual 

barulah alas unit-unit tersebut diwajlbkan membayar BPS sebasar 100 % (seratus 

persen) yang dlbebanl l<epada pemllik, dan bukrul lag! menjadl beban tanggung 

jawab dan PT. Duta Adhlputra (rergugat); 

26. Bahwa kesepakatan mengenai pembayaran btaya Perbaikan 5arana (BPS) sebesar 

10 % (sepuluh persen), Pembayaran listrlk (PUJ), air (PAM) sesuai dengan 

pemakaian I abodemen TELAH Dli.AKUKAN PEMBAYARAN OLEH TERGUGAT mulai 

dali Pengurus pertama (BaDak Brigjend. Sutan 'Iskandar~ SH.)1 hal !nl teru 

berlanjut kopada PENGURUS K.EDUA (dari sejak perlode Tahun 2004 s/d tahu 

2007) yaitu Bapak H. sr. Soekamolnmo selaku ketua PPRS TKC perlode ke • li 

dan pembayaran sebasar 10 % (sepuluh persen) lnl tetap be~alan tanpa ad 

tegoran, dan dl sepakatl serta diterima dengan balk oleh pengurus yang kedua 

PPRS TI<C; 

V. Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi, bahwa mekanisme pembayamn _ 

sebesJc JQ % fsepui!Jh oerseaJ atas unit-unit PT. Outa Adhlputra yang maslh 

k=lng dan atau belum te~ual, adalah telah dlsetujul oleh Pengurus PPRS perlode 

ke-1 (Pertama), dlmana pembayaran Ill'S 10 % (sepuluh per.sen) yang dllalwkan 

oleh Tergugat tersebut, telah dlterlma dengan balk oleh Pengunus PPRS periode 

ke-1, dan mekanisme pembayaran ter:sebut dllanjutkan oleh Pengurus PPRS 

Perloda ke-11, dan selalu diterlma dangan balk tanpa ada komplaln I keberatan dari 

Pengurus PPRS; 

28. Bahwa se<:ara fakta hukum tlengan diterlmanya pembayaran BPS sebasar 10 % 

(sepuluh persen) alas unll>-unit PT. Oula Adhiputra yang masih kosong { belum 

te~ual tersebut oleh Pengurus PPRS Perlode I (Tahun 2001 sjd Tahun 2004), dan 

kemudian dilanjutkan oleh pengurus Perlode ke-11 (rahun 2004 sjd Tahun 2007), 

adalah merupakan suatu kesepakatan yng telah beljalan dan terlaksana dari sejak 

tlhun 2001s/d Tahun 2007 (selama 6 tahun), dan adalah merupakan kesepakatan 

management (kepengurusan} perlode Pengurus k&-I dan Pengurus ke-n. OJeh 

karena !tu penerapan pengenaan pembayaran BPS sebesar 10 % (sepuluh persen) 

adalah merupakan ketentuan tetap yang dlberlakul<an olah Pengurus PPRS pada 
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waktu ltu. Maka ketentuan yang dlbuat dan diterapl<an oleh Pengurus PPRS ke--I 

dan pengurus PPRS l<e-U temadap Tergugat adalah SAH SECARA HUKUM. 
. ' 

Sedangkan tugas dan tanQgung jawab Penggugat (Pengurus PPRS Perlode ke-m~ 

hanyalah sebotas dan be~aku ..;j~k tahun 2007 s/d sekarang). Olen karena itu 

apablla Penggugat (Pengurus PPRS ka-lll) ingin melakukan sua\U perubahan 

aturan 1 slslem tentang Biaya Pungutan (BPS) hanyalen dapat dl~kukan 

tllrl1itlJng sejak Penggugat menjabat sebagal Pengurus PPRS, dan Penggugat tidak 

mernpunyal kewenangan secara hulwm untuk mengkritisl dan at.au merubah 

ketentuan yang sudah diberlakukan dan diterapkan oleh Pengurus-pengurus PPRS 

TKC sebe!umnya (Pengurus PPRS Periode ke-1 dan Pengurus Peliode ~ll)i 

29. Bahwa pada awalnya pemboyonm biayo Perbolllim SimJfliJ (BPS) sebesilr 10% 

(sepuluh pe;senk Pemboyoran lisfrik (Pt.N), air (PAM) sestJai dengan pe-n I 

abodemen dari pengurus kedua yang kemudlan diterust<an 1 dl lanjutkan oleh 

PENGUIWS KETlGA yaitu Bapak Achmad Widjaya, hlngga pembayaran 

tersebut terus dl lakukan dan hal lnl berjelan dengan baik dan lanc.ar seperti 

sebelumnya saat PPRS TKC dl pegang oleh Pengurus Pertama. dan Kedua, ini 

dapat kaml buktikan dengan b"ukti pembayaran yang seJama Jnl terus berjalan; 

30. Bahwa Penggugat dalam da!Unya pada pain 6 sebogalmana tersebut dlatas terialu 

mengada-ada dan berlebihan~ karena sejak pellmpahan wewernmg pengurusan 

1/umah SUsun 7i!Jman Kemayoran Comlominium di!tl PT. DIJTA ADHIPIITRA ke 

Perhfmpumm Penghuni Rumah StJSUn Taman Kemayonm Condominium (PPRS 

TKC), TElAH Dr l.AKUKAN PEMBAYARAN, !«ipeda P£NGURUS Perflimpunan 

PenghunJ Rumah Susun Tilman KemayDI'iln COndominium {PPRS TKt:} 

yang PI!RTAMA ditEruskan kepada P£NGURUS yang KEDIIA /alu dilan}Utkan 

kepada P£NGURUS yang KETIGA yoitrJ ACHMAD MQJAYA (Penggugat); 

31. Bahwa Tergugat menolak dulil Pen~ugat yang menyatakan Tergugat Tidak 

Pemah MelakSanakan kewajlban pembayaran atas BPS (Biaya Pengelolaan 

Sarana), llstrtk dan air atas unlt·unlt satuan Rumah Susun n<C. Berdasarkan bukti

bukti yang ada pada Tergugat, dapat dlbuktikan secara fakta hukum bahwa atas 

unit-unit satuan Rumah susun lKC sebagarmana BUKTI T~1;T-2;T-3;T-4; dan T-5, 

adalah MlUK DAR! PIHAK KETIGA, dan Para Pemlllk Un~-unit tersebut telah 

melaksanakan l<ewajlbannya melakukan Pembayaran BPS, USlRIJ( dan AIR PAM 

kepada Plhak Pengalola C4 PPRS dan pembayaran tersebut TaAH DITERIMA oleh 

PPRS;--(Buktl T·33;T·34;T-3S;T-36;T-37) 
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32. Bahwa Tergugat menolak dengiin l:ligas dam Penggugat pada poin ke-7 dan 

poln ke- 81 yang lntJnya menyatakan bahwa tunggakan BPS, llstrik dan air yang 

belum dibayar ofel't Tergugilt kepada Penggugat untuk. 33 unit rumah susun 

SEJAK bulan NOPEMBER 2002 sampal dengan tanggal 30 Oktober 2007 

adalah sebesar Rp. 1.011.266.740 (satu mUyar sebelas juta dua ratll.S enam puluh 

enam rlbu t:ujuh ratus empat puluh rupiah), karena sebagalmana bukti-bukti 

tersebut dl atls jelas TERGUGAT BUKANLAH PEMIUK ATAU PENGIIUNI, 

mengapa tunggakan yang menjadi tanggung Jawab orang lain I plbak 

lretiga di bebankan kepada TeJ'!Iugat untuk membayamya ......... ? 

33. BahWa Tergugat menolak dalll Penggugat pada poln ke 9, dan ke - 10 dl dalam 

surat guga\annya, yang lntinya menyatakan tergugat telah !alai dan tefah 

melakukan wanprestasi serta menunjukkan ketidak adilan dan arogansi tergugat 

bag! penglruni lain; 

34, Sahwa Penggugat telah ke!lru, tertalu berlebihan dan mengada-ada .tanpa 

melihat dan tanpa mengeoek lag! pembukuan 1 arslp setiap pembayaran yang 

ada di- kantomya dar! setiap penghunf TKC termasuk Tergugat sefaku develover, 

dan menurut hemat Tergugat, Ianda bukti HAK KEPEMII.lKAN ATAS SATIJAN 

RUMAH SUSUN yang dibukbKan dengan sertifikat tersebut dlatas adalah 

merupak.an suabJ bukti, bahwa tunggakan yang di dalilkan ofeh Penggugat bukan 

menjadl tanggung jawab dari Tergugat; 

35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan tetialu berlebihan dalll Penggugat df 

dalam gugat1nnya pada poln ke ·11 dan ke - 15, adapun pada poln ke - 11 yang 

intlnya menyatakan bahwa : 

11.1. Toft!/ llmggoi:an tahun 2002 sebesar Rp. J0.297.~-

11.2. To/3/ tunggakim ftihun 2003 sebesar lip. 184.879.180,-

11.3. Total tunggakim tahun 2o04 sebesar lip. 187.83!'-075,-

11.4. Totallunggakan tahun ZOOS sebesar lip. 189.472.009,-

11.5. To/:iJI /:ung[plkan tahun 2005 sebesar lip. 204.315.781,-

11.6. To/:iJI IJmgg.>kim tahun Z007 sebesar RD. 17il.1f!l.73J.·" 

Total Rp. 966.907.3611;· 

Bahwa datil Penggugat Konpensl tersebut dlatl!s adalah nD~ BERDASAR dan 

merupakan DALIL YANG MENYESATKAN, karena tanpa menguralkan dan 
mernperlnd tunggakan apa saja dan berapa nllal maslng-maslng tunggakan, yang 
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entah dari mana langsung muncul dan menyebutkan tunggakan pertahun, mulai 

dari tahun 2002 s/d 2007, hallrn sungguh a.,eh tapl nyata; 

Bahwa atas dalll Penggugat sebagaimana tersebut pada pain ke • 11 timbul 

pertanyaan; 

a. apal<ah tunggaken ternebut dl bayar hanya seliap tahun sekall 

ataukan setiap bulan betjalan ..••..•• ? 

b. atas tunggal<an apa sajakeh maslng -maslng jumlah nlla! tunggaken 

pertahun tersebut .••• ? 

c. Kalau memang merupakan dat1 beberapa tunggakan, mak.a 

bmpakeh nllal maslng·maslng dart tunggaken ...... ? 

d. Apakah benar jumlah dari nllal bJnggakan tersebut. ..• ? 

e. ApaKah behar nllai b.mggakan teJ:sebut adatah tunggakan 

tergugat. .... ? 

Bahwa atas dalll P<nggugat pada pain ke - 11 yang tldak ber<lasar tersebut, 

selanjutnya Tergugat mensomit Pepggy('s;:t<_ yntyk membuktikan daJilnya yang 

menyatakan bahwa total tunggal<an Tergugat dart bulan Nopember 2002. sampai 

bulan oktober 2007 adalah sebesar. Rp. 1.011.26.740,·, dan berapa masing

masing nilai tunggakan; 

Bahwa pe.1u yang mulia majel!s haklm ketahu! dan marl k.lta bulrokan bersama, 

bahwa nitai tunggakan sebagalmana_ yang dl sebutkan oleh Penggugat sebesar Rp. 

1.011.26.740,~ ini adalah terialu mengada-ada, karena apabila kita hitung 

bersamat daUJ Penggugat p&da poln ke: - 11 TIDAK /J.DA TOTAL sebesar Rp. 

1.011.26.740,~, dan jfka klta hltung I jumlahkan bersama, maka jumlah dart nilal 

yang disebutkan adalah sebesar Rp. 966.907 .366,· (lnl hanyalah sebagai 

buktl bahwa da!am penghilllnganpun Penggugat telah IJWU dan 

KEURU}, faktanya dalam hal penghitungan sellsfh satu angkapun maka nllelnya 

aken SALAH BESAR dan bahkan bmklbat FATAl. dan dalll Penggugat Konpensi 

tersebut diatas adalah tldak berdasarkan hukum dan merupakan dalil yang 

menyesatkan, karena secara fakta hukUm gugatan Penggugat adatah CACAT 

HOKUM, yang menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut termasuk penghltungan 

bunga atas PerhiWngan NllaJ yang salah, secara otomatis juga mengandung 

CACAT HUKUM. Dan menurut ketentuan Hukum dan Penundang·undangan yang 

ba~aku, Gugatan yang demiklan haruslah dlnyatakan O!TOLAK; 

36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalll gugatan penggugat pada poln ke-- 12, 

yang menyatakan bahwa "tergugat tet:ap tidak membayar tunggakan tersetJut'f. 
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Tentunya secara yur'ldis, adalah suatu hal yang tidak mungkln Tergugat bersedla 

membayar \Unggakan taglhan yang bukan menjadl tanggung jaWab Tergugat. 

!<arena unlt¥unlt rumah susun Sebagalmana yang di dalllkan te.rsebut adalah 

BUKAN MruK 1ERGUGAT, tetapl MIUK P!IW( KETIGA. Dan secara fakta 

hukumpun tunggakan-tunggakan terse!rut menjadl tanggung jawab plhal< l<eUga 

dan bukan menja<ll tanggung jawab Tergugat; 

37. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Provlsl Penggugat, yang lnUnya 

menyatakan : 

• ..... , maka dengan In! kaml tr.ohon Pengadllan Neyer~ .Jakarta Pusat 

memelin!iJhkan kepada Pelhlmpunan peng/wni Rumah Susun I PPRS 

Taman K~ COndomtmum (Penggugat) aliJu su.W badan 

penge!o/a yang dl ll.Jnjuk olell Penf!gugat untuk segeta dan sekatika 

fTII!l1CaiJut dan aliJu memutJJskan semua fasiH/iJS lain yang dJ gunakan 

da/am unit-unit mllik Tergugat dl Rumah Susun raman Kemayaran 

Condominium sampaf semua kewajiban TergugQt dJ Bayar lunas"'; 

Bahwa tuntutan pro\l!sl tergugat tersebut hanya l<edol< belal<a, !<.arena tanpa 

sepengetahuan Terguga~ Penggugat telah melakul<an perl>uatan 

sewenang·wenang t:emadap fasllltas yang ada pada un~-unit rumah susun 

sebagaimana yang dl dalilkan Penggugat, yaitu telah melakul<an pamutusan 

sambungan llstrik (PLN) air (PAM) seara sopihak, yang sejak awal dl kelola oleh 

PT. DUTA ADHIPlJTRA fasllitas tersebut telah ada, yang al<hlmya setelah dl 

bentuk PPRS 1KC pengelolaan inl dl serahkan oleh Tergugat kepada PPRS 1l<C; 

Bahw> tindak.an Penggugat l:<lrhadap Tergugat dengan melakul<an pemutusan 

sambungan listrik (PLN) air (PAM) secara sepihal<, edalah merupakl!n perbuatan 

yang bertentangan dengan perundang-undangan yang beriaku, dan karenanya 

merupal<an suaru PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 

38. Bahwa Permohonan Sita Jamlnan yang dlajukan oleh Penggugat sebaga!mana 

dalllnya pada poln 14 Surat Gugatan haruslah DITOLAK karena secara fakta hukum 

Gugatan Penggogat lnl adalah menyangkut pengelolaan separt1 !llaya Sarana 

Pengelolaan (BPS), listrik (PLN), air (PAM) dan bukan menyangkut sengketa 

kepemilikan hak atas unlt~unit tersebut. Oleh kareoa itu sudah TI.DAK 

SEPATUTNYA secara hukum Penggugat mengajukan Slta Jamlnan dalam perkara 

int; 
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39. Bahwa selaln ltu, atas-untt-unit t"""'but juga telah menjadl mlllk plhak kellga 

sebagalntlina yang dl buktlkan dengan sertiftkat hak milik am satuan rumah susun 

dan bukan millk Tergugat; 

40. Bahwa Tergugat menolak dalll penggugat pada poin 16 dan ke- 17, karena tidal<. 

berdasarkan hukum; 

41. Bahwa tergugat dengan tegas menolak selutllh lsi amar tuntutan Penggugat yang 
tldak berdasarkan tersebut, karena dl dasali oleh gugall!n yang CACAT HUKIIM, 

yang menyebabkan Gugatan Penggugat tersebUt secara otomatis juga 

mengandung CACAT HUKUM; 

42. Bahwa dalll Petitum yang dlmohonkan Penggugat Konpensl sebagalmana tersebut 

dlatas adalah tidak berdasar dan KABUR (Obscuur Uhal) yang menyebabkan 

Gugatan Penggugat haroslah dinyatakan tidak dapat dlterima demi hukum; 

Bahw. berdasarkan uralon yurldls dlatas, mal<a stJdah sepaMnya Gugatan Penggugat 

HARUSLAH DITOLAK seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT 

DITERIMA dalam perkara In!; 

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak didasari o!eh dasar t:ukum dan tidak 

didukung o!eh alat-alat buk.ti surot rnaupun buk:ti lainnya dalam perkara inl, maka sudah 

sepatutnya GL>gatan Penggugat dalam polmk petkara In!, dan Tuntutan Provisl 

Penggugat hanJsleh ditolak selu!1Jhnya deml hukum. Dan selanjutnya Tergugat 

MENOLAK dalil-daiU Penggugat untuk selebllmya; 

Bahwa berdasarkan uralan dan AJasan yuridis tersebut diat:as, selanjutnya Tergugat 

mohon klranya Pengadilan Negerl Jakarta Pusat Cq. Yang Mul!a Majells Hakim yang 

memeriksa dan mengadill Perkara In! berl<enan untuk memutus dengao amar putusan 

sebagal berikut ; 

MENGADILI: 

DALAI-I EKSEPSI : 

1. Menyatakan menerima Eksepsl Tergugat; 

2, Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak; 

3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyal l<apasltas untuk mengajukan Gugall!n 

dalam perkara lnlr 

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel); 
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5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidal< dapat dlterima; 

DALAM KOI'fPENSl: 

DALAM POKDK PERKARA : 

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk se!uruhnya; 

2. Mengnukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbUI dalam pe:kara lni; 

Majells HakJm Yang kami MuUakan; 

Berdasarl<an Jawaban kaml dalam Eksepsl dan Pokok Perl<ara dalam Konpensi 

sebagalmana dalfl"(Jal!l tersebut d!atas, dan da!am peri<ara fnl terdapat adanya tindakan~ 

tindakan Penggugat dalam Konpensl yang nyal>l·nyata telan meruglkan kepentingan 

Tergugat dalam Konpensi, maka selanjutnya Tergugat Konpensi akan mengajukan 

Gugam REKONPENSI berdasarkan daiH·dalil yurldls sebagal benlwt; 

DALAM REKDNPENSI: 

1. Bahwa sega!a sesuatu dalil yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dafam 

Eksepsi maupun Jawaban datam Konpensl, mohon agar dijadikan sebagai satu 

kesatuan yang tldak terplsahkan dengan da!il~dali! dalam Rekonpensi in!; 

2. Bahwa sebagalmana yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam 

jawaban Konpensl, bahwa sebelum Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah SUSun 

Taman Kemayoran COndominium {PPRS TKC) berada di bawah plmpinan Tergugat 

Rekonpen~ (Pengurus PPRS perlode ke-m), sebelumnya Pengurus Perhlmpunan 

Penghunl Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (PPRS TKC) Periode ke-t 

PENGURUS PERTAMA (dari sejak Perlode Tahun 2001 s/d Tahun 2003) 

dibawah ptmpinan aim. Bapak 8rigje.."ld. Sutan Iskandar, SH. selaku ketua 

PPRS TKC, secara fakta hukum telah dibuat kesepakatan dalam Rapet Umum pada 

waktu ttu antara PT. Duta Adhlputra dengan Pengurus PPRS TKC Perlode yang Ke-I 

(pertama), tel<!h dlsepakatl dan berlaku serta dlterapkan pada saat 

kepengurusan tersebut, bahwa terf;adap Unlt~un!t rumah susun PT. Outa 

Adhiputra yang betum laku terjual atau yang belum d! sewakan atau yang belum 

beralih kepada plhak lain atou tarhadap unit-unit yang masih k<ls9ng, PT. Dula 

Adh1pub'a selaku develoPer hanya dibebanl kewajlban membayar biaya 

Perbalkan sarona (BPS) sebesar 10 % (sepuluh persen), dan apabila sudah 

terjual baru!ah atas unit~u~it tersebut diwajibkan membayar BPS sebesar 100 % 
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(seratus persen) yang dlbebanl kepada pemllik, dan bukan lagl menjadl beban 

tanggung jowab dari PT. Duta Adhlputta (Penggugat Rekonpansi); 

3. Bahwo kesepakatan mengenal pembayaran blaya Perbalkan 5arana (BPS) 

sebesar 10 % (sepuluh p.....,), Pembayarao llslrlk (PLN), air (PAM) sesual 

dengan pemakalan / abodemen TEtAH Dll.Al<UKAN PEMBAYARAN OLEH 

PENGGUGAT RfKONPENSI mula! dari Peogurus pertama (Bapak Brigjend. Sutan 

Iskandar, SH.), hal lnl terus berianjut kopada PENGURUS KEDUA (dar! sejak 

periode Tahun 2003 s/d tahun 2006) dlbawah plmplnan Bapak H. ST. 

soekarnotomo selaku ketua PPRS 11<C pertode ke - II, dan pembayaran sebesar 

10 % (sepuluh persen) lnl tetap be~alan tanpa ada tegoran, dan dl sepakatl 

serta diterima dengan balk oleh pengurus yang kedua PPRS 11<C tersebut; 

4. Bahwo mekanlsme pembayaran fJEi li!l/;!lsllr 111 26 {§Uiuh 11111S!fn I allis unit· 

unit PT. Duta Adhlputra yaog masih kosong dan atau belum te~ual, adalah telah 

dlsetujul oleh Penguf'l..IS PPRS periode ke--l (Pert.ama), dlmana pembayaran BPS 

10 % (sepuluh perseo) yang dllakukan olen Penggugat Relronpeosl tersebut, 

teJah rllterima dengan balk oleh Pengurus PPRS periode ke-l, dan "mekanfsme 

pembayaran tersebut dilanjuti<an oleh Pengurus PPRS Periode ke-D, dan selalu 

diterima dengan bail< tanpa ada komplaln f keberatan dar! Pengurus PPRS; 

5. Bahwa S<!<ilra fakta hukum dangan dltelimanya pembayaran BPS sebesar 10 % 

(sepuluh persen) atas unit-unit PT. Duta Adhlputta yang maslh kosong I belum 

lllljual tersebut oleh Pengurus PPRS Periode I (Tehun 2001 s/d Tahun 2003), 

dan l<emudian dilanjutkan olen pengurus Pertode ke-D (Tahtm 2003 S/d Tahun 

2006), adalah merupakan suatu kesepakatan yng telah ~alan dan terilaksana 

dan sejak tahun 2001 S/d Tahun 2006 (selama 6 tahun), dan merupakan 

kesepal<atan management (kepengurusan) perlode Pengurus ke-1 dan Pengurus 

ke-ll. Oleh karena ittl penerapan pengenaan pembayaran BPS sebesar 10 % 

(sepuluh person) adalah merupakan ketentuan tetap yang dlberiakukan oleh 

Pengurus PPRS pada waklu ltu. Maka ketentuan yang dlbuat dan dlterapkan oleh 

Pengurus PPRS ke-I dan pengurus PPRS ke-D terhadap Penggugat Relronpansi 

adalah SAH SECARA HUKIJM. 

6. Bahwa tugas dan tanggung jowab Tergugat Rekonpansi/Penggugat Konpensl 

selaku Pengurus PPRS Perlode ke-I!I, hanyalah sebatas perlode 

kepengurusannya yaitu Gejak tahun 2006 s/d sekarang). Oleh karena Tergugat 

Rekonpensi/P<!nggugat Konpensl ~dak mempunyal kewenangan secara hukom 

untul< mengkritlsl dan atau merubah ketentuan yang sudah dlberiakokan dan 
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' 
diterapkan ale!> Pengurus-pengurus PPRS TKC sebelumnya (Pengurus PPRS 

Periode ke-l dan Pengurus Periode ke-U). Bahl<lln selaku Pengurus baru, 

seharusnya Tergugat Rel<onpensi/Penggugat Konpensl TETAP MENGlKIJTl 

kebijakan dar! Pengurus Lama (Pengurus Sebel:umnya)~ yang je~s-jelas telah 

befjalan secara kondusif dan TIOAK 1ERDAPAT ADI'N'IA UNSUR KERUGIAN bag! 

PPRS TKC; 

7. Bahwa pembayaran blaya Perbalkan Smma (BPS) sebesar 1096 (sepuluh 

pen;en). Pembayaran 1/sl.rlk {PI.N}, air (PAM) sesual dengan pemall:ali!Jn / 

aborlemen TElAH OILAKSANAKAN aiel> Penggugal: Rei<onpensl tanpe ada 

tunggakan dalam bentuK apapun juga1 dan teJah diterima oleh _Pengurus 

sebalumnya (Pengurus ! (Pertama); Pengurus U (Kedua) dan dilanjutl<lln aleh 

Pengurus ill (Ketiga) yaitu Sdr. Achmad Wldjaya (Tergugat 

RekonpenslfPenggugat Konpensl). Hal In! dapat l<ami buklikan dengan 

buktl pembayaran yang setama inl terus berjalan dan d!tertma oleh Pengurus· 

pengurus Perlode sebelumnya serta oleh Tergugat Re1<onpeosf/Penggugat 

Konpensl sebagalmana buKtl kwttansl tandaterlma resmi yang dikeluarkan oleh 

Tergugat Rei<onpensi/Penggugat !<onpenSI; 

8. Bahwa adalah suatu hal kewajaran menurut hukum dan yang berlakU dalam 

kehldupen bermasyaraka!jsoslal, bahwa terhadap Blaya Perball<lln sarana (llPS) 

sepantasnya Penggugat Rekonpansi/Tergugat !<onpensl selakU Plhak 

Pengembang/Developer, HANYA OlBEflAI\Il BIAYA 10% (Sepuluh person) bagi 

unit-unit yang belum terjual, yang belum dlkontrakkan atau yang belum 

ditempatl. Sungguh suatu hal yang tldak waja:r apablla terhadap unit-~omit 

te...,but Penggugat Rel<onpensl{fergugat Konpensl dibe!Jani untJ.Jk membayar 

biaya BPS secara penuh (100%). Hal inl dengan pertlmbangan karena unit-unit 

tersebut TIOAK 11:RPAKA! atau TIDAK BERPENGHUNI atau MASIH DALAM 

KEAOAAN KOSONG. Karena secara umum pengenaan biaya BPS adalah hanya 

d!bebankan kepada Para Pemakai dan atau Pemilik dari Unit-unit tefl;ebLJtt dan 

bukan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku 

Pengembang/Developer; 

9. Bahwa oleh karena ltu mak.a sudah sepatutnya Majells HakJm menyatakan SAH 

PEMBAYAAAN yang dllakul<lln aiel> Penggugat Rekonpensl{fergugat Konpensl .. 
atas Biaya Perbalkan sarana (BPS) sebesar·lO%, yang teleh dibayar dan dlterlma 

bajk oleh Pengurus PPRS TKC Perlode I (Pertama) dan Pertode U (Kedua) 

maupun Perlode ill (Ketlga) dalam kepengurusan Tergugat Rekonpensl/ 

Pengugat !<onpensl ; 
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10. Bahwa iindal<an Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensl yang 

mewajlbkan Penggugat Re.konpensi untuk membayar, blaya !3PS dengan nilai 

sebesar 100% (seratus) persen, adalah dapat dildaslfiloosikan sebagai Peri>uatan 

f.1ELAWAN HUKUM, karena tinda1<an tersebut tel<ih bertentangan dan bertnlak 

belakang dengan KepubJsan dan at:au Kesepakatan yang dlbuat dan 

dlterapk.an/dija!ankan o!eh Pengurus PPRS TKC dali periode Pertama, Kedua 

(Kurun waktu tahun 2001 sampal dengan tahun 2006}. Dan tindakan 

Pembebanan blaya 100% {seratus persen) tersebut sangat memberatkan 

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensl, karena untt-unlt yang maslh berada 

dlbawah penguasaan Penggugat Rekonpensl{fergugat Konpensl1 adalah unltwtJn1t 

yang BELUM LAKU TERJUAL atau BELUM DISEOWA/DIKilNTRAKAN dan atau 

BELUM D!HUNIJBELUM llERPENGHUNI. 

11. Bahwa oleh karena iindakan Tergugat Rekonpensl/ Penggugat Konpersl 

adalah merupakan PERBUATAN MEIAWAN HUKUM dengan caro membebenkan 

Penggugat RekonpensljTergugat Konpensi untuk membeyar blaya BPS 100% 

(seratus persen) dan TIDAK BERSEDIA MENER!MA Pembeyaran BPS 10% dart 

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensl. Maka untuk m"'1)amin keehsahan 

Pembayaron BPS sebesar 10% (sepuluh persen) oleh Penggugat 

Rekonpensi/Tergugat Konpensl kepada Tergugat Rekonpensl/ Penggugat 

Konpensl, sudah sepatutnya sangatlah d!periukan adanya Putusan Majelis Hakim 

yang 'Menghukum" Te'lJUgat Rekonpensi,/Penggugat Konpensl untuk 

'"Menerima Pembayaran BPS sebesar 100/o (sepuluh persen:) dari 

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensl, sepanjang terhadap Unlt..Ynlt 

yang BELUM TERJUAL, SELUM DIKONTAAKAN, dan atou BELUM 

BERPENGHUNI/DlTEMPATI; 

12. Bahwa berawa1 dart adanya persellsihao. antara Penggugat 

Rekonpensi I Tergugat Konpensl dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat 

Konpensl tentang pembebanan hlaya BPS sebesar 10% yang selama In! telah 

dlbeyarkan oleh Penggugat Rekonpers; /Tergugat Konpen~ kepada Tergugat 

Rekonpensi/Penggugat Konperc•l, dengan cara MEIAWAN HUKUM Tergugat . 
Rekonpensl /Penggugat Konpensl Ielah melakukan T!NDAKAN TIDAl< TERPUJI 

dengan tara MENCABUT AURAN USTRIK dan AIR PAM sejak bulan November 

2007 at:as 1 {satu) buah unit Rumah Susun Wlsma Aster1 Bl Lantat 4 Unit G/08 

yang berada dlbawah penguasaan Penggugat Rekonpensl{rergugat Konpens!. 

Padahal secara takta Hukum Penggugat RekonpensifTergugat Konpensl TIDAK 

MEMll.lKI TUNGGAKAN atos blaya abademen dan pemakalan Ustrtk dan AIR 
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PAM wsebu~ iolrena pembayaran taglhann;'O telah Penggugat Rek<>npensl 

bayarkan kepoda Tergugat Rek<>npensl;--(Buktl PR-1) 

13. Bahwa tlndakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensl yang secara 
sewenang-wenang telah MENCABUT sellingga 11dak dapet 

dlpergunakan/dlmanlaatkan sellagalmana mestlnya atas AURAN LlSTlUI( PLN 

dan AIR PAM terhadap 1 (satu) unit Rusun millk Penggugat Rekonpensi/Tergugat 

Konpensl, adalah merupekan PERBUATAN ME!AWAN HUKJJM dan telah 

menlmbulkan keruglan bagl Penggugat Rek<>npenst berupa keruglan Materiel 

!<arena Penggugat Rekonpenst{Tergugat Konpensl Telah Melakukan Pembayaran 

tetapi selama 3 (tiga) bulan terakhlr lnl 110AK DAPAT MENIKMA11 AURAN 

lJ511UK PLN dan AIR PAM teo;ebut Adapun kerugian Materiel Penggugat 

Rekonpenst atas Hndakan Tergugat Rekonpensl sampai saat inl dlperklrakao 

sebesar ± Rp. 450,000,- x 3 bulan ~ Rp. 1.350.000,- (saw juta tlga rallls lima 
" 

puluh nbu rupiah); 

14. Bahwa Tergugat Rekonpensl TIDAK MEMPONYAl KEWENANGAN maupun 

HAK SECARA HUKUM untuk MENCABUT atau ~!ENJAOIKAN 110AK DAPAT 

TERPAKAI lAGl a!iran Ustrik PJ..N dan AIRPAM pada Unit-unit yang berada 

dibawah penguasaan Pengugat Rekonpensi. Hal ini terbukti blrena AURAN 

lJ511UK PLN dan AIRPAM tidak ada hubungan dan kaltannya dangan kasus 

sengket:a aquo dan mengenai pembayaran tagihan serat abodemennya telah 

Penggugat Rekonpenst bayar langsung kepada lnsl:ansl yang bersangkutan. Oleh 

karena itu sudah sepatutnya pula Tergugat Rekonpensi dlhokum dalam PROVISI 

untuk segera menyambung kemball Aliran Ustrik PLN dan AIRPAM yang telah 

dk.abut oleh Tergugat Re$<onpensi; 

15. Bahwa akibat tlndakan Mefawan Hukum Tergugat Rel<onpens1 tersebut, 

telah mengaklbatkan pula Penggugat Rekonpensl mengalaml keruglan Moriel, 

!<arena selaku Pengeffibang!Oeveloper yang telah membangun Taman 

Kemayoran Condominium tersebut, temyata dipertakukan dengan cara TIOAK 

WAJAR, 11DAK SEPANTASNYA dan SEWENANG-WENANG oleh plhak PPRS 

Periode Ke-ill (Tergugat Rekonpensif Penggugat Konpen~). Kejadlan lnl telah 

meogaklbatkan timbulnya Persepsl yang Negalif dan Reputasl yang buruk 

terhadap Penggugat Rekonpensl/Tergugat Konpensi, baik dart Para 

Penghuni/Pernlllk, maupun dari Para Reiasl Blsnis Penggugat 

Rekonpenst{Tergugat Knnpenst. Keruglan MOnel tersabut sesungguhnya tidaklah 

temlngga akan tetapl apablla dlnllal dangan uang, maka keruglan Monel yang 

dlalaml Penggugat Rekonpensl{Tergugat Konpensl aklbat dan 
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perbuatan/tindalom Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensl tersebut adalah 

tidak kurang dart Nilai sebesar Rp.20.000.000.000.-(Duapuluh Mllyar Rupiah); 

16. Bahwa o!eh karena 1indakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 

Rekonpensi/Penggugat Konpensl temadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat 

Konpensl, sehlngga me.ngaklbatkan Penggugat Rekonpensi mengalaml keruglan 

Morlel, maka sudah sepaMnya Tergugat Rekonpensi DIHUKUM untuk mernbayar 

keruglan Morlel Penggugat Rekonpensl aklbat dart perbuatannya lt!J dengan nllai 

sebesar Rp.20.000.000.IJQO.-{Duapuluh Mllyar Rupiah); 

17. Bahwa untuk menjamln tldak sla-slanya Gugatan Penggugat Rekonpensl I 
Tergugat Kor.pensi apabila Putusan dalam perkara lni telah rnempunyal kekuatan 

hukum yang Tetap dan Past! (In Kracht Van Gewijsde), maka sudah sepantasnya 

Penggugat Rel<onpensl mengajukan agar dlletakkan Slta lamlnan (Consetvatolr 

Beslag) atas Harta MlllkTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensl berupa: 

a. 1 (Sab.l) Unit SATUAN RUMAH SUSU~ yang terletak dl Rumah sUsun 

Taman Kemayoran Condominium1 Wisma Ebony lt. 12 unit C-03, millk 

Tergugat Rekonpensl, atas nama Sdr. ACHMAD WIOJAYA (Tergugat 

Rekonpensi); 

b. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN yang terietak dl Rumah Susun 

Taman Kemayoran Condomlnium, Wisma Ebony Lt. 12 unit D-OS, milik 

Tergugat Rekonpensi, atas nama Sdr. ACHMAP WIDJAYA (Tergugat 

Rekonpensi); 

c. 1 (Sab.l) Unit SATUAN RUMAH SUSUN, yang terletak dl Rumah SUsun 

Taman l<emayoran Condominium1 ~sma Ebony Lt. 10 unit D-051 millk 

Tergugat Rel<onpensl, atas nama Sdr. POEOll PURJANTO (fergugat 

Rekonpens1 ; 

18. Bahwa demi kepastian hukum, kinmya patut dihukum pula agar Tergugat 

Rekonpensi/Penggugat l<cmpensi membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar 

Rp.S.OOO.OOO.-(Uma Juta Rupiah) setiap hart apabila !alai memenuhllsl putusan 

dalam perkara lni; 

19. Bahwa menglngat Gugatan Rekonpensl In! dldasarkan pada a!asan yuridls dan 

dalil hukum yang didukung kebenarannya berdasarkan bukti-bukti orentik secara 
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hukum, maka sudah sepatutnya Majells Hakim untuk mempertimbangkan dan 

Mengabulkan Gugatan rekonpensllnl untuk seluruhnya; 

Berdasarkan seluruh uralan da!iklalil yang dlkemukakan dalam Eksepsl dan 

jaWaban dalam Konpenslr maupun Rekonpensi, selanjublya kami mohon Majelis hakim 

Yang MuUa berkenan untuk memerlksa, mempertimbangkan serta memutus petkara inl 

dengan Amar Putusan sebagal berikut: 

MENGADILII 

DALAM KONPENSI: 

DALAM EKSEPSI : 

L Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat; 

2. Menyatakan gugatan Penggugat kcrang plhakj 

3. Menyatakan Penggugat tldak mempunyal kapasltas untuk mengajukan Gugatan 

dalam perk.ara inl; 

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel); 

5. Menyatakan Gugatan Penggugat 11dak dapat diterimai 

DALAM PDKOK PERKARA: 

1. Menyatakan menotak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Men!}hukum Penggugat unbJk membayar bfaya yang tfmbul dalam perl<ara In!; 

DALAM REKONPENSI: 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat 

Rekonpensl I Tergugat Konpensi untllk se!uruhnya; 

2. Menyatakan Tergugat Rekenpensi/Penggugat Konpensl telah melakukan 

PERBUATAN MEl.AWAN HUKUM; 

3. Menghukum Tergugat Rekonpeosi untuk menerlma Pembayaran BPS sebesar 10% 

(Sepuluh Persen) dati Penggugat Rekonpensl sepanjang terhadap unlt-untt yang 

belum teljuat, atau yang be!um dikanb'akkani dan atau yang belum berpenghunl; 

4. Menghukum Tergugat Rel<onpensi/Penggugat Kenpensl unruk membayar Keruglan 

Materiel yang dlalaml Pengugat Rekonpensi{Tergugat Konpensl sebesar ± Rp. 
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3.000.000,· + 1.512 •• 000,- = l!p. 4.512.000,· (empatjuta lima raws 12 ribu rupiah) 

sebagai Ai<ibat 1lnda!om Tergugat Rekonpens!/Penggugat Konpensl yang tolah 

memutuskan Alfran Ustrik PlN dalt. AIR PAM sehlngga tfdak dapat terpakal lagl, 

secara tunal dan se'ketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan huk.om yang 

temp dan pastl; 

5. Menghukum Tergugat RekonpensVPenggugat Konpensl untuk membayar Keruglan 

Moriel yang dlalaml Pengugat Rekonpensi/Tergugat K<lnpensi sebesar 

l!p.ZO.OOO.OOO.OOO.-{Duapuluh Milyar Rupiah) secara tunal dan sekelika setelah 

perkara lnl mernpunyal kakuamn hukUm yang tetap dan pasli; 

6. MenghukUm. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensl untuk membayar Uang 

Owangsom sebesar i!p.S.OOO.OOO.· setiap hari kea!riambat>n dalam melakaanakan 

isi putusan dalam perkara lnl; 

7. Menyat>kan 5ah dan berharga Peletakan Sita Jamlnan atas: 

a. 1 (5atu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN yang ter'.etak dl RUmah Susun Taman 

Kemayoran Condominium, Wlsma Ebony Lt. 12 unit C..03, mlllk Tergugat 

RekonpenS1, atas nama Sdr, ACHMAD WIDJAYA {Tergugat Rekoopensl)i 

b. 1 (5a!u) Unit SATUAN RUMAH SUSUN yang terielek di RUmah Susun Taman 

Kemayoran Condominium.- wtsma Ebony Lt 12 untt D-05, mink Tergugat 

Rekonpensi1 atas nama Sdr. AOiMAD WIDJAYA (fergugat Rekonpensl); 

c. 1 (Satu) Unit SATUAN RUMAH SUSUN, yang terietak d! Rumah Susun Taman 

Kemayoran Co11domlnium1 Wisma Ebony U. 10 unit D-05, mllik. Tergugat 

Rekonpensl, at>s nama Sdr. POEDJI PURJANTO (Tergugat Rekonpensl); ... 
DAI.AM KONPENSl DAN REKONPENSI: 

8. Menghukum Penggugat Konpensi{Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar 

b!aya yang timbul dalam perkara ini:; 

At au: 

Apablla MajeUs Hakim berpendapat lain kaml selaku Pencari Keadilan MOHON 

MENDAPATKAN PUTUSAN YANG SEAD!i.·ADII.NYA BERDASARKAN HUKUM YANG BAlK 

(ex aqoo et bono); 

Menlmbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah 

mengajukan Replik secara tertulls pada tangga! 26 Maret 2008 ; 

Menlmbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut1 Tergugat te!ah mengajukan 

duplik se<ara tertulls pada tanggal 9 April 2008 ; 
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Menlmbang, bahwa selanjutnya Penggll\lat untuk menguat!<an dolll·dalil 

gugatannya telah mengajukan bukti tertulls berupa foto copy surat-surat yang 

bermateral CtJkup dan telah dlcocokkan Sesual dengan surat as!inya dlberi tanda P..l s/d 

P~ 15 sebagai berikut : 

!. Bukti P·l : Foto copy Anggaran Oasar (AD) PPRS TKC ·; 

2. Bukti P-2 : Foto copy Anggaran Rumah Tangga (AliT) PPRS TKC ; 

3. Bukti P.J : Foto copy Balasan surat No.116/PPRS-lBG/lXIll7 tertanggal 24 

september 2007 ; 

4. Suktl P-4 : Foto copy perineum tunggakan DAP periode APril 2004 s/d lull 2007 ; 

5. Bukti P-13 : Foto copy Surat perlngatan kellga 2 Oktober 2007 ; 

6. Bukll P·14 : Foro copy Surat Pe~setujuan yang dltandatanganl oleh Aswin Mulia 

(selaktl Pengawas PPRS-TKC pada waktu ltu), tertangga!JO APri12004 ; 

7. Oukti P..15 : Foto copy Surat persetujuan yang ditandatangani oleh PIETER PURBA 

tertanggal 03 lu112006, seolah-olah Ia P!ETER PURBA bertindak sebagai 

Bendahara PPRS il(C, padahal pada tanggal tersebut PIETER PURBA 

belum diangkat menjadl Sendahara PPRS TI<C j · 

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguat:kan dafll~dalil 

Jawaba:nnya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang 

bermateral cukup dan telah dloocokkan sesuai dengan surat asflnya diberl tanda T·l ... 
s/d T- 23 dan PR·l s/d PR-13 dan Bukti Tambahan T·6 s/d T-11 sellagal Oerikut: 

BUKTI TERGUGAT: 

1. BUKTI T- 1 : Foto copy SERTIF!KAT HAK MlUK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN 

No. 29'.15/YN/B, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayomn, Jakarta 

Pusa~ dengan luas 159.83M2, atas nama DANA I'ENSIUNAN 

PERKESUNAN,; 

2. BUKTI T- 2 : Foto copy SERTIFlKAT HAK MIUK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN 

No. 3137 /YJl/Dr Kel. Kebon Kosong, Kec. KemayoranT Jakarta 

Pusat1 dengan luas 90,14M2, atas nama DANA PENSIUNAN 

PERKEBUNAN,; 

3. BUKTI T - 3 : F<lto copy SERTIFIKAT HAK M!UK Al'AS SAllii\N RUMAH SUSUN 

No. 3153/X'J/0, Kel. Kebon Kosong1 Kec. KemayOran, Jakarta 

Pusa~ dengan luas 76145M2, atas nama DANA PENSIUNAN 

PERKEBUNANr; 
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4. BUKll T- 4 : Foro copy SERT!FIKAT HAl( MIUK ATI>S SliruAN RUMAH SIJSIJN 

No. 3099fV1/D~ Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakai'UI 

Pusat, dengan luas 76,45M2, alas nama DANA PENSJJJNAN 

PERKEBUNAN, ; 

5. BUKll T- 5 : Foro copy SERllFIKAT HAl( MIUK ATI>S SA1UAN RUMAH SUSUN 

No. 2936{!/C, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta 

Pusat, dengan luas 90,14 M2, atas nama DANA. PENSJJJNAN 

PERKEBUNAN,; 

6.. BUKTI T - 6 : Foto copy Akta Jual Bell untuk 5atuan Rumah SUsun Taman 

Kemayoran, Nomor : 24/Kemavoran/2002, antara PT. Outa 

Adhlputra yang dalam nal Jnl dl waklll oleh Sdr. Thonnlus Max 

Wagannia1 selaku pihak pertama dengan sdr. Bemny 

Kofondang, setaku pJhak lre:dua ; 

7. 6UKTI T - 7 : Fa to copy Akta Jual Bell untuk Satuan Rumah SUSun Taman 

Kemayoran, Nomor ; 104/20031 antara PT. Duta Adhiputra 

yang dcila,m hal Ii'ii di wakJif oteh sdr. Thonnius Max Wagann!a 

selaku plhak pert:ama dengan sdr. FENNY WIDJAYA se!aku pihak 

kedua; 

8. BUKll T - 8 : Foro copy Akta P<ngikatan Jual Sell unb.lk Satuan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomcr : 80, antara PT. Duta Adhiputm 

yang da!am hal inl di wakili oleh IR. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan lR. Seno Margono selalw plhak pertama dengan sdr. Leo 

Sudibyo1 selaku pihak kedua ; 

9. BUKTI T - 9 : Foto copy Akt:a Pengikat:an Jual Bell untuk sat:uan Rumah SUSun 

Taman Kemayoran, Nomor: 'Sl, antara PT. Out:a Adhiputra yang 

dalam hal inl dl wakill oleh !R. Hlndro l]ahjono Soemar<ijan dan 

IR. Seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Lucia Kanda 

Suhardl selaku p!hak kedua ; 

10. BUKTI T - 10 : Foro copy Akta Peng!katan Jual Sell unruk satuan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 210, antara PT. Outa Adhlputra 

yang dalam hal !nl d! wakill oleh IR. Hlndro Tjllhjono Soemar<ijan 

dan IR. Seno Margono seiaku p!hak pertama dengan sdr. 

Sunyoto Chandra; 
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11. BUKTI T - 11 : Foto copy Akta Penglkat.an Jua:l Bell untuk satuan RUmah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 371 antara PT. Duta A.dhlputra yang 

dalam hallnl df'wakill oleh IR. Hlndro l]ahjono 5oemardjan dan 

JR. Seno Margono selaku pihak pert:ama dengan sdr. Inslnyur 

Klmlng Marsonol selaku plhak kedua ; 

12. BUK11 T- 12 : Foto copy Akta Pengikatan Jual llell untuk sal!lan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor: 37, antara PT. Outa Adhiputra yang 

dalam hal lnl di wakill oleh lR, Hlndro Tjahjono 5oemardjan dan 

JR. seno Margono :sefaku pihak pertama dengan sdr. Inslnyur 

Kimlng Marsono, selaku p:lhak kedua ; 

13. BUK11 T- 13 : Foto copy Akta Pengikalan Juallleli untuk sal!lan Rumah Susun 

Taman Kema.yoran, Nomor : 110, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal lnl dl waklil oleh IR. Hlr.dro Tjahjono SO.mardjan 

dan IR: Seno Margono selaku plhak. pertama dengan N)'. Maria 

Silva Gunawan Susllo ; - ' 

14. BUKTI T- 14 : Foto copy Akta Pengikatan Jualllell unruk saruan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 235, antara PT. Puta Adhiputra 

yang dl waldll oleh JR. Hindro l]aljjono 5oemardjan dan JR. seno 

14argono selaku pihak pertama dengan sdr. Robby Hutajulu, 

selaku plhak kedua ; 

15. BUKTI T -15 : Foto copy Akta Pengikatan Jual ~ untuk satuan Rumah Susun 

Taman Kernayoran, Nomor : 62, antara PT. Duta Adhlputra yang 

dalam hallnl dl wakl!! oleh IR. Hlndro Tjahjono Soemardjan dan 

IR. Seno Margono selaku plhak pertama dengan sdr. [}J:uandf, 

seaku plhak kedua ; 

16. BUKTI T - 16 : Foto copy Akta Penglkatan Jual Beli untuk satuan Rumah Susun 

Taman Kemsyoranr Nomor : 25ar· antara PT. Duta Adhiputra 

yang dl wakill oleh IR. Hlndro TjahjOflo 5oemardjan dan IR. seno 

Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Lukas Sempuno, 

selakU plhak kedua; 

17. BlJKTI T- 17 : Foto copy Akta Penglkatan lual Bell untuk sabJan Rumah Susun 

Taman Kemayomn, Nomor : 151, antara PT.Dut:a Adhlputra yang 

dl waklll oleh IR. Hlndro Tjahjono 5oemardjan dan IR. Seno 
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Margono se!ai<U plhak pertama dengan sdr. Simon Tan liang 

Hoo selaku pihak kedua ; 

18, BUKTl T - 18 : Foto copy Akta Penglkatan Jual Beli untuk satuan Rumah SUsun 

Taman l<emayoran, Nomor : 62f antara PT. Duta Adhlputra yang 

dl waklli olell JR. Hindro 1]ahjono Soemar<ljan dan JR. seno 

Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Ba~omeus Saleh, 

selaku plhak kedua ; 

19. BUKTI T - 19 : Rlto copy Akta Penglkatan Jual Bell untuk satuan Ruman Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 44, antara PT. Outa Adhlputra yang 

dalam hal lnl dl waldll oleh !R. Hmdro lJahjono Soemardjan dan 

lR. Seno Margono se1aku pihak pertama dengan sdr. Djonl, 

selaku plhak kedua ; 

... 
20. BUKTI T- 20 : Rlto copy Akta Penglkatan Jual Bell untuk satuan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 136, antara PT. Duta Adhlputra 

yang dl wakJII oleh JR. Hlndro Tjahjono Soemardja,n dan IR. Seno 

Margono selaku pihak pertama dengan Nyonya Tjhin Thai Mei1 

selal<u pihak kedua ; 

21. BUKTI T - 21 : Rlto copy Akta Pengikatan Jual Bell untuk satuan RU111Gh Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 1941 antara PT. Duta Adhlputra 

yang dalam hallnl di wakill oleh JR. Hlndro 1]ahjono Soemardjan 

dan !R. Sene Margono selaku p1hal< pertama dengan Nona Sheila 

!(ad~, selaku plhok kedua ; 

22. BUKl1 T - 22 : Foto ropy Akta Pengikall!n Jual Bell untuk satuan Rumah Susun 

Taman Kemayoran, Nomor : 270, antara PT. Duta Adhiputra 

yang dalam hal lnl dl waklll oleh JR. Hlndro lJahjono Soemar<ljan 

dan IR. Seno Marg<mo selaku plhak pertama dengan Arun 

Purshotam Mahtanl dan Melwanl Bhagwan Bherumal, bertlndak 

untuk dan atas nama PT. Dharma Hastipura, selaku pihak 

kedua; 
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T·- 23 :Foro ropy Aktl Penglkatan Jual Bell untuk satuan Ruman SustJn 

Taman Kemayoran, Nomor : 4, antara PT. Dulll ~hlputra yang 

dalam hal lnl dl,waklll oleh JR. Hlndro Tjehjono Soemardjan dan 

~ seno Margono selaku pihak pertama dengan sdr. Harun Ad1~ 

selaku p!hak kedua i 

BUKTI DALAM REKONPENSI : 

I. BUKT! PR - 1 : Foto copy SURAT KETEAANGAN dali Perhlmpunan Penghunl 

Rumah Susun Taman t<emayoran CQndomln!um {Penggugat 

Konpensi f Terguget R~onpensf)~ tertanggallO Maret 2008 ; 

2. BUKTI PR - 2 : · Foro J:OPY SURAT KETEIWIGAN da~ Perhimpunan Penghuni 

Rumah· Susun. Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi /Tergugat Rekonpet'lsi), tertnnggal10 Maret 2008 i 

3. SUKTI PR - 3 Foto copy SUAAT KETERANGAN dart Pertllmpunan Penghuni 

Rumah SUsun Taman Kernayoran Condominium (Penggugat 

Konpens! 1 Tergugat Rekonpensi), tert.anggal10 Maret 2008, 

4. BUKTI PR- 4 : Foto copy SURAT KETERANGAN dart Perllimpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensl I Tergugat Rel<onpensf), tenanggalll Maret 2008; 

5. BUKTI PR - 5 : Foto copy SUAAT KETEIWIGAN dari Perhimpunan Penghuni 

6. BUKTI PR - 6 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensl/ Tergugat Rekonpen~). tertanggalll Maret 2000 ; 

Foto copy SURAT I<ETERANGAN dan Perhlmpunan Penghunl 

Rumah Susun Taman Kemayoran COndominium (Penggugat 

Konpenslf Tergugat Rekonpensl), tertanggal 10 Maret 2008; 

7. BUKTI PR- 7 : Foto copy SURAT KETERANGAN dari Perhimpunan Penghunl 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi I Tergugat Rekonpensi)t tertangga111 Maret 2008 ; 

B. BUKTI PR - 8 : Foro copy SURAT KETERANGAN dati Perhlmpunan Penghunl 

Rumah Susun .Taman Kemayoran Condominium (Peoggugat 

Konpensl 1 Tergugat Rekonpensl), tortanggallO Maret 2008 ; 
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9. sum PR - 9 : Foto oopy SUAAT KETEAANGAN dar! Pertlimpunao Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran Condomlnlum {Penggugat 

Konpenslf Tergugat Rekonpenst), tertanggal 11 Maret 2008, 

10. sum PR - 10 : Fulo copy SURAT KETERANGAN dati Pertllmpunan Penghuni 

Rumah Susun "faman Kemayoran Condominium (Penggugat 

KonP.,si 1 TeJjJugat Rekonpensl), t£itanggal10 Maret 2!108 

11. BUm PR - 11 : Foto. oopy SURAT KETI:RANGAN dari Perhimpuoan Penghuni 

Rumah Stls!ln Taman Kemayoran Condominium (Penggugat 

Konpensi 1 Tergugat Relronpensi), tertanggal 11 Maret 

2008; 

12. BUKTI PR -12.: Foto copy SURAl KETERANGAN dart Perhlmpunan Penghuni 

Rumah Susun Taman Kemayoran condominiUm 

(Penggugat Konpensi 1 Tergugat Rekonpensl), tertanggallO 

Maret 2008; 

13. BUKTI PR- 13 : 

BUKll TAMBAIIAN 

I. SUKTI T-6 : 

2. BUm T - 7 

Foto copy SURAT KETI:RANGAN darl Pemlmpunan Penghunl 

Rumah susun Taman Kemayoran CondominLum 

(Penggugat Konpensi 1 TeJjJugat Rekonpensl), t£rtanggal 11 

Maret 2008 i 

Foto copy Akta Pengikatan Jual Bel! untuk satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 431 antara PT. Duta 

Adhlputra yang dlwal<!il oieh !R. Hindro Tjahjono Soemardjan 

dan lR. Seno Ma:rgono se!aku plhak pertama dengao sdr. 

Fer:rvanto Gunawan, selaku pihak kedua1 

Foto copy Akla Penglkatan Jual Bell unw~ satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 44, antara PT. Outa 
Adhlputra yang di waklll oleh JR. Hlndro Tjahjono Soemandjan 

dan !R. Seno Margono selalw plhak pertama dengan sdr. 

Ferryanto Gunawan, se!aku plhak kedua ; 
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3. BUJ<TI T- B 

4. BUJ<TI T-9: 

5. BUKIT T -10 : 

o. BUKIT T-11: 

48 

foto eopy Aldll Pengll<atan lual Bell untuk sattJan Rumah 

Sus1,1n Taman Kemayaran, Neuner ; 163, ant:ara PT. Duta 

Adhlputm ya~g dalam hallnl dl waklll oleh IR. Hlndro TJOhjono 

SOemarrljan dan JR. Seno Margono selaku plhak pertama 

dengan Nyonya Winny Muliati, selaku plhak kedua i 

Fot.o copy Akta Pengikat2!n Jual Belt unbJI< satuan Rumah 

SUsun Taman Kemayoran, Nomor : 21 antara PT. Duta 

. Adhlputm yang dalam hallnl dl wal<lll oleh IR. Hlndro Tjahjono 

Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku plhak pertama ... 
dengan Nona 5tetno Iriantl_D.ahlan Putri, selaku pihak. 

kedua; 

FotD copy Akta Penglkatan Jual ~li untuk sat:uan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nornor : 16, antara PT. Outa 
Adhlputra yang dalam hallnl dl waklll oleh IR. Hlndro r!ahjono 

Soemardjan dan IR. Seno Margono selaku plhak pertema 

dengan sdr. Ir~ Sugiono~Nusa1imr selaku pihak kedua ; 

Foto copy Akta Pengikatan Jual Bell untuk satuan Rumah 

Susun Taman Kemayoran, Nomor : 141 antara PT. Duta 

Adhiputra yang di wal<lll oleh JR. Hlndro r!ahjono SOemarrljan 

dan IR. Serlo Margono selaku pihak pertama dengan Sdr. 

Ema Karmantl, Sl!, selaku plhak kedua ; 

Menrmbang, bah!Na Penggugat dan Tergugat tfdak mengajukan saksl i 

Menlmbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tetah mengajukao kesimpulan pada 

tanggal 14 Mel 2008 ; 

Menlmbang, bahwa untuk memperslngkat uralan putusan ini selanjutnya 

menunjuk: pada hal~hal yang termuat dalam berita ac.ara pers!dangan ; 

ll!NTANG PERllMBANGAN HUKUM 

Menlmbang, bahwa maksusd dan tujuan gugatan · P<11ggugat adalah 

sebaga!mana tersebut dimuka ; 
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DALAM KONPEHSI : 

DALAM EKSEPSI : 

' Menlmbang,.bahwa terhadap gugatan Pengugat, pihak Tergugat mengajukan . . . 
el<sepsi yang dldasSI"kan pada alasan-alasim : 

1. Gugatan Penggugat kurang plhak,lkurang partai, sebab Penggugat selaku 

Developer/pemllik sementara atas Rumah Susun Taman Kemayoran ... 
Condomonlum telah menjual seluruhnya kepada pihak ketiga alllS dasar Akta 

Jual Bell T-1 s/d T·31 dengan demikian Tergugat bukan lagi sebagai pemllik 

atas obyek sengketa a quo ; 

2. Gugatan Penggugat selah subyek hukum, seharusnya gugamn diajukan kepada 

plhak ketiga selalw pemlllk atas obyek sengketa ; 

3. Bahwa Penggugat S<!Qlra hulrum berdasarkan ketentuan AD/A!rf PPRS TI<C 

tidak- berwenang, tldak mempunyal kapas:Jtasf hak untuk me!akukan 

pemugngutan luran pengelolaan di rumah susun TKC, karena merupakan 

togas dan kewenangan dart Badan Pengelo!a Rumah Susun Taman 

Kemayoran Condomon!um i 

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obruur libels) dan salab tentang nllai 

matenilnya ; 

5. Gugatan Penggugat tidak dldasali oleh dasar hukum dan tidak dlduk.ung 

dengan bukti·bukti yang kuat ; 

Serdasarkan alasan-a!asan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus 

d1nyatakan d[tolak atau setlak~tidaknya dinyatakan tidak dapat diterlma ; 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut. Penggugat telah menanggapJ 

dalam Repliknya tertangga! 26 Maret 2008 ; 

Men!mbang, bahwa tBrhadap alasan-a!asan yang dijadlkan dasar oleh pihak 

Tergugat mengajukan eksepsl, Majells Hakim mempertlmbangkannya sebagal berikut : 

Bahwa hakekat kewenang plhak Tergugat untuk mengajukao eksepsl adafah 

didasarkan adanya suatu fakta hukum sfiDagaimana dimaksud .dalam ketentutan 

pasal 136 HIR Yaitu yang menyangkut persoalan mengenal kewenangan mengadlli 

maupun mengenal syarat formalitas gugatan, dengan demik1an berarti alasan~alasan 
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diluar hal tersebut harus d1nUal dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok 

perkaranya; 

Bahwa mengenal alasan eksepsi poin 1 dan 2 Penggugat melalul deliknya pada 

ha1aman 2 mengaku! secara tegas kebenaran eksepsl Tergugat, bahwa gugatannya 

memang kurang pihak dan salah d~!am penempatan subyek hukumnyQ, disamping 

itu Penggugat juga mengakul antara PengguQat (Perhimpunan Penghunl Rumah 

Susun Taman Kemayorann Condomonium) dengan Tergugat (PT.Duta Adhipura) 

tidak mempunyal hubungan hukum apapun ; 

Sahwa dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatannya benar 

kurang pihak dan salah/kellru mengenal subyek huk.um yang dljadikan Tergugat, 

serta penegasannya antara Penggugat dengan Tergugat a quo tidak ada hubungan 

hukum apapun, menurut Majelis Haklrn pengakuan tersebut apabila dihubungkan 

dengan ketentuan pasal 1925 iGJH Perdata, pasal 1926 KUH Perdatl Jo. pasal 174 

HIR mempunyal konsekuensi hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat 

formil maupun syarat materiil suatu gugatan; 

6ahwa mengenai syarat formfl dan syarat materiil suatu gugatan tldak secara tegas 

diatur d<dam HIR, akan tetapi bila merujuk pada ketentuan pasal 8 Rv serta 

YorisprudenSi Tetap MA RI dltegasf<an suatu gugatan hafus memuat : 

a. Subyek Hukom beserta ldentas para plhak yang lenglolp ; 

b. Adanya hubungan hukum antara para pihak yang berparl<ara dengan 

obyak yang disengketakannya ; 

c. Adanya hubungan hukum antara poslta atau fundamental petendl dengan 
petitum gugatannya ; 

d. Adanya petitum (tuntutan) primer maupuan subs!dair; 

Bahwa apabila ada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pengakuan 

Penggugat menyatakan benar gugatannya adalah kurang pihak dan salah/kellru 

mengenai subyek hukum tergugatnya, serta penegasan antara Penggugat dengan 

plhak Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan obyek. yang 

disengketi.lkanz maka gugatan Penggugat mengandung cacat yurudis t:idak 

memenuhl syarat forrnil maupun syarat materill sahnya suatu gugatan, dengan 

dernik!an alasan eksepsl poin 1 dan 2 beralasan menurut hulwm Untuk dlterima ; 

6ahwa oleh karena alasan ekseps! pain 1 dan 2 teaah diterima, maka temadap alasan 

eksepsl seleblhnya tidak perlu dlpertlmbangloln lebin lanjut; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan uralan pertimbangao-- hukurri dlatas, maka 

Majelis Hakim berl<esimpulan dan berpendapat bahwa el<sepsl Terguga\ adalah patut 

beratasan menurut hukUm untuk ditetima, oteh karena itu Gugatan P.enggugat harus 

dlnyatakan tidak dapat ditertma-;. 

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsl Tergugat ditelimar berarti Penggugat 

berarla dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar b!aya perkara 

yang timbul i 

DAlAM POKOK PERKARA : 

' 
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsf Tergugat diterlma, maka terhadap 

Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara lldak perlu dlertimbengkan leblh la'!lut dan 

harus dinyatakan trdak dapat diterlma pula; 

DAI.AM REKOPENSX 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rc:kopens! adalah 

seperti te~but di atas ; 

Menlmbang, bahwa oJeh karena Gugatan Penggugat Konpensi dalam Pokok 

Perkara belum ~iperiksa dan dlpertimbangkan akan tetapi harus dinyatakan Ttdak Dapat 

Dlterima~ maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat RekonpenSi 

harus dinyatakan tldak dapat diterima ; 

Memperhatikan ketentuan pasal 1925 Jo. pasal 1926 KUH Perdata Jo. pasal 174 

H!R Jo. Yurisprudensi MA Rl No.294/K/Sip/1971 serta peraturan perundangan-

undangan laln yang bersangkutan ; 

MENGADILI 

DAI.AM KONPENSI 

DAI.AM EKSEPSI : 

1. ~enerima eksepsi Tergugat ; 

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diter!ma ; 

3. Mengh\Jk.um Penggugat untuk membayar blaya perkara yang dltakslr sebesar 

Rp.135.000,- (seratus llga puluh lima ribu rupiah); 
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DAU\M POKOK PERKARA : ' 
".'' 

• Menyatakan Gugatan Penggugat tidiik dapat d!teHma ; 

DAU\M REKONPENSI 

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensl tldak dapat dlrerima ; 

Demlkian dlputuskan dalam rapat musyawarah Majel!s Hakfm PengadUan 

Negeri Jakarta Pusai pada hari Rabu, tanggal 21 Mel 2008, dengan RENO USTOWO, 

SH.MH sebagai· Hakim Ketua Majells, SUGENG RIYONO, SH.MH dan PANJI WJOAGOO, 

SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa., 

tanggal 27 Mel 2008 dlucapkan oleh Hakim Ketua !lllsebut dalam sldang yang 

teri:!uka untuk. umum, rlengan dihadlri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut.. dibantu 

MAnus B. smJRU, SH Pan!tera PengganlJ dan dlhadlri oleh Kuasa Penggugat dan 

Kuasa T ergugat ; 

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KliTUA MAlEU:S, 

• 
. _..-· 
~ 

1. SUGENG IUYONO, SH.MH 

• 
.0'~ 

~IWIDAGDO, SH.MH 

RENO LXSTOWO, SH.MH 

• 

MATWS 8, SITURU, SH 

• 
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Blava-b!ava : 

Matera!. ................................. Rp, 6.0001 ~ 

Redaksi ................................. Rp. 3.1l!JO,-

Panggilao ................ , ..... "~ .... Ro, 126.000,-

J u m I a h .............. ,,., .•..... Rp. 135.0001~ 
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